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ABSTRAKSI

Pennasalahan kemiskinan di Indonesia sebagai negara berkembang menyebar
pada seluruh daerah, tennasuk di Kabupaten Sukamara. Sesuai dengan laporan BPS,
penduduk miskin di Kabupaten Sukamarapada tahun 2011 sebanyak 2.897 jiwa atau
sebesar 5,9% dari jumlah penduduk. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah
untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pembangunan
masyarakat yang menitikberatkan pada komunitas sebagai suatu kesatuan,
mengutamakan prakarsa dan sumberdaya setempat, sinergi antara sumber daya
internal dan eksternal serta terintegrasinya masyarakat lokal dan nasional.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini membahas tentang implementasi
pemberian bantuan Kelompok UsahaBersarna (KUBE) di Desa Natai Sedawak
Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara tahun 2012.KUBE adalah salah satu
program pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan program
KUBE diserahkan kepada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara melalui Dinas
Sosial Provinsi dengan dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Pembentukan
KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai basilbimbingan sosial,
sosialisasi, bantuan stirnulan danpendampingan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis
implementasi kebijakan pemberian bantuan KUBE di Kecamatan Sukarnara
Kabupaten Sukamara dan mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang
penghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatifdengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi,
wawancara, dan dokurnentasi.Wawancara dilakukan terhadap infonnan yang
ditentukan secarapurposif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua tahapan proses implementasi
pemberian bantuan modal terhadap KUBE sasaran sudah dijalankan sesuai dengan
juknislSOP. Namun jika ditinjau dari sisi kualitas, hanya ada tiga tahapan yang sudah
dilakukan dengan baik, yaitu tahap pembentukan tim koordinasi penanganan fakir
miskin, perkerutan pendamping sosial dan tahap pencairan dana. Sedangkan tahapan
lainnya masih belum sesuai dengan juknis, yaitu tahap penentuan anggota kelompok
sasaran, penentuan jenis usaha, sosialisasi,dan tahap pembinaan dan evaluasi.
Dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Grindle, diketahui
bahwa faktor-faktor yang menghambat implementasi dari sisi content ofpolicyadalah
kepentingan kelompok sasaran, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana
kebijakan, dan sumber daya yang disediakan. Sedangkan dari sisi context of
implementationadalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, dan
tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dengan kenyataan ini, maka
basil penelitian menyarankan agar adanya upaya monitoring, pembinaan dan evaluasi
secara lebih baik untuk meningkatkan keterampilan anggota KUBE, pendamping dan
implementator; penentuan jenis usaha yang lebih akomodatif; penganggaran dana
operasional yang lebih memadai; memperjelas dan meningkatkan koordinasi dan
kerjasama antar instansi terkait dan stake holder lainnya.

Kata Kunci : Kemiskinan, Kebijakan, Implementasi, Kelompok Usaha Bersama
(KUBE)
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ABSTRACTION

Problems of poverty in Indonesia as a developing country is spreading throughout the
region, including in the Regency Sukamara. According to the report of ,the Central
Bureau of Statistics or BPS, the poor population in the District of Sukamara in 20 II
as much as 2, 897 inhabitants or amounted to 5.9% of the population. One of the
efforts made by the Government to resolve the issue is to do community development
focuses on the community as a whole, giving priority to local resources and
initiatives, synergies between internal and external resources as well as the
integration oflocal and national community.
Thesis master's degree Program discusses about the implementation of the granting of
the aid joint venture group in the village of Sukamara Sub District Sedawak Natai
Sukamara in 2012. The joint venture group is one of the Government's programs
through the Ministry of Social Welfare to improve communities through
empowerment of the community itself. Program implementation was left to the joint
venture group Social Regency Sukamara through Social Service Provincial assistance
tasks with funds and plenty of authority. The formation process begins with the
formation of the joint venture group as a result of social guidance, socialization,
mentoring and stimulants help.
The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of policy on
the granting of aid in district of Sukamara Regency Group joint venture Sukamara,
describe and analyze what factors restricting implementation of these policies. This
research is qualitative research using the method of data collection in the form of
observation, interviews, and documentation. The interview was conducted against the
informants specified in purposif.
The results of this research indicate that all stages of the implementation process of
supplying capital to the joint venture group target is already running in accordance
withoperational standards of service. However, if the quality of the sides reviewed,
there are only three stages that have already done well, namely the stage of formation
of the team handling the poor coordination, social escort downsizing and
disbursement stages. While other phases are still not in accordance with the
operational standards of service, Le. the stage of determination of the members of the
target group, the determination of the type of business, socializing, and the stages of
guidance and evaluation. By using a policy implementation model according to
Grindle, note that the factors that impede implementation of the content of policy is
the interests of the target group, the position of decision makers, policy executors,
and resources provided. Whereas in the context of implementation is power, interests,
and the strategy of the actors involved, and the level of compliance and
responsiveness of the target group. With this fact, then the results of the study suggest
that an attempt monitoring, coaching and evaluation better to improve the skills of the
members of the joint venture group, companion and implementator; the determination
of the type of business that is more accommodating; budgeting a more adequate
operational funds; clarify and enhance the coordination and cooperation between
relevant agencies and stake holder.

Keywords: Poverty, Policy, Implementation, Joint Venture Group
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik, Proses, dan Implementasi

a. Pengertian Kebijakan Publik

Dalarn Karnus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan dije1askan sebagai

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalarn pe1aksanaan

pekeIjaan, kepemimpinan, serta earn bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan

sebagainya). Dalam pendapat lain, Mustopadidjaja (2003 : 5) menje1askan :

"Pada dasarnya kebijakan publik ada1ah suatu keputusan yang dimaksudkan
untuk mengatasai pennasa1ahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu,
atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang
berkewenangan dalarn rangka penye1enggaraan tugas pemerintahan negarn
dan pembangunan. Dalarn kehidupan administrasi negara, secara fonnal
keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan
perundang-undangan."

Menurut Carl Friedrich (Wahab, 2002; dalarn Makinuddin &Sasongko,

2006:18) :

"Kebijakan ada1ah "Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang
diusu1kan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalarn lingkungan
tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya
mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran
yang diinginkan".

Selanjutnya dalarn buku tersebut dijelaskan juga bahwa menurut Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB), kebijakan ada1ah "Suatu deklarasi mengenai dasar pedoman

untuk bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-

aktivitas tertentu atau suatu rencana". Dalarn konteks penye1enggaraan negara,

kebijakan (policy) diartikan sebagai segala ketetapan, keputusan, dan semua bentuk
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tata pernturan yang dibuat oleh lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan

yudikatif.

Menurut Masduki (2007:37), kebijakan dimaknai sebagai semngkaian

tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seomng

pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Kebijakan

diartikan pula sebagai program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik

yang temmh. Ada tiga aspek dalarn konteks kebijakan yang penting dipahami.

Pertama, adanya isu-isu utama kebijakan yang terkait dengan masalah sosial masa

larnpau, masa kini, dan masa depan. Kedua, proses guna memutuskan kebijakan yang

akan dibuat mengacu pada peralatan atau sarana yang digunakan oleh pembuat

kebijakan untuk mencapai tujuan. Ketiga, interaksi sekelompok aktor-aktor kunci

atau yang populer disebut stakeholder selarna proses perumusan kebijakan.

Pada hakekatnya pengertian kebijakanadalah semacam jawaban terhadap suatu

masalah yang dihadapi, merupakan upaya untukrnemecahkan, mengumngi, mencegah

suatu masalahdengan cam tertentu, yaitudengan tindakan yang temmh. Sedangkan, James

E Anderson, memberikanrumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor

(pejabat, kelompok,instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang

kegiatan tertentu.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan tersebut di alas, kesimpulannya

adalah bahwa padahakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan :

what,yaitu apa yang akan dikerjakan, why,yaitu bagaimana cam mengerjakannya, who,

yaitu siapa yang mengerjakan, where,dimana tempat kebijakan tersebutdan how, yaitu

bagaimana mengerjakannya. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah

yangdihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut: isi

caraatau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil
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dandilaksanakan. Di samping itu kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud,

pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam

kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya.

Dalam menjalankan pemerintahan, sering kali kita mendengar istilah dari

"kebijakan publik". Banyak sekali para ahli yang telah memberikan definisi yang

berkaitan dengan kebijakan publik ini, namun demikian banyak i1muwan yang merasakan

kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan.

Hal tersebut dikarenakan sifat dari pada kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak

spesifik dan operasional.

Luasnya makna kebijakan publik misalnya disampaikan oleh Charles O. Jones di

dalam mendefinisikan kebijkan publik sebagai antar hubungan di antara unit pemerintah

tertentu dengan Iingkungannya. Definisi ini sangat luas sekali nuansa pengertiannya,

bahkan terdapat satu kesan sulit menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu

sendiri.

Thomas R. Dye mendefmisikan Kebijakan Publik sebagai what government

do, why they do it, and what difference it makes. Sementara defmisi lain dikemukakan

oleh Harold Laswell dan A. Kaplan sebagai a projected program on goals, values,

and practices. Definisi yang diberikan oleh David Easton mengenai kebijakan publik

adalah sebagai the impact ofgovernment activity (Dwidjowijoto, 2006:23).

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau

tidak diJakukan oleh pemerintah. Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat

kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa

serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang

menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan.
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Berdasarkan beberapa pandangan tentang kebijakan tersebut, maka dengan

mengikuti paham bahwa kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan

dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan

seluruh rakyat, Irfan Islamy (1997: 20) menguraikan beberapa e1emen penting dalam

kebijakan publik, yaitu:

(I) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan­

tindakan pemerintah;

(2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam

bentuk yang nyata;

(3) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan

sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;

(4) Bahwa kebijakan publik itu harns senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh

anggota masyarakat

Definisi tersebut memberikan gambaran pemahaman mengenai kebijakan publik,

yaitu; tindakan, tujuan dan berkaitan dengan urusan publik. Kebijakan publik secara

konsisten menunjukkan ciri tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Analisis kebijakan

sendiri merupakan suatu aktivitas intelektual dan praktis ditujukan menciptakan, secara

kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di da/am proses

kebijakan (William N, Dunn, 2003).

Samudra Wibowa (1994:/90) menjelaskan bahwa kebijakan negara merupakan

bagian keputusan politik yang berupa program peri laku untuk mencapai tujuan

masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini ada/ah: (I) kebijakan publik sebagai

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah; dan (2) kebijakan publik sebagai keputusan

pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. Hasil dari analisis kebijakan pada umumnya

sebuah rekomendasi kebijakan yang lebih lanjut atau kebijakan aItematifyang lain.
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Berbagai defmisi lain rnengenai Kebijakan Publik. yang diberikan oleh para

ahIi adalah sebagai berik.ut (Dwidjowijoto, 2006:23):

James Anderson (2004): "a relative stable, purposive course of action

fOllowed by an actor or set of actors in dealing with problem or matter of

concern.

- James Lester & Robert Steward (2000): "a process or a series or pattern of

governmental activities or decissions that are design to remedy some public

problem, either real or imagined. "

- Austin Ranney: "a selected line ofaction or dec/aration ofinten. "

- Steven A. Peterson (2003): "government action to address some problem. "

- B.G. Peters (1993): "the sum ofgovernment activities, whether acting directly

ot through agents, as it has an influence on the lives ofcitizens. "

Berdasarkan definisi di atas, dapat disirnpulkan bahwa kebijakan publik.

adalah kebijakan yang dibuat oleh Adrninistratur Negara atau Adrninistratur Publik.

dalam rangka rnenjalankan tugas-tugasnya, dengan rnaksud untuk rnengatur

kehidupan publik dan bukan kehidupan orang seorang atau golongan, sebagai respon

atau jawaban atas perrnasalahan-perrnasalahan yang ada, yang dirurnuskan dalam

serangkaian peraturan tertentu.

Setiap kebijakan yang sebagian atau seluruhnya digagas, dikembangkan,

dirurnuskan dan dibuat oleh instansi-instansi, serta rnelibatkan (langsung atau tidak

langsung) pejabat-pejabat pernerintah dapat diberi rnakna sebagai kebijakan publik

(Wahab, 2012 : 16). Dari pernaharnan ini dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik.

sebenarnya juga dapat dipengaruhi oleh pihak lain selain lembaga pernerintah yaitu

lernbaga swasta atau sektor privat. Sebagai contoh bagairnana pernerintah
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menetapkan besaran subsidi BBM, penetapan besaran UMR, mekanisme penyaluran

BLM dll yang banyak dipengaruhi oleh organisasi-organisasi sivi/ societyatau para

pengamat. Pengaruh sektor privat terhadap penentuan kebijakan publik dapat

memberikan pengaruh positif atau negatif bergantung sebesar apa masuknya

kepentingan pihak tertentu (sektor privat yang berkepentingan) dan sejauh mana

kemampuan pemerintah dalam menentukan pilihan kebijakan yang akan diambil.

Secara realita kebijakan yang baik itu adaIah kebijakan yang mengakomodir sebesar­

besarnya aspirasi dan masukan dari masyarakat terutama kepentingan kelompok

sasaran.

Salah satu contoh dari kebijakan publik yang dibuat pemerintah adalah

progam penanganan fakir miskin melalu kegiatan pemberian bantuan modal usaha

terhadap Kelompok Usaha Bersarna (KUBE). Progam ini merupakan tugas

pemerintah yang wajib dilaksanakan dalam mencapai tujuan negara sebagaimana

diamanatkan dalam Sila ke-5 dari Pancasila, dan Pasal 27 DUD 1945 yang

menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak alas pekeJjaan dan penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan, serta Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa

fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Kebijakan negara untuk memberikan bantuan modal terhadap KUBE adaIah

merupakan pilman dari sekian banyak a1ternatif kajian untuk menjawab berbagai

permasalahan kebiskinan yang dihadapi rakyat. Diharapkan dengan program ini

masyarakat miskin mendapatkan akses untuk berusaha berdasarkan keterampilan

yang dimiliki yang dibantu dengan stimulan dari pemerintah. Tujuan akhir dari

program ini adaIah meningkatkan pendapatan keluarga miskin dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Agar lebih terarah dalam merumuskan dan
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mengimplementasikan program kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin

pemerintah menunuskan kebijakannya dalam serangkaian peraturan perundang­

oodangan, yaitu UU Nomor II tahoo 2009 Tentang Kesejahteraan sosial, UU Nomor

13 tahoo 201 ITentangPenanganan fakir miskin, dan Keputusan Menteri Sosial RI

Nomor 79/HUK/2011 tentang pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga

Masyarakat Miskin.

b. Proses Kebijakan Publik

Dunn (2003:22-28) memaparkan adanya beberapa proses pembuatan

kebijakan publik. Proses-proses itu antara lain meliputi: (l) Penunusan Masalah; (2)

Peramalan; (3) Rekomendasi; (4) Pemantauan; dan (5) Evaluasi.

- Perumusan Masalah

Penunusan masalah berkaitan dengan pengumpulan berbagai macam

informasi dan pengetahuan yang berhubungan dan re1evan dengan kebijakan.

Penunusan masalah ini mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari

defmisi masalah yang ada. Penunusan masalah dapat membantu menemukan

asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab,

memetakan tujuan-tujuan, memadukan berbagai pandangan, dan merancang

peluang kebijakan-kebijakan bam.

- Peramalan

Peramalan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang

masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya

altematif kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang fleksibel,

potensial, dan mengestimasi dampak dari kebijakan yanga ada, mengenali
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kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan

mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

- Rekomendasi

Rekomendasi menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan

tentang manfaat atau biaya dari berbagai altematif yang ada Rekomendasi

membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali

ekstemalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan,

dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi

kebijakan.

- Pemantauan

Pemantauan adalah serangkaian proses pengamatan secara teliti tahap derni

tahap yang telah dilewati. Dari sini akan diperoleh informasi akibat-akibat

yang timbul dari kebijakan sebelumnya yang relevan dengan kebijakan yang

diambil.

- Evaluasi

Evaluasi menghasilkan informasi ada tidaknya ketidaksesuaian antara kinerja

kebijakan yang diharapkan dengan realitas yang dicapai. Evaluasi berguna

dalam proses penilaian kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan

kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah diselesaikan, tetapi juga

klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu

penyesuaian kembali dan perumusan ulang masalah.

Proses-proses pembuatan Kebijakan itu dapat diilustrasikan dalam bagan

sebagai berikut:
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Perumusan Masalah

I
Peramalan

I
Rekomendasi

I
Pemantauan

I
Penilaian

Gambar 2.1. Prosedur Pembuatan Kebijakan

c. Implemeotasi Kebijakao

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang

dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: "Konsep implementasi berasa1 dari

bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to

implement(mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to

(untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)"(Webster dalam Wahab,

2004:64). Sarana untuk dapat menimbulkan dampak dimaksud dapat berupa undang-

undang, peraturanpemerintah, keputusan peradilan, penyediaan anggaran dan

kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan

kenegaraan sebagai implementator.
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Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa

yang oleh Lipsky disebut "street level bureaucrats" untuk memberikan pelayanan

atau mengatur prilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang

sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai

implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk

membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya untuk

kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka

usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi

kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan

tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono

1994:137). Berdasarkan pengertian tersebut maka implementasi itu merupakan

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuanyang telah

di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat

kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu dampak yang ditimbulkan bagi

masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan

masyarakat apalagi sampai merugikan.

Pandangan Van Meter dan Van Hom bahwa implementasi merupakan

tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu

keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekeJjaan

pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam

pelaksanaannya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekeJjaan-pekeJjaan di
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bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas

untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak

dilakukan.

Mazmanian dan Sebatier mendefinisikan implementasi sebagai berikut :

"Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam
bentuk undang-undang, narnun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutifyang penting atau keputusan badan peradilan".
(Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab,2004:68).

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan

dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan

yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini

berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan

undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan

seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi

adalah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk

mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan setelah

melewati serangkaian kajian apakah kebijakan tersebut dapat memberikan darnpak

yang baik atau tidak bagi masyarakat sasaran (target group)

Bagian terpenting dari sebuah rangkaian kebijakan publik adalah implemetasi

kebijakan. Keberhasilan dari sebuah kebijakan publik selain terletak pada proses

perumusannya juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut

diimplementasikan. Rumusan kebijakan yang baik tidak akan memberikan hasil

maksimal apabila tidak diimplementasikan dengan benar, demikian pula sebaliknya

Keduanya merupakan satu kesatuan yang hams saling mendukung antara satu dengan

yang lainnya.
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Pengertian implementasi kebijakan menurut Patton dan Sawicki (dalam

Tangkilisan, 2003: 9) adalah sebagai berikut : "Implementasi berkaitan dengan

berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi

ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan

menerapkan kebijakan yang telah diseleksi".

Riant Nugroho Dwijowijoto (2004:158) mengemukakan bahwa :

"Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cam agar sebuah kebijakan

dapat mencapai tujuannya Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang

ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program
atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik
tersebut".

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai

kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini

eksekutif mengatur cam untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur

secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung

pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah

dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang

dilaksanakan. Dunn mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan

menyebutnya implementasi kebijakan (policy implemtation) adalah pelaksanaan

pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003: 132).

Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut

"policy implementation as we have seen is the stage ofpolicy making between
the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the
issuing ofan executive order, the handing down ofa judicial decision, or the
promulgation ofa regulatory rule and the consequences of the policy for the
people whom it affects". (Edward III, 1980:1).
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Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah untuk mencapai tujuan yang telab ditetapkan dalam suatu keputusan

kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno,

menjelaskan babwa implementasi kebijakan adaIab :

"Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat
administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik
yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih
dampak atau tujuan yang diinginkan". (Lester dan Stewart dalam Winarno,
2011:101-102).

Definisi diatas menekankan babwa implementasi kebijakan merupakan

sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa

Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang

dibuat lembaga-Iembaga pemerintah dalam kehidupan bemegara.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk

mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi

kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut (Dwijowijoto, 2004:158).

Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telab dijelaskan oleh Nugroho

merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasikan dalam

bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Jadi secara singkat dapat dikatakan babwa implementasi kebijakan merupakan

serangkaian tindakan atau kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan

programguna mencapai tujuan berdasarkan rumusan program dan peraturan yang

telab ditetapkan baik secara langsung maupun melalui derivate dari kebijakan publik

tersebut.Dalam mengimplementasikan kebijakan eksekutif selaku implementator
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mengatur, mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah

diseleksi secara efektif dan efisien.

2. Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel

yang saling berhubungan satu sarna lain. Banyak ahIi yang telah merumuskan model­

model implementasi kebijakan berdasarkan pemahaman dan sudut pandang masing­

masing dengan variabel-variabel yang berbeda. Model-model kebijakan tersebut

dibuat guna menyederhanakan pemahaman mengenai konsep implementasi suatu

kebijakan. Dengan memahami vaiabel-variabel yang mempengaruhi implementasi

kebijakan maka dengan mudah kita dapat mengetahui faktor-faktor yang menghambat

implementsi kebijakan. Berikut ini akan disajikan beberapa model implementasi

kebijakan menurut beberapa pakar.

a. Model Van Hom dan Van Meter

Salah satu model implementasi kebijakan publik adalah fonnulasi dari

Donald S. van Meter dan C.E. van Hom yang meliputi : ukuran dasar dan tujuan

kebijakan, sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan

pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, dan

kecenderungan pelaksana (Subarsono, 2008:99).

Model implemetasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter

dengan Carl Van Hom (l975)ini adalah model yang paling klasik. Model ini

mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjaian secara liniear dari

kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel
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yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah

varibel berikut :

a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.

b. Karakteristik agen pelaksana/ implementor.

c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

d. Kecenderungan (disposition) palaksana/Implementor.

(Dwidjowijoto, 2004 : 438).

Lebih lanjut, Nugroho menjelaskan bahwa dalam banyak program,

implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi

lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi

keberhasilan suatu program. Yang dimaksud agen pelaksana adalah mencakup

struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam

birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Kemudian pada variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik mencakup

sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan

implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok kepentingan memberikan

dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni

mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan;

dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Selanjutnya yang

dimaksud disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting, yakni :

a. Tanggapan, implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;

b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan,
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c. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh

implementor.

b. Model George C.Edwards HI (1980)

Model Implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward

menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan

implementasi. Empat variabel tersebut adalah (lndiahono, 2009:31-33) :

a). Komunikasi,

b). Sumber daya,

c). Disposisi,

d). Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Implementasi I

Gambar 2.2. Model Implementasi Edward III
Sumber: Edward III. (1980:148)

Masing-masing variabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut (dalam

file:IIIG:/downloadi implementasi-kebijakan-george-edward.htm) :
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a).Komuoikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian infonnasi dari

komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti

merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan

(policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo,

2011 : 97 dalam file:///G:/download/ implementasi-kebijakan-george-

edward.htm)

Widodo kemudian menambahkan bahwa :

Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku
kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arab,
kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan
dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan
pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa
beJjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu
sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa

dimensi penting yaitu tranfonnasi informasi (transimisi), kejelasan infonnasi

(clarity) dan konsistensi infonnasi (consistency). Dimensi tranfonnasi

menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana

kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah

dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana

kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi

kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang

disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan

pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
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b). Sumber Daya (Resources)

Surnber daya memiliki peranan penting da!am implementasi kebijakan.

Edward III mengemukakan bahwa:bagaimanapun jelas dan konsistensinya

ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya

penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para

pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan

kurang mempunyai surnber-surnber daya untuk melaksanakan kebijakan

secara efektifmaka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Surnber daya di sini berkaitan dengan segala surnber yang dapat

digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Surnber

daya ini mencakup surnber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan

kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (StalJ)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari

surnber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas

surnber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi,

profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan

dengan jumlah surnber daya manusia apakah sudah cukup untuk

melingkupi seluruh kelompok sasaran. Surnber daya manusia sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa surnber daya

manusia yang handa!, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
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2) Anggaran (Budgemty)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan

modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk me~amin

terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai,

kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan

sasaran.

3) Fasilitas (facility)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang

berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang

layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang

dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Infonnasi dan Kewenangan (lnfomuztion andAuthority)

lnformasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan,

terutarna informasi yang reievan dan cukup terkait bagaimana

mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan

penting terutama untuk meyakinkan dan menjarnin bahwa kebijakan yang

dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c). Disposisi (Disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan

berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai

dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harns dimiliki oleh

pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran

mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arab program yang telah
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digariskan, sedangkan komibnen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan

membuat mereka selalu antusias dalarn melaksanakan tugas, wewenang,

fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang te/ah e1itetapkan.

Tidak jarang dalarn menjalankan kebijakan irnplementator akan menghadapi

harnbatan eli lapangan. Dalarn situasi yang dernikian komitrnen yang tinggi

dari implementator akan memberikan kontribusi yang penting.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalarn

irnplementasi kebijakan. Apabila irnplementator memiliki sikap yang baik

rnaka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

e1iinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak

mendukung rnaka irnplementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d). Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

irnplementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal

yaitu mekanisrne dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertarna adalah

mekanisme, dalarn irnplementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart

operation procedur (SOP). SOP menjaeli pedornan bagi setiap irnplementator

dalarn bertindak agar dalarn pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari

tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur

birokrasi yang tedalu panjang dan terfragrnentasi akan cenderung

melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rurnit

dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi

menjaeli tidak fleksibeL
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c. Model Merilee S. Grindle (1980)

Grindle (dalam Wibawa, 1994:127) mengemukakan teori implementasi

sebagai proses politik dan administrasi(implementation as a political and

administration process). Dalam teon ini Grindle memandang babwa suatu

implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan(content ofpolicy) dan konteks

implementasinya(context of implementation). Dalam teorinya itu Grindle

mengemukakan babwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai

apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telab diperinci, program­

program aksi telab dirancang dan sejurnlab dana telab dialokasikan untuk

mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Variabel isi kebijakan (content of policy) menurut Grindle mencakup

beberapa indikator, yaitu:

I) kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi

kebijakan.

2) jenis manfaat yang diterima oleh target group.

3) derajat perubaban yang diharapkan dari sebuab kebijakan.

4) letak pengambilan keputusan.

5) pelaksana program telab disebutkan dengan rinci, dan

6) Dukungan sumber daya yang dilibatkan.

Sedangakan variabel lingkungan kebijakan (context of implementation)

mencakup 3 indikator, yaitu:

1. seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

2. karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.
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3. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda

akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit

kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai

pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam

implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi

kebijakan.

Ilustrasi yang menggambarkan hubungan2 variabel besar, yakni isi

kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of

implementation) dalam mempengaruhi keberhasilan implemetasi kebijakan

menurut Grindle adalah seperti terlihat palla Gambar 2.3. berikut:

Tujuan Faktor·faktor yang mendukung
Kebijakan lmplernentasi kebijakan:

I
Hasil Kebijakan

A. lsi Kebijakan a. Dampak pd
Tujuanyg I. Kepentingan kelompok sasaran masyarakBt

dicapai 2. Tipe rnanf881 individu, dan

I 3. Derlljad perubahan yg diinginkan keJompok
4. Letak pengambilan keputusan f-+

Prognun oksi dan
S. PelaksanBan prognun b. Perubahan dan
6. Sumberdaya yg dilibatkan penerimaanproyek individu yang B. Lingkungan Implernenrasi masyarakBtdidesain dan didanai I. Kekuasaan, kepentingan, dan s1nllegi

aktor yg terlibat
2. Karakteristik Jernbaga dan penguasa
3. Kepatubandan daya tanggap

Prognunyg Mengukur
dilaksanakan keberbasilan

sesuai rencana sesuai rencana

I

Gambar 2.3. Model implementasi Kebijakan Menurut Grindle
Sumber: Grindle, Merilee 5.,1980:11

Masing-masiog variabel di atas dijelaskan oleh Rochyati

(dalamfile:///G:/downloadlurl-l.htrn) sebagai berikut:
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1). Content ofPolicy (lsi Kebijakan)

lsi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan

implernentasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang

tidak populis, kebijakan rnenghendaki perubahan besar, biasanya akan

mendapatkan perlawanan baik dari kelornpok sasaran bahkan rnungkin dari

irnplernentornya sendiri yang rnungkin rnerasa kesulitan rnelaksanakan

kebijakan tersebut atau rnerasa dirugikan. lsi kebijakan yang dapat

rnernpengaruhi irnplernentasi rnenurut Grindle adalah sbb:

a). Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.

Apabila kebijakan tersebut tidak rnenirnbulkan kerugian di salah satu

pihak (misalnya jenis kebijakan Redistribution menurut katagori Ripley

dan Lowie), rnaka irnplernentasinya akan lebih rnudah karena tidak akan

rnenirnbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

b). Jenis manCaat yang akan dibasilkan.

Kebijakan yang rnernberikan rnanfaat kolektif atau pada banyak orang

akan lebih rnudah diirnplernentasikan karena lebih mudah mendapatkan

dukungan dari kelornpok sasaran atau rnasyarakat.

c). Jangkauan perubahan yang diinginkan.

Sernakin luas dan besar perubahan yang diinginkan rnelalui kebijakan

tersebut, biasanya akan semakin sulit pula dilaksanakan. Misalnya

kebijakan anti Korupsi dan KKN yang telah berkali-kali dibuat oleh

beberapa presiden RI dengan berbagai badan perneriksa, tetap

rnenjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di
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dunia karena kebijakan tersebut menuntut banyak perubaban perilaku

yang tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Kredibilitas pesan

kebijakan tidak terpenuhi karena isi kebijakan yang mengatur tentang

adanya sangsi tidakdijalankan dengan konsisten.

d). Kedudukan pengambil keputusan.

Semakin tersebar kedudukan pengarnbil keputusan dalam kebijakan

(baik secara geografis ataupun organisatoris), akan semakin sulit pula

irnplementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan­

kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

e). Pelaksana program.

Manaka1a pelaksana program memiliki kemarnpuan dan dukungan yang

dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilannya juga akan

tinggi.

f). Sumber daya yang disediakan.

Tersedianya sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengirnplementasikan

kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya

Sumberdaya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dl!.

Z). Context ofImplementation(Konteks Implementasi)

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diirnplemetasikan juga

akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena seberapapun baik

dan mudahnya kebijakan dan seberapapun dukungan kelompok sasaran,

hasil irnplementasi tetap bergantung pada implementomya. Karakter dari
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pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam

mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang

tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi

yang ingin mereka eapai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan

terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang

sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan

tujuan dari kebijakan sebenamya.

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi

menurut Grindle adalah sebagai berikut:

a). Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan

tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplentasikannya. Apabila suatu

kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, maka

mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang

teIjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati

outputnya.

b). Karakteristik lembaga dan pengoasa.

implementasi Suatu program dapat menirnbulkan konflik bagi yang

kepentingan-kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik

mengenai "siapa mendapatkan apa" (misalnya penggusuran pasar

tradisional menjadi supermarket) dapat menjadi petunjuk tak langsung

mengenai eiri-eiri penguasa atau lembaga yang menjadi implemento
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c). Tingkat kepatubaD daD respoDsivitas kelompok sasaraD.

Kepatuhan kelompok sasaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

implementasi suatu program. Biasanya kelompok yang merasa

dirugikan atas suatu kebijakan akan bersikap antipati, begitu pula

sebaliknya. Hal ini erat kaitannya dengan seberapa besar kepentingan

mereka terakomodir dalam kebijakan yang diimplementasikan.

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah skill yang dimiliki oleh

kelompok sasaran. Skill ini diperlukan terutama pads kebijakan­

kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

d. Model MazmaDiaD daD Sabatier

Model implementasi kebijakan publik ini dikembangkan oJeh Daniel

Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1983), yang mengemukakan tiga kelompok

variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu

karakteristik dari masalah (Traclwbi/ity of theproblem), sebuah karakteristik

kebijakan (Ability of statute to structure implementation) dan lingkungan

kebijakan (Non Statutory Variables Affecting Implementation) (Subarsono,

2008: 94).

Model Mazmanian dan Sabatier disebut model Kerangka Analisis

Implementasi Frameworkfor Implementation analysis:

a. Karakteristik masalah

I). Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

Disatu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis

mudahdipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi
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penduduk atau harga bems yang tiba-tiba naik. Dipihak lain terdapat

rnasalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan seperti kerniskinan,

pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah

itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya sesuatu

diirnplementasikan.

2). Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.

Ini berarti suatu program akan relatif mudah diirnplementasikan apabila

kelompok sasarannya heterogen, rnaka irnplementasi program akan

relatif lebih kuat, karena tingkat pemaharnan setiap anggota kelompok

sasaran terhadap program relatif berbeda-beda.

3). Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.

Sebuah program akan relatif sulit diirnplementasikan apabila sasarannya

mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah

diirnplementasikan apabila jurnlah kelompok sasaran tidak terlalu besar.

4). Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat

kognitif akan relatif mudah diirnplementasikan daripada program yang

bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku rnasyarakat.

b. Karakteristik kebijakan

I). Kejelasan isi kebijakan

Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan lebih mudah

untuk diimplementasikan karena implementor mudah memaharni dan

menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan

kebijakan ini merupakan potensi lahimya distorsi dalarn irnplementasi.
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2). Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap

karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu

perlu ada modifikasi

3). Besamya alokasi swnberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

Swnberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial.

Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan

pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program,

yang semuanya itu perlu biaya.

4). Seberapa besar ada keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi

pelaksana.

Kegagalan sebuah program sering disebabkan kurangnya koordinasi

vertikaJ dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi

program.

5). Kejelasan dan konsistensi aturan.

6). Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya di

Indonesia salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat

komitmen aparat dalam melaksanakan tugas pekerjaan atau program­

program.

7). Seberapa luas akses kelompok di luar untuk berpartisipasi dalam

implementasi kebijakan.

Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk

terlibat di dalanmya akan relatif mendapatkan dukungan daripada
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program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa

terasing apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di

wilayahnya.

c. Lingkungan kebijakan

I). Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah

menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat

yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi

akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi sebuah

program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan

diimplementasikan dengan bantuan teknologi modem.

2). Dukungan publik terhadap kebijakan

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan

dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif,

seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat

dukungan publik.

3). Sikap dari kelompok pemilih (constituenty groups)

Kelompok pemilih yang ada dalam rnasyarakat dapat mempengaruhi

implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: I) kelompok

pemilih dapat melakukan investasi terhadap keputusan yang dibuat

barlan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud

mengubah keputusan; 2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan

untuk mempengaruhi barlan-badan pelaksana secara tidak langsung

melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja yang dijalankan oleh
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badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan

kepada badan legislatif.

4). Tingkat komitmen keterarnpilan dari aparat dan implementor.

Pada akbirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan

yang telah tertuang dalam kebijakan ada1ah variabel yang paling krusial.

Aparat dari badan-badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalarn

membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan

tersebut.

3. Model Kebijakan

Model kebijakan ada1ah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang

terpilih dari suatu kondisi masa1ah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu (Dunn,

2003). Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik, atau

persarnaan matematika.

Dalam konteks studi perumusan kebijakan publik, terdapat sejurnlah model

perumusan kebijakan. Thomas R. Dye (1995, dalam Dwidjowijoto, 2006:74)

merumuskan model-model ke dalarn sembilan model formulasi kebijakan, yaitu: (1)

model kelembagaan, (2) model proses, (3) model kelompok (4) model elit, (5) model

rasional, (6) model Inkremental, (7) model teori permainan, (8) model pilihan publik,

dan (9) model sistem.

1. Model kelembagaan

Model ini ada1ah model yang paling sederhadna dan paling sempit dalam

formulasi kebijakan publik. Model ini mendasarkan pada fungsi-fungsi

kelembagaan pemerintah. Dalam model kelembagaan ini, tugas membuat

kebijakan publik ada1ah tugas pemerintah.
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2. Model proses

Asumsi dari model ini ialah bahwa politik merupakan suatu rangkaian proses,

sehingga kebijakan publik juga merupakan rangkaian proses yang menyertai

kegiatan politik.

3. Model teori kelompok

Model teori kelompok mengasumsikan kebijakan sebagai sebuah titik

keseimbangan (equilibrium). Interaksi dalam kelompok akan menghasilkan

keseimbangan dan keseimbangan ini adalah sesuatu yang terbaik.

4. Model elit

Model elit ini memandang bahwa kebijakan publik selalu mengandung bias

karena merupakan preferensi politik dari para pemegang kekuasaan atau

kelompok elit.

5. Model rasional

Model rasional ini mengasumsikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah seharusnya memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat

(maximum social gain).

6. Model inkremental

Model inkremental atau disebut juga model pragmatis, melihat kebijakan

sebagai sebuah variasi atau kelanjutan dari kebijakan yang pemah dibuat di

masalalu.

7. Model teori permainan

Model ini disebut juga sebagai model konspiratif. Pembuatan kebijakan tak

lebih sebagai suatu permainan di mana setiap langkah kebijakan akan bertemu
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dengan kombinasi langkah lanjut dan langkah balasan seperti dalam

permainan catur.

8. Model pilihan publik

Model ini mengandaikan manusia sebagai homo economicus yang memiliki

kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan. Kebijakan ada1ah sebuah

proses formulasi keputusan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan

tersebut.

9. Model sistem

Formulasi kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa

kebijakan merupakan basil dari sebuah sistem politik.

4. Bantuan KUBE

Program Bantuan KUBE ada1ah salah satu Program Pemerintah dalam rangka

upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Program KUBE dilaksanakan sesuai dengan

amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara yang

tertinggi. Sila kelima dari Pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi selurub

rakyat Indonesia" secara jelas menunjukkan bahwa kewajiban negara ada1ah

mewujudkan keadilan sosial bagi selurub rakyat. Kewajiban negara ini dipertegas lagi

di dalam Pasa! 27 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak

atas pekeJjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian di dalam

Pasa! 34 DUD 1945 dinyatakan secara jelas bahwa kewajiban negara adalah

memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sila kelima Pancasila dan pasa1­

pasa! dalam UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan
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perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah yang mengatur seeara lebih rind

mengenai pelaksanaan kewajiban negara tersebut.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Bab IV Pasa! 19-23 mengatur

mengenai upaya penanggulangan kemiskinan. Di dalam pasal 19 disebutkan bahwa

penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang

dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang tidak.

mempunyai sumber mata peneaharian dan tidak. dapat memenubi kebutuhan yang

layak bagi kemanusiaan. Oi dalam pasa! selanjutnya disebutkan bahwa tujuan

penanggulangan kemiskinan ini adalah untuk (a) meningkatkan kapasitas dan

mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin,

(b) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan

publik yang menjamin pengbargaan, perlindungan, dan pemenuhan bak-bak dasar, (c)

mewujudkan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan

masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan

bak-bak dasar dan peningkatan tarafhidup seeara berkelanjutan, dan (d) memberikan

rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1984 memberikan pedoman lebih

lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin. Pasa!

2, pasa! 3, dan pasa! 4 PP Nomor 42 tahun 1984 menyatakan secara tegas bahwa

Fakir Miskin berbak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial berupa bantuan

sosial dan/atau sehabilitasi sosial.Bantuan sosial diberikan kepada fakir miskin

dengan maksud agar mereka dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan

sosialnya dengan eara memberikan bantuan modal usaha Sedangkan rehabilitasi
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sosial terhadap fakir miskin dirnaksudkan agar mereka mampu melaksanakan dan

mengembangkan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam upaya menjalankan program bagi fakir miskin, Kementerian Sosial RI

diberikan kewenangan untuk mengatur dan me1aksanakan program pemberdayaan

fakir miskin mulai dari kegiatan usaha seleksi, pembinaan, pengembangan, dan

pembinaan lanjutan. Kegiatan seleksi terhadap keluarga sasaran dimaksudkan agar

bantuan yang akan diguiirkan tepat sasaran, tepat kebutuhan dan tepat waktunya.

Dalam hal ini Kementerian Sosial dapat secara langsung me1aksanakan sendiri

programnnya atau dengan me1ibatkan Pemerintah Daerah me1alui dana dekonsentrasi

dan tugas pembantuan. Usaha pembinaan terhadap fakir minkin meliputi kegiatan

antara lain:

a. pembinaan kesadaran berswadaya;

b. pembinaan mental;

c. pembinaan fisik;

d. pembinaan keterampilan;

e. pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat.

Salah satu bentuk bantuan sosial bagi fakir miskin ada1ah adanya pemberian

bantuan modal usaha terhadap Ke1ompok Usaha Bersama (KUBE) yang secara

swadaya dibentuk dan dike10la sendiri oleh masyarakat. Program pemberian bantuan

permodalan bagi KUBE diatur dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84 Tahun

1997. Program KOBE ini ada1ah salah satu pelak..anaan program pembangunan

kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh Kementerian Sosial yang pelaksanaannya

melalui suatu proses yang panjang dan berkesinambungan dengan tujuan meingkatkan

kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.
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Hikmat dan Saragih (2005:61) mengemukakan bahwa bantuan KUBE dari

pemerintah meliputi bantuan bergulir modal usaha ekonomi produktif, bantuan

penguatan modal usaha kelompok, santunan hidup dan akses jaminan kesejahteraan

sosial keluarga fakir rniskin, rehabilitasi sosial rurnah tidak layak huni, insentif

tabungan sejahtera, dan fasilitas usaha kesejahteraan sosial.

Bantuan bergulir modal usaha ekonorni produktif melalui Kelompok Usaha

Bersarna (KUBE) bertujuan untuk meningkatkan aktivitas kegiatan ekonorni

rnasyarakat rniskin, meningkatkan motivasi, interaksi dan kerja sarna kelompok,

mendayagunakan potensi dan surnber sosial-ekonorni di tingkat lokal, memperkuat

budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kernitraan sosial

ekonorni dengan berbagai pihak terkait. Kegiatan usaha sosial ekonorni produktif

yang dikembangkan meliputi berbagai bidang seperti pertanian, petemakan,

perikanan, perdagangan, industri rurnah tangga, jasa, dan kegiatan ekonorni lainnya.

Pemberian bantuan dilaksanakan daIarn bentuk fasilitas ekonorni bantuan modal

usaha.

Penguatan modal usaha melalui LKM-KUBE Sejahtera bertujuan memperkuat

organisasi pengelola sirnpan pinjarn, pengguliran dana bantuan sosial, meningkatkan

kepedulian warga rnarnpu terhadap upaya pengentasan kerniskinan, memperkuat

akses KUBE terhadap permodalan melalui mekanisme perbankan, serta memajukan

LKM sebagai embrio koperasi.

Santunan hidup dan jarninan akses kesejahteraan sosial keluarga fakir rniskin

bertujuan untuk memperkuat ketahanan sosial keluarga miskin dalarn mengbadapi

resiko bekerja, memelihara kelangsungan pendidikan anak, serta peningkatan kualitas

kesehatan dan gizi keluarga, santunan sosial kematian dan situasi sulitJdarurat
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lainnya. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial sementara,

secara langsung atau tidak langsung melalui bank yang dapat dipergunakan atas

kesepakatan anggota KUBE dan rekomendasi pendamping sosial.

Rehabilitasi rumah tidak layak hurn dan daerah kurnuh bertujuan untuk

meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan pemukiman dalam bentuk

rehabilitasi pemukiman tidak layak hurn dan penataan lingkungan kurnuh. Kegiatan

pokok mencakup bimbingan dan pemberdayaan keluarga dan msyarakat sekitar,

gerakan membangun rumah dan lingkungan sehat, kerja bakti sosial, perbaikan rumah

dan sanitasi lingkungan daerah kurnub, pembangunan fasilitas pendidikan dan

pelayanan kesehatan dasar, serta fasilitas pelayanan publik lainnya, pemberian

bantuan bahan bangunan dan sarana-prasarana lingkungan.

Insentif tabungan sejahtera bertujuan untuk memotivasi fakir miskin anggota

KUBE untuk menabung dan mengakumulasi aset yang berguna untuk peningkatan

taraf dan kualitas kesejahteraannya melalaui pemberian insentif khusus. Insentif ini

disediakan oleh pemerintah dalam bentuk dana pendampingan untuk setiap jumlah

yang ditabung hingga mencapai batas tertentu. Fasilitasi usaha kesejahteraan sosial

bertujuan untuk meningkatkan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dapat

mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan perlindungan sosial berbasis masyarakat.

Pemberdayaan fakir miskin melalui pemberian bantuan KUBE mengacu pada

prinsip-prinsip berikut:

I. Pelayanan berpihak kepada fakir miskin, artinya dana tersebut digunakan

untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.
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2. Menguntungkan, artinya semua kegiatan usaha yang dilaksanakan anggota

KUBE hams sudah diperhitungkan dengan rnatang kelayakan usahanya

untuk menghindari kerugian.

3. Berkelanjutan, artinya usaha yang dilakukan oleh anggota KUBE dapat

merintis usaha bam yang lebih prospektif atau dapat dikembangkan.

4. Manajemen dan adrninistrasi yang standar sehingga pelaporan keuangan

dapat diberikan secara rutin dan transparan.

Implementasi kebijakan pemberian bantuan KUBE untuk penduduk miskin ini

adaIah sebagai berikut (Hikrnat & Saragih, 2005):

I. Pemerintah Pusat

Pada tingkat pusat, Departemen Sosial sebagai penanggungjawab

fungsional merumuskan kebijakan teknis, mengambil inisiatif perumusan dan

penetapan legislasi, standarisasi, akreditasi, dan pengendalian program, serta

memfasilitasi dukungan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Kewenangan

departemen sosial secara rinci adaIah:

a. Menetapkan kebijakan teknis pemberdayaan fakir miskin.

b. Menetapkan prioritas pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan

kemampuan.

c. Mengambil inisiatif penetapan peraturan perundang-undangan.

d. Menetapkan standarisasi dan pedoman-pedoman kegiatan termasuk

indikator kineJja.

e. Menetapkan mekanisme pelaksanaan kegiatan, prosedur tetap, dan

pedoman teknis operasional.

f. Melakukan pengendalian dan evaluasi kineJja program.
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2. Pemerintah Provinsi

a. Gubemur bertanggungjawab rnerurnuskan kebijakan operasional,

melaksanakan program penanganan yang bersifat dekonsentrasi dan tugas

pembantuan serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam lingkup

provinsi atau antar kabupaten/kota.

b. Gubemur menyarnpaikan laporan pelaksanaan program penanganan

kemiskinan kepada pernerintah pusat, khususnya kepada menteri sosial

secara berkala.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

a. Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan program

penanganan yang bersifat dekonsentrasi dan tugas pembantuan, termasuk

penyediaan dana pendarnping dari APBD kabupaten!kota, serta

penghimpunan dana-dana masyarakat dan dunia usaha di wilayah

kabupaten/kota.

b. BupatilWalikota menyarnpaikan laporan pelaksanaan program

penanganan kemiskinan kepada DPRD kabupaten/kota, Gubemur, dan

Menteri Sosial.

4. Mitra KeIja

a. mitra keIja ikut bertanggungjawab terhadap program penanganan

kemiskinan.

b. Mitra keIja dunia usaha nasional dan lokal bertanggungjawab dalam

memberikan jarninan lapangan keIja, penyediaan sarana-prasarana usaha

sosial-ekonomi, jarninan akses pasar, dan jarninan sosial keluarga miskin.

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41638.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



47

c. Mitra kerja bidang sosial bertanggungjawab dalam pendarnpingan sosial

keluarga miskin melalui pendekatan pekerjaan sosial mulai dari

identifikasi sasaran dan potensi, analisis kebutuhan, pembentukan

kelompok, dinamisasi kegiatan dalam kelompok, pembentukan lembaga

keuangan mikro, pembentukan koperasi, akses terbadap layanan sosial

dasar dan usalla-usalla kesejahteraan sosiallain.

d. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan perbankan bertanggungjawab

dalam pengembangan pengelolaan bantuan keuangan bagi KUBE melalui

sistem penjaminan usaha.

e. Kelembagaan loka! atau masyarakat (RTIRW, desa/kelurahan,

kecamatan) bertanggungjawab dalam memfasilitasi perencanaan,

pendarnpingan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada

tingkat loka!.

Bagan berikut adalah model umum kelembagaan pemberdayaan fakir miskin.
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Mekanisme pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan penduduk miskin

melalui keterpaduan KUBE dan LKM dilakukan dengan proses sebagai berikut:

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41638.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



49

Tahap Persiapan

1. Sosialisasi

a. Sosialisasi bertujuan memberi penjelasan program dan menggaiang

komitmen dari berbagai instansi terkait maupun pelaku pembangunan

lainnya agar mendukung gerakan penanggulangan kemiskinan di

daerahnya.

b. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat propinsi yang diikuti instansi terkait

dan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, danmitra keIja lainnya.

2. Kajian wilayah dan analisis sosial ekonomi

a. Kajian wilayah untuk mengidentifIkasi kelembagaan sosial ekonomi yang

ada di lokasi kegiatan, potensi, peluang, dan sumber daya pengembangan

usaha mikro serta mengenal kegiatan ekonomi mikro yang ada di daerah.

b. Kajian wilayah dan analisa sosial ekonomi dilaksanakan oleh pendamping

dengan melibatkan masyarakatsetempat, melalui pendekatan participatory

Rural Appraisal (PRA) atau pendekatan lain yang sesuai.

3. Koordinasi dan pendekatan individu

a. Koordinasi dan pendekatan individu dilakukan untuk memperoleh

dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota kecamatan dan

desa/kelurahan serta tokoh-tokoh masyarakat di sekitar lokasi program.

b. Koordinasi dilakukan oleh ko-TPM dan TPM secara terus-menerus.

4. Kontrak sosial

a. Kontrak sosial dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dari berbagai

pihak yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan.
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b. Warga masyarakat sepakat untuk bergabung dalam wadah KUBE dan

LKM.

c. Kontrak sosiaJ dilakukan bersama antara pemerintah, pendamping,

keluarga fakir miskin cajon anggota KUBE.

Tahap Pembentukan KUBE

Pembentukan kelembagaan KUBE dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:

I. Identifikasi keluarga fakir miskin.

Identifikasi dilaksanakan oleh pendamping, dimaksudkan untuk mendapatkan

data cajon peserta program.

2. SosiaJisasi program kepada keluarga fakir miskin.

SosiaJisasi dilaksanakan oleh pendaping, merupakan upaya penyebarluasan

informasi tentang konsepsi, tahapan kegiatan, dan syarat keikutsertaan dalam

program.

3. Pra Latihan Wajib Kelompok

Pra LWK merupakan kegiatan pemantapan menjelang dilaksanakannya LWK

bagi anggota KUBE.

4. Latihan Wajib Kelompok

LWK merupakan kegiatan pembentukan dan mempersiapkan anggota KUBE

dalam mengikuti pelaksanaan program.

S. Penelitian TerdahuIu yang ReIevan

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberian

bantuan modal terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pemah dilakukan oleh

Puji MeiIita Sugiana, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada Bulan Juli
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2012 dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan KemiskiDan

melalui program pemberdayaan Ekonomi kelompok usaha benama (KUBE) di

Jakarta Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan

program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program

pemberdayaan ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan dan

mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan program KUBE. Penelitian

yang dilakukan tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan

metode pengwnpulan data berupa wawancara dengan narasumber yang sudah

ditentukan.

Dalam melakukan analisis terhadap kebijakan yang diteliti penulis

menggunakan Model Mazmanian dan Sabatier yang juga disebut dengan model

Kerangka Analisis Implementasi Framework for Implementation analysis, yang

melihatimplementasi kebijakandari SISI Karaktristik Masalah, Kerakteristik

Kebijakan, dan Lingkungan Kebijakan.

Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya ditemukan jenis usaha yang macet

dikarenakan pendampingan yang kurang, sehingga membuat program ini seakan sia­

sia dan menimbulkan masalah baru. Selain itu, pembentukan KUBE yang dilakukan

oleh sebagian pihak yang memiliki kepentingan serta masih terbatasnya kemampuan

dan keterampilan anggota juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan

program. Masalah lainnya adalah kurangnya keterampilan yang diberikan, bantuan

yang diterima tidak utuh dan diberikan (diadakan) melalui pihak ketiga, serta kendala

kemampuan rnanajerial pemasaran dalam bentuk kemasan produk. Alhasil,

pelaksanaan KUBE belum menjadi jawaban yang pasti dalam pengentasan

kemiskinan di ibu kota.
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Pada bagian akhir penelitian ini, peneliti menyarankan untuk melakukan penilaian

terhadap kebutuhan kelompok sasaran. Selain itu Pendampingan terhadap KUBE

periu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga efektivitas KUBE dalam

meningkatkan keterampilan para anggota menjadi lebih tinggi dan pada akhimya

dapat meningkatkan pendapatan sasarannya secara lebih besar.

B. Kerangka BerfIkir

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan dasar teori yang telah diuraikan,

maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai

berikut:

Kelembaagan
KUBE

1. Nilai-Nilai usaba
KUBE I+- (Orientasi ke

depom)
~.Kepeo- I

Orpnisasi

( Anali';}
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~. Alunln Maffi
. Modallsimpanan \..M.....b~. Perl<=bongan
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,. Pelaksanaan program -kele_
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c. Dermisi Operasional

Untuk. menghindari bias dan keraneuan dalam penafsiran, diperlukan suatu

pembatasan masalah sebagai defmisi operasional dari penelitian ini. Dalam penelitian

ini yang akan dibahan seeara rinci adaIah indikator-indikator dalam implementasi

pemberian bantuan KUBE di Keeamatan Sukamara Kabupaten Sukamara sebagai

berikut:

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Yang dimaksud dengan lmplementasi Kebijakan adaIah suatu tindak

lanjut setelah suatu kebijakan ditetapkan, baik strategi-strategi maupun

operasionainya guna mencapai tujuan dari program kebijakan tersebut.

Kebijakan dimaksud adalah pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama

(K.UBE) di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.

Dalam hal ini terlebih dulu peneliti akan menelaah proses pemberian bantuan

KUBE berdasarkan SOP ataujuklak-juknis yang ada. Kemudianjuklak-juknis

tersebut dibandingkan dengan implementasinya di lapangan.

2. Anatisa Implementasi Kebijakan

Setiap kebijakan publik sejatinya melibatkan kepentingan berbagai

pihak/aktor yang didasari dengan tujuannya masing-masing. Kepentingan

pihak-pihak tersebut sudah mulai muncul mulai dari tahap perumusan

kebijakan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Ali, Alam dan Wantu (2012 :

59) mengkatagorikan pihak-pihak yang mempengaruhi kebijakan publik

menjadi dua sub sistem, yaitu : sub sistem stakeholder dan sub sistem

lingkungan kebijakan. Sub sistem stakeholder dapat berasal dari unsur

masyarakat (pengamat, ahli, ilmuwan), anggota atau ke1ompok warga,
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organisasi sosial masyarakat, media massa dan pemerintah sebagai pemegang

otoritas. Sedangkan sub sistem lingkungan kebijakan adalah segala sesuatu

yang berada dan berpengaruh terhadap perumusan suatu kebijakan. Sesuatu

tersebut dapat berupa situasi yang berkaitan dengan realitas geografis, sosial

ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan sebagainya.

Dalam konteks otonomi daerah kemp kali kita jumpai bahwa

kepentingan politik penguasa lokal begitu kental dalam mempengaruhi

pelaksanaan kebijakan publik di daerah. Hal ini tentu saja akan berpengaruh

juga terhadap tepat atau tidaknya penentuan sasaran suatu kebjakan. Pada sisi

lain, terbatasnya SDM dan anggaran serta kondisi sosial masyarakat

(ekonomi, pendidikan, budaya, dll) akan berkontribusi terhadap efektif atau

tidaknya implementasi sebuah kebijakan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka setelah melakukan

perbandingan antara SOP/juklak-juknis dengan kenyataan penerapan di

lapangan, peneliti akan menggali data melalui informan yang ditunjuk.

Berdasarkan data tersebut peneliti melakukan analisis pada setiap indikator,

sehingga peneliti dapat mengetahui secara jelas faktor apa saja yang

menghambat implemetansi pemberian bantuan KUBE tersebut. Fenomena

yang ditemui akan dinalisis menggunakan konsep Grindle, yaitu berdasarkan

indikator-indikator sebagai berikut :

a). Content of Policy (lsi Kebijakan), yang akan menjelaskan indikator-indikator

berikut ini :

I). Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.

2). Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
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3). Jangkauan perubahan yang diinginkan.

4). Kedudukan pengambil keputusan.

5). Pelaksana program.

6). Sumber daya yang disediakan.

b). Context of Implementiltion(Konteks Implementasi), yang akan

menjelaskan indikator-indikator berikut ini :

I). Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

2). Karakteristik lembaga dan penguasa.

3). Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

3. Bantuan KUBE

Yang dimaksud dengan bantuan KUBE dalam penelitian ini adalah

bantuan KUBE ootuk masyarakat miskin di Kecamatan Sukamara Kabupaten

Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Tahoo 2012.
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METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis PeneJitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif. Dengan penelitian kualitatif ini penulis bennaksud memabami fenomena

dengan melakukan pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi tentang apa

yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik. Data yang diperoleh

dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

a1amiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2000:6).Untuk

mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau

partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan sedikit luas.

Sedangkan secara umum, penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel

atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan

variabellain (Sugiyono, 2004: II). Dalam penelitian deskriptif ini, peneliti berusaha

menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas

dan sisternatis. Peneliti akan melakukan eskplorasi dan menggambarkan fenomena

yang terlihat dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap

suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.

Peneliti memandang bahwa penelitian kualitatif sangat tepat digunakan dalam

penelitian ini. A1asan penggunaan pendekatan kualitatif ini karena pertama,

pennasalahan yang dikaji dalam penelitian mengenai penerapan kebijakan terhadap
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penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini peneliti

sangat membutuhkan data lapangan yang sifatnya kontekstual dan aktual. Kedua,

metode ini menyajikan secara langsung hahikat hubungan antara peneliti dengan

obyek yang akan diteliti. Keliga motode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan

diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nitai yang

dihadapi.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif, dimana setiap

penomena dan data yang diperoleh dijelaskakan dalam bentuk narasi kalimat

sehingga menjadi suatu penjelasan yang utuh. Laporan yang diberikan dalam

penelitian ini berupa kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian

laporan secara jelas.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, menyatunya antara peneliti sebagai subyek

dengan masalah yang akan diteliti sebagai obyek memegang peranan yang sangat

penting. Hal tersebut akan sangat menentukan baik dalam tingkat pemahaman peneliti

tehadap subyek maupun dalam hal kemudahan peneliti dalam menggali data di

lapangan, karena peneliti tidak dianggap asing oleh obyek penelitian. Dalam hal ini

apabila peneliti cukup dikenal oleh subyek maka lebih mudah untuk mengungkapkan

makna yang sebenarnya.

Faktor penting yang menjadi dasar pertimbangan peneliti dalam menentukan

lokasi penelitian adalah adanya fenomena ketimpangan atau ketidaksesuaian

implementasi kebijakan pemberian bantuan KUBE dari yang seharusnya

dilaksanakan. Umumnya, implementasi kebijakan di lapangan didasari oleh SOP atau
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juknis sedemikian rupa yang menjadi panduan bagi implementator dan

penerima/target sasaran serta stekholder lainnya. Dalam hal ini, menurut hasil

pengamatan sementara peneliti sehari-hari, terdapat kemandegan dalam beberapa hal,

sehinggajalannya implementasi bantuan KUBE kurang efektif.

Berdasarkan asumsi pendekatan kualitatif yang demikian maka penelitian ini

dilakukan di Kecamatan Sukamara terhadap implementasi kebijakan bantuan KUBE

(Kelompok Usaha Bersama) tahun 2012. Penentuan lokasi penelitian ini juga

didasarkan pada pertimbangan bahwa secara administratif, Kecamatan Sukamara

merupakan tolak ukur bagi kecamatan lainnya mengingat Kecamatan Sukamara

adalah Ibu Kota dari Kabupaten Sukamara. Lebih khusus lokasi penelitian akan

diarahkan pada KUBE-KUBE yang menurut implementator beJjalan paling baik di

Kecamatan Sukamara tersebut.

Disamping pertimbangan di atas, ketersediaan waktu, biaya dan tenaga juga

menjadi dasar pertimbangan peneIiti dalam menentukan lokasi penelitian(Moleong,

2000:86). Berdasarkan pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan basil wawancara

dengan pihak dinas yang menjadi informan I dan informan 2 maka penelitian

dilakukan di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara.

Sedangkan untuk waktu penelitian, sesuai kalender akademik

UT,dilaksanakan mulai pada Bulan April sd Juli 2013.

3. Fokus PeneIitisn

Fokus penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan pemberian

bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kecamatan Sukamara, Kabupaten

Sukamara, Kalimantan Tengah dan faktor-faktor yang menghamhat proses

implementasi kebijakan tersebut di lapangan.
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Secara lebih rinci fokus penelitian diungkap dengan berpedoman pada model

implementasi kebijakan menurut Grindle, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Content ofpolicy (lsi kebijakan)bantuan KUBE, hal ini mencakup :

I). Kepentingan kelompok sasaran atau target groupsyang dipengaruhi oleh

adanya program/kebijakan.

2). Jenis manfaat yang diterima oleh target groups.

3). Jangkauan perubahan yang diinginkan.

4). Apakah letak kebijakan tersebut sudah tepat.

5). Apakah kebijakan tersebut telah menyebut implementomya dengan rinci.

6). Apakah program tersebut didukung oleh sebuah sumber daya yang memadai

b. Contex! of implementation (lingkungan implementasi)program bantuan KUBE,

mencakup:

I). Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

2). Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa

3). Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

4. Unit Analisis

Menurut peneliti, unit ana1isis ada1ah unit yang akan diteliti dan dijelaskan

serta merupakan objek dari penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini ada1ah

KUBE di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara,

Kalimantan Tengah, baik dalam kedudukannya sebagai individu terpisah, maupun

sebagai keseluruhan anggota masyarakat.
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5. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua,
yaitu :

1). Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari basil pengumpulan

data dari Informen melalui wawancara. Wawancara dilakukan untuk

mendapatkan data-data yang berkaitan dengan proses implemetasi kebijakan

pemberian bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan faktor-faktor

apa saja yang menghambat serta mendukungnya. Wawancara dilakukan

kepada Pejabat Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara yang secara teknis

mendapat tugas melaksanakan implementasi kebijakan dan anggota KUBE

di Desa Natai Sedawak Kecarnatan Sukamara, Kabupaten Sukarnara,

Kalimantan Tengah.

2). Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut

dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak

lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder

ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut (Vmar, 2004: 100).

Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari data-data kegiatan

sosialisasi, pendampingan, materi dan notulen rapat/sosialisasil

pendampingan, arsip, dokumentasi kegiatan, data kelompok, dan lain-lain

yang berkaitan dengan proses implemetasi kebijakan pemberian bantuan

KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kecamatan Sukamara, Kabupaten

Sukamara, Kalimantan Tengah.
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B. Teknik Pengambilan InConnan

Dalam penelitian ini perspektifnya adalah operasional karena bersifat

mengarnati dan menganalisa implementasi suatu kebijakan pemerintah dalam hal

pemberian bantuan modal KUBE. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses

implementasi suatu kebijakan yang secara khusus mengenai implementasi kebijakan

pemberian bantuan modal KUBE,oleh karenanya maka dibutuhkan teknik

pengambilan informan yang tepat dalam kelompok orang yang terlibat dalam proses

implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini peneliti mengambil informan secara

purposif, yaitu terhadap orang-orang yang memahami implementasi kebijakan atau

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang diteliti.

Dengan menggunakan teknik purposif, informan awal yang ditentukan adalah

staff atau pejabat di Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara yang bertugas

melaksanakan program Pemberian Bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama)

karena dianggap menguasai permasalahan yang diteliti (key infomum). Informasi

selanjutnya diminta kepada anggota atau pengurus KUBE yang menurut informan

awal paling berhasil mengelola bantuan modal KUBE mereka.

Dengan memperhatikan karakter informan maka dalam penelitian ini jumlah

informan yang dibutuhkan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu. Proses penelitian

berlangsung dari satu informan ke informan yang lain.Secara spesifik, informan

dalam penelitian ini sebagai berikut :

I. Husni Thamrin, Kepala Bidang Sosial Dinas Sosnakertrans Kabupaten

Sukamara; dari narasumber ini dapat diperoleh informasi mengenai dasar

pelaksanaan program, tujuan, sasaran, bagairnana perkembangan KUBE di
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Kabupaten Sukamara pada umumnya. Informan ini juga memberikan informasi

tentang hambatan yangdihadapi.

2. Cbandra Susilo, S. Sos, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara; dari

nara sumber ini diharapkan diperoleh informasi yang lebih operasional, yaitu

berupa latar belakang program, data-data, tujuan, manfaat, hambatan dan

kelompok mana yang dipandang paling berhasil oleh implementator.

3. Anggota atau pengurus KUBE, yaitu diarahkan pada KUBE yang menurut

informan 1 dan informan 2 dianggap paling berhasil dalam menjalankan

usahanya. Pengurus atau anggota KUBE dipilih 1 orang untuk mewakili setiap

kelompok. Pemilihan informan dari anggota atau pengurus KUBE ini

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari sisi pelaksana kebijakan di

lapangan. Dari sini diharapkan diperoleh informasi bagaimana pendataan

dimulai, bagaimana proses pembentukan KUBE, dinamika kelompok, penentuan

jenis usaha, pengelolaan usaha, hambatan dan tantangan yang dibadapi, dan lain­

lain. Proses penggalian data akan diteruskan kepada pihak-pihak yang dianggap

penting jika data dari pengurus atau anggota KUBE dirasa belum cukup atau

dirasa perlu dilakukan pengujian kebenarannya. Tetapi jika data yang didapat

dipandang cukup maka penggalian data dihentikan. Dengan memperhatikan

kesibukan pengurus atau anggota KUBE sasaran maka informan dari KUBE

yang berhasil diwawancarai adalah Suryadi (Ketua Kelompok 3), Saiman

(Bendahara Kelompok I), Jaelani (Bendahara Kelompok 4), Jainuri (Bendahara

Kelompok 2), Arbani dan Joko (Anggota Kelompok 8), Mubtar (Ketua

Kelompok 5), dan Murat (Anggota Kelompok 7)
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C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah a1at atau cara yang dipergunakan untuk

mengumpulkan data di obyek penelitian. Dalam penelitian kualitatif masalah validitas

dan rehabilitas instrumen sangat tergantung dari keahlian peneliti,karena persoalan

a1at (instrument) merupakan persoalan yang kritis pada setiap penelitian. Dalam

penelitian kualitatif, yang menjadi a1at utama adaIah peneliti itu sendiri (Pawito,

2008: 6). Dalam kedudukannya sebagai key instrument atau instrumen kunci, peneliti

melaksanakan penggalian data sendiri berdasarkan kriteria-kriteria yang dipahami

untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Sedangkan instrumen pendukung dalam penelitian ini adaIah pedoman

wawancara (interview guide), peralatan tulis menulis, kamera foto dan alat perekam

suara. Alat perekam digunakan untuk merekam data Iisan saat wawancara, kamera

untuk mengambil gambar atau foto, sedangkan a1at tulis digunakan untuk mencatat

fenomena dan kejadian yang ditemui lapangan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga (3) macam teknik untuk melakukan

pengumpulan data, yaitu :

1. Obsen-asi

Observasi adaIah metode pengumpulan data dengan melakukan

pencatatan secara langsung mengenai fenomena atau tingkah laku obyek

penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan.

Pengamatan yang dilakukan meliputi pengamatan secara umum akan hal-hal
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yang berkaitan dengan masalah penelitian. Validitas data dari basil obserasi

ini akan sangat bergantung pada kemampuan observer/peneliti (Basrowi dan

Suwandi, 2008 : 94).

Observasi dalam penelitian ini dilakukan berkali-kali dan tidak

teIjadwai. Observasi sudah dimulai sejak sebelum menentukan judul

penelitian, saat penyusunan proposal, hingga pada saat penelitian

dilaksanakan. Melalui observasi diharapkan dapat terlihat keadaan objektif di

lokasi penelitian guna membuka dan memperkaya wawasan sehingga data

yang diperoleh dapat dikaji, diperluas dan dieari jawabannya pada saat

wawaneara mendalam. Pengamatan ini dilakukan dengan mencatat, membuat

sketsa atau gambar dan foto.

2. Wawancara

Wawaneara adalah proses pengumpulan data dengan melakukan tanya

jawab secara langsung oleh peneliti dengan informan. Wawaneara dapat

berupa wawaneara personal, wawaneara intersep, dan wawaneara telepon.

Wawaneara dilakukan dengan para informan kunei yang mengetahui masalah­

masalah pokok yang berkaitan dengan masalah penelitian. Melalui wawaneara

diharapkan diperoleh suatu gambaran yang berkaitan dengan penelitian

sekaligus sebagai bahan untuk perbandingan basil pengamatan dengan

SOPlPetunjuk Teknis programlkegiatan.

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap informan yang

ditunjuk, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam

wawaneara ini informan diberikan keleluasaan untuk menjawab apa adanya
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sesuai dengan pengetahuan yang dirniliki. Proses wawancara direkam dengan

alai perekam yang telah disiapkan sebelumnya sebagai dokumen yang akan

disajikan kemudian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adaIah cara mencari data-datayang berkaitan

dengan masalah penelitian atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya Jika

dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain, metode

dokumentasi ini tidak sulit, dalam arti apabila terdapat kekeliruan sumber

datanya masih tetap atau belum berubah karena dalam metode ini yang

diamati adalah benda mati.

Dokumentasi yang akan digali antara lain SOP atau juklak-juknis

kegiatan, Surat Keputusan, Data Kelompok, tupoksi dinas dan lain-lain. Jika

dipandang perlu dokumen juga akan digali dari instansi lain yang terkait.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1989: 268) dalam Moleong (2000 : 103) adaIah

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan

satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

anaIisis kualitatif. Langkah-Iangkah anaIisis yang digunakan untuk memahami

komponen-komponen data dalam penelitian ini adaIah reduksi data, display data, dan

penarikan kesimpulan, yang dijelaskan sebagai berikut :
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1. Reduksi Data

Data basil wawancara di lapangan dituangkan daIam uraian laporan

yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi,

dirangkum, dan kemudian di pilah-pilah hal yang pokok, di fokuskan untuk di

pilih yang terpenting kemudian di cari tema atau polanya (melalui proses

penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus

menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data

dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan di sortir agar

memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik

kesimpulan sementara.

2. Display Data

Display data(penyajian data) dimaksudkan agar lebih mepermudah

bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian­

bagian tertentu dari data peneliti. Hal ini merupakan pengorganisasian data

kedaIam suatu bentuk tertentu (Tabel, gambar atau grafik) sehingga kelihatan

jelas sosoknya lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah-pilah menurut

kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk

ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk

kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data dan reduksi.

3. Penarikan KesimpulanNerif-'kasi

Penarikan kesimpulan/verifikasi daIam penelitian ini dilakukan dengan

cara meninjau ulang pada laporan-Iaporan untuk mengembangkan

kesepakatan intersubjektif. Dengan meninjau ulang laporan-Iaporan akan
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mempennudah dalam upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam

seperangkat data yang lain. Singkatnya makna yang muncul dari data harns

diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, yakni yang merupakan

validitasnya.

Secara sederhana teknik analisis data seperti digambarkan pada

diagram berikut :

Koleksi data ---------_~ Display data

/
Reduksi data

Pemaparan
Kesimpulan

Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif dari Miles dan Hubennan (1994) dalam
(Basrowi dan Suwandi, 2008: 210)
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BABV
 

KESIMPULAN DAN SARAN
 

A.	 KESIMPULAN 

I.	 Program bantuan modal KUBE di Desa Natai Sedawak Kecarnatan Sukarnara 

dilaksanakan melalui beberapa tabap, yaitu dimulai dari tahap Pembentukan Tim 

Koordinasi Penanganan Fakir Miskin, Pembentukan Kelompok, Proses 

Sosialisasi, Penentuan Jenis Usaha, Tahap Pencairan Dana, dan Tindak lanjut 

Pembinaan dan Evaluasi. 

2.	 Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hanya ada tiga tahapan 

yang sudah dilakukan dengan baik sesuai SOP/juknis yang ada, yaitu tahap 

Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin, tahap perkerutan 

pendarnping sosial dan Tahap Pencairan Dana. Sedangkan yang masih belurn 

sesuai dengan ketentuan adalah tahap pembentukan kelompok, terutarna pada 

tahap penentuan anggota kelompok sasaran penerirna bantuan KUBE, sehingga 

ada anggota masyarakat yang tergabung dalarn kelompok padahal seharusnya 

tidak terrnasuk dalarn kriteria penerirna bantuan.Pada tahap penentuan jenis 

usaha, mekanisme penentuannya tidak dilaksanakan berdasarkan potensi dan 

aspirasi serta kesepakatan seluruh anggota kelompok.Penentuan jenis usaha 

cenderung lebih merupakan kehendak satu pihak yang harus diterirna dan 

disepakati oleh anggota kelompok. Tahap sosialisasi tidak menyentuh langsung 

sarnpai ke anggota kelompok, sehingga banyak anggota kelompok yang tidak 

tabu secarajelas program KUBE yang melibatkan mereka.Tahap pembinaan dan 

evaluasi juga belurn dilaksanakan dengan baik. Setelah proses pencairan dan 
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pernantauan penggunaan dana dilaksanakan, tidak ada lagi tindak lanjut dari 

pelaksana program yang bersifat pembinaan terhadap kelompok KUBE. 

Tindaklanjut yang ada sebatas pada monitoring kegiatan KUBE yang dilakukan 

oleh pendamping sekedamya Mekanisme evaluasi juga masih belum jelas 

pelaksanaannya. Dinas Sosnakertrans selaku pelaksana program dan dinas terkait 

juga tidak melakukan pelatihan dan bimbingan yang dapat menunjang kinerja 

kelompok dalam menjalankan usaha Beberapa tahapan program yang 

dilaksanakan tidak sesuai ketentuan ini menimpulkan masalah yang menjadi 

faktor penghambat implementasi kebijakan di lapangan. 

3.	 Sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Grindle, dari sisi variabel 

isi kebijakao (content ofpolicy), faktor-faktor yang menghambat pada implemetasi 

kebijakan pemberian bantuan modal KUBE di Desa Natai Sedawak Kecamatan 

Sukamara adalah : I). Kepentingan kelompok sasaran, 2). Kedudukan 

pengambil keputusan, 3). Pelaksana kebijakan, dan 4).Sumber daya yang 

disediakan. Sedangkan dari sisi Variabel Kootekll Implementasi (Context of 

Implementation), faktor-faktor yang mengahambat adaIah : I). kekuasaan, 

kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, dan 2). tingkat kepatuhan dan 

responsivitas kelompok sasaran. 

4.	 Faktor-faktor yang mendukung pada implemetasi kebijakan pemberian bantuan 

modal KUBE di Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara dari sisi Variabel isi 

kebijakao (content ofpolicy) menurut Grindleadalah : I). Tipe manfaat yang akan 

diterima, dan 2). jangkauan perubahan yang diinginkan. Sedangkan dari sisi 

variabel Kontekll Implemeotasi (Context of Implementation), faktar yang 

mendukung adaIah: 1). Karakteristik Lembaga dan Penguasa 
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B.	 SARAN-SARAN 

I.	 Agar program pemberian bantuan modal KUBA tepat sasaran maka sebaiknya 

proses rekrutmen dan penentuan KBS penerima bantuan dilakukan secara ketat, 

transparan dan dievaluasi secara cermat. 

2.	 Sesuai dengan mekanisme dan dinamika yang hams ditumbuh-kembangkan di 

dalam kelompok, penentuan jenis usaha kelompok harus didasarkan pada 

musyawarah seluruh anggota dengan mempertimbangkan potensi kelompok. 

Dalarn hal ini petugas dan pendamping sosial hanya berperan sebagai fasilitator 

dan motivator. 

3.	 Pemerintah Daerah hendaknya mengalokasikan anggaran (sharing) untuk 

operasional di lapangan yang sifatnya dapat meningkatkan kemarnpuan, kerja 

sarna, dan keahlian kelompok sasaran dan implementator. Misalnya pelaksanaan 

bimbingan pelatihan, monitoring, dan evaluasi. 

4.	 Perlunya dilakukan peningkatan profesionalisme petugas (implementator) dan 

pendamping melalui pelatihan dan pendidikan dengan materi pengetahuan 

tentang penanganan keluarga miskn, pengetahuan manajemen usaha, 

pengembanganjaringan kerja dalarn pemasaran hasil usaha. 

5.	 Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dengan intensif agar tiap 

kendala yang dihadapi dapat diantisipasi sedini mungkin. 

6.	 Memperjelas koordinasi dan kerja sarna antar isntansi terkait. 

7.	 Perlu ditubuhkan kesadaran dan keterlibatan dunia usaha dan lembaga keuangan 

lokal dalarn mendukung perkembangan usaha kelompok sasaran. 
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Lampiran I 

DAFfARPERTANYAANKEPADAIMPLEMENTATOR 

I.	 Latar belakang kebijakan program Kelompok Usaha Bersama di Sukamara ini apa? 
Apakah ada faklor lain selain kemiskinan? 

2.	 Terns tujuan, dan manfaatnya apa? 
3.	 Sasaran Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama apa? 
4.	 Bagaimana tahapan atau proses awal yang dilakukan sebelum Kelompok Usaha Bersama 

dibentuk?
 
Apakah ada pendataan?
 
Siapa yang melakukan?
 

5.	 Dalam pelaksanaan apakah ada Standard Operating System (SOP) yang dibuat untuk 
pelaksanaan program ini? 

6.	 Apa saja kegiatan pengelolaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama yang 
disediakan oleh dinsos? Apa sajajen;~-jenisusahanya? 

7.	 Berapa besar dana KUBE yg diberikan kepada anggota bu? 
8.	 Bagaimana perkernbangan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kelompok Usaha 

BersamadiSukamMa? 
9.	 Siapa saya yang terkait dalam pelaksanaan KUBE ini, selain dinas sosial dan 

pendamping? 
10. Kalau pendamping, apa saja kegiatannya selama KUBE menjalankan usahanya? 

Berapa lama pendampingan itu dilaksanakan? 
Dari mana dinas dapat mengetahui keaktifan pendamping dalam menjalankan 
tugamya 

II.	 Selama ini, anggota KUBE dapat Pelatihan serta pendampingan seperti apa untuk usaha 
mereka? 

12. Desa mana yang dipandang oleh dinas sosial yang perkernbangannya cukup baik? 
13. Bagaimana kekuatan	 (strengh) dari program Kelompok Usaha Bersama di Sukamara 

bu? 
14. Apakahada kegiatan sosialisasi untuk program Kelompok Usaha Bersama ini? 

-	 Apa saja yang disarnpaikan dalam sosialisasi?
 
Siapa saja yang diundang?
 
Apakah peserta yang hadir dapat menangkap materi yang disampaikan?
 

15. Bagainlana dengan mekanisme pelaporan kegiatan Kelompok Usaha Bersama? 
-	 Apakah mereka wajib membuat laporan? Berapa kaIi?
 

Bagaimanakeaktifan KUBE menyampaikan laporannya?
 
16. Hambatan dari pelaksanaan kebijakan program Kelompok usaha bersarna yang lain ada 

gak? 
17.	 Harapan kedepannya untuk Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama di Sukamara 

apa? 
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Lampiran 2 

DAFfAR PERTANYAAN KEPADA PESERTA KUBE 

I.	 Sejak kapan bergabung dalam kelompok? 

2. Bagaimana awal mula KUBE terbentuk? 

3.	 Latar belakang ikut dalam kegiatan usaha bersama ini apa? 
Diajak/didala 
Melalui pengumuman 

-	 Mendaftar 

4. Waktu pertarna kali gabung di KUBE, apakab ada biaya yang harus dikeluarkan gak? 

5.	 Kelompok menjalankan usaha apa? Usaha itu atas kesepakatan bersama alau bagaimana? 
Pendapatannya gimana dari hasil usaha ini? 

6.	 AnggOla kelompok berapa orang? Apakah aktif semua? 
- Apakah ada sosialisasi? 
- Bagaimana menyusun laporan? 
- Yang gak aktif itu biasanya kenapa? 

7.	 Apa pekeljaan anggota sebelum bergabung dalam KUBE? 
- Berapa pengbasilan selama bekelja? 
- Apakab setelah ada KUBE pengbasilan meningkat? 

8. Setelah sekian lama beljalan, apa manfaat yang dirasakan dari kegiatan ini? 

9.	 Apakab anggota kelomok pemah mengadakan pertemuan? kapan? 

10.	 Fungsi dan keaktifan pendamping? 
- Apakab pendamping pemah turon? 

11.	 Selama ada disini, pelatihan apa saja yang didapatkan anggota? 

12. Tentang keterarnpilan bagaimana? 

13.	 Apakab kegiatan sudah membantu perekonomian selama ini? 

14. Apakab dalam kelompok diatur hak dankewajibannya? 

15. Se1ama bergabung di KUBE, hambatan apa saja yang dirasakan? 

16. Apa harapan un!uk usaha di Kelompok Usaha yang diikuti? 
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Lampiran 3 

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PENUMBUHAN
 
KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN
 

KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2012
 

KUBE MAlU BERSAMA I (DeN Natal 5edawak Kecamatan Sukamara) 

Nama Jabatan dalam 
k uRl5iln 

Ketua 

ALAMAT 

1 TASRIPIN Desa Natal 5edawak 
2 TAJUDIN 5ekretaris Desa Natal Sedawak 
3 SAlMAN Bendahara Desa Natal Sedawak 
4 DOYOK Anggota Desa Natal Sedawak 
5 TRESNO Anggota Desa Natal 5edawak 
6 SUWARNI Anggota Desa Natai Sedawak 
7 HADI SETIAWAN Anggota Desa Natal Sedawak 
8 SUNARSIH Anggota Desa Natai Sedawak 
9 SIUP Anggota Desa Natai Sedawak 

10 MUHAMAD FAUZAN AOOoota Desa Natai 5edawak 

KUBE MAlU BERSAMA 2 (Desa Natal5edawak Kecamatan Sukamara) 

No Nama Jabatan dalam 
keoenaurusan 

ALAMAT 

1 UMPI Ketua Desa Natal 5edawak 
2 ANIN 5ekretaris Desa Natal Sedawak 
3 JAINURI Bendahara Desa Natal Sedawak 
4 EMPOY Anggota Desa Natal 5edawak 
5 MARDI NAWIS Anggota Desa Natal 5edawak 
6 TAWANG Anggota Desa Natai 5edawak 
7 JAINI Anggota Desa Natal Sedawak 
8 WAGINO Anggota Desa Natal 5edawak 
9 SUKARMA Anggota Desa Natal 5edawak 
10 MISDISML Anaoota Desa Natal 5edawak 

KUBE MAlU BERSAMA 3 (Desa Natal5edawak Kecamatan SUkamara) 

No Nama Jabatan dalam 
k urusan 

ALAMAT 

1 SURYADI Ketua Desa Natal 5edawak 
2 SUNAR 5ekretaris Desa Natal 5edawak 
3 RUDI HARTONO Bendahara Desa Natal 5edawak 
4 CHANTONYAN Anggota Desa Natal 5edawak 
5 A'll Anggota Desa Natal 5edawak 
6 ANDI Anggota Desa Natal 5edawak 
7 INDRAWENI Anggota Desa Natal 5edawak 
8 MIRA MAYA Anggota Desa Natal Sedawak 
9 DIKI Anggota Desa Natal Sedawak 
10 SULASTRI Anggota Desa Natal 5edawak 
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KUBE MAJU BERSAMA 4 (Desa Natal 5edawak Kecamatan SUkamara) 

No Nama Jabatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 AUWARDANA Ketua Desa Natal 5edawak 
2 SUHADI 5ekretaris Desa Natal 5edawak 
3 JAELANI Bendahara Desa Natal 5edawak 
4 IPIN Anggota Desa Natal 5edawak 
5 IRI Anggota Desa Natal 5edawak 
6 SUJANA Anggota Desa Natal 5edawak 
7 NANANG Anggota Desa Natal 5edawak 
8 ASNAWI Anggota Desa Natal 5edawak 
9 EGNAUUS YADI DT Anggota Desa Natal 5edawak 
10 SURIYADI Anaaota Desa Natal 5edawak 

KUBE MAJU BERSAMA 5 (Desa Natal 5edawak Kecamatan Sukamara) 

No Nama Jabatan dalam 
kepenguRisan 

ALAMAT 

1 MUtfTAR Ketua Desa Natal 5edawak 
2 AU 5ekretaris Desa Natal 5edawak 
3 SINURDIN Bendahara Desa Natal 5edawak 
4 TONO Anggota Desa Natal 5edawak 
5 ASRUDI Anggota Desa Natal 5edawak 
6 SIMAR Anggota Desa Natal 5edawak 
7 LAKSANA PARDI Anggota Desa Natal 5edawak 
8 
9 
10 

HAMRANI WIDODO 
SURA 
SAHRIN 

Anggota

=: 
Desa Natal 5edawak 
Desa Natal 5edawak 
Desa Natal 5edawak 

KUBE MAJU BERSAMA 6 (Desa Natal 5edawak Kecamatan SUkamara) 

No Nama Jabatan dalam 
kepenguRl5an 

ALAMAT 

1 HENGKI SUPRAPTO Ketua Desa Natal 5edawak 
2 NASIP 5ekretar1s Desa Natal 5edawak 
3 ElAN Bendahara Desa Natal 5edawak 
4 SUNARDI Anggota Desa Natal 5edawak 
5 NASRUDIN Anggota Desa Natal 5edawak 
6 SYUKRAN Anggota Desa Natal 5edawak 
7 DIDIK SAHTOSO Anggota Desa Natal 5edawak 
8 DARMAWATI Anggota Desa Natal 5edawak 
9 HENDRI SUSlLO 

~ Desa Natal 5edawak 
10 AHMADSODIO Desa Natal 5edawak 
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KUBE MAJU BERSAMA 7 (Desa Natal5edawak Kecamatan SUkamara) 

No Nama Jabatan cIalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 YANTOS. Ketua Desa Natai Sedawak 
2 SYAHWAN 5ekretaris Desa Natai Sedawak 
3 SUDARSONO Bendahara Desa Nata; Sedawak 
4 MUHAMMAD HASHA Anggota Desa Nata; Sedawak 
5 WATI Anggota Desa Nata; Sedawak 
6 BEn Anggota Desa Natai Sedawak 
7 GUNI Anggota Desa Natai Sedawak 
B KONOK Anggota Desa Natal Sedawak 
9 MURAT Anggota Desa Nata; Sedawak 
10 NURYAMAMI Desa Natal Sedawak 

KUBE MAJU BERSAMA 8 (Desa Natai 5edawak Keco.matan Sukamara) 

No Nama Jabata:l cIalam 
kepengurusan 

AlAMAT 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

PONlDI 
YUNUS 
JOKO SANTOSO 
DIDI HAROlANTO 
EFENDISlREGAR 
ARBANI 
SURATMIN 
PARYONO 
SUBANDl 
UPUNG 

Ketua 
5ekretaris 
Bendahara 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota

z:: 

Desa Natal Sedawak 
Desa Natal Sedawak 
Desa Natal Sedawak 
Desa Natal Sedawak 
Desa Natal Sedawak 
Desa Natal Sedawak 
Desa Natal Sedawak 
Desa Natai Sedawak 
Desa Natal Sedawak 
Desa Natal Sedawak 

KUBE KARTAMUUA JAYA 1 (Desa Kartamulia Kecamatan SUkamara) 

No Nama Jabatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 PARYONO Ketua Desa Kartamulia 
2 SAIFUL 5ekretaris Desa Kartamulia 
3 YUDIANTO Bendahara Desa Kartamulia 
4 DESER Anggota Desa Kartamulia 
5 SUDARWATI Anggota Desa KartamuJia 
6 ERTTI Anggota Desa Kartamulia 
7 DESA Anggota Desa Kartamulia 
8 SUItA Anggota Desa Kartamulla 
9 CARA/D) Anggota Desa KartamuJla 
10 HARIYADI SUWARTONO Anggota Desa Kartamulia 
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KUBE KARTAMUUA JAVA 2 (Desa Kartamulia Kecamatan SUkamara) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 USAI Ketua Desa Kartamulia 
2 LUNAS 5ekretaris Desa Kartamulia 
3 MARDI Bendahara Desa Kartamulia 
4 JURUS Anggota Desa Kartamulia 
5 IRWAN Anggota Desa Kartamulia 
6 AlAN Anggota Desa Kartamulia 
7 AOIYA Anggota Desa Kartamulia 
8 EM801 Anggota Desa Kartamulia 
9 AJIN Anggota Desa Kartamulia 
10 KlMAN Ar1Qoota Desa Kartamulia 

KUBE KARTAMUllA JAVA 3 (Desa Kartamulia Kecamatan SUkamara) 

No Nama Jabatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 NASIP Ketua Desa Kartamulia 
2 KABAR 5ekretaris Desa Kartamulia 
3 PRIMA Bendahara Desa Kartamulia 
4 RIPA Anggota Desa Kartamulia 
5 RINYAP Anggota Desa Kartamulia 
6 WARTO Anggota Desa Kartamulia 
7 MARTIK Anggota Desa Kartamulia 
8 MUNDUR Anggota Desa Kartamulla 
9 SITA Anggota Desa Kartamulla 
10 PAYA Ar1QQOta Desa Kartamulla 

KUBE KARTAMUUA JAVA 4 (Desa Kartamulla Kecamatan Sukamara) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

AlAMAT 

1 AJIS Ketua Desa Kartamulia 
2 ASEl< 5ekretaris Desa Kartamulia 
3 JEPV Bendahara Desa Kartamulia 
4 RUDA SETIAWAN Anggota Desa Kartamulia 
5 DAYlM Anggota Desa Kartamulla 
6 ELEN Anggola Desa Kartamulia 
7 NlLA Anggota Desa Kartamulia 
8 AKENG Anggota Desa Kartamulia 
9 NIAP Anggola Desa Kartamulia 
10 JAMI Ar1QQota Desa Kartamulia 
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KUBE KARTAMULIA lAVA 5 (Desa Kaltamulia Kecamatan Sukamara) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 ISUR Ketua Desa Kartamulia 
2 HIMBUR 5ekretaris Desa Kartamulia 
3 IRA Bendahara Desa Kartamulia 
4 AHAD Anggolil Desa Kartamulia 
5 DIPUN Anggota Desa Kartamulia 
6 AU Anggota Desa Kartamulia 
7 YULlA Anggota Desa Kartamulia 
8 ELE Anggolil Desa Kartamulia 
9 PETRUS VANTO AnggoliI Desa Kartamulia 
10 SmAISYAH Anaaolil Desa Kartamulia 

KUBE KARTAMULIA lAVA 6 (Desa Kaltamulia Kecamatan Sukamara) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 SUR! Ketua Desa Kartamulia 
2 ABDUlAZIS 5ekrelilris Desa Kartamulia 
3 UYAM Bendahara Desa Kartamulia 
4 AMAO Anggolil Desa Kartamulia 
5 SUNARTI Anggolil Desa Kartamulia 
6 SAUM Anggolil Desa Kartamulia 
7 MUtfTlB Anggolil Desa Kartamulia 
8 ANIAH Anggolil Desa Kartamulia 
9 MUHAMMAD RUDI Anggolil Desa Kartamulia 
10 MUNTAMI Anaaota Desa Kartamulia 

KUBE KARTAMULIA lAVA 7 (Desa Kaltamulla Kecamatan SUkamara) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 ABON Ketua Desa Kartamulia 
2 ADI 5ekretar1s Desa Kartamulla 
3 SARMILA Bendahara Desa Kartamulia 
4 MURA Anggolil Desa Kartamulia 
5 ANTRI AnggoliI Desa Kartamulia 
6 ONOI AnggoliI Desa Kartamulla 
7 NUNA Anggolil Desa Kartamulia 
8 RITA HARTATI Anggota Desa Kartamulia 
9 OGEN Desa KartamuUa 
10 MAROIANTO ~ Desa Kartamulia 
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KUBE KARTAMUUA lAYA 8 (Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 SIYARDI Ketua Desa Kartamulia 
2 !WAN CAHYADI 5ekretaris Desa Kartamulia 
3 TINEM Bendahara Desa Kartamulia 
4 SUYANTO Anggota Desa Kartamulia 
5 SAHUDI Anggota Desa Kartamulia 
6 SURATI Anggota Desa Kartamulia 
7 KISRO Anggota Desa Kartamulia 
8 SURATMAN Anggota Desa Kartamulia 
9 RATNO Anggota Desa Kartamulia 
10 NUAN AnOOola Desa Kartamulia 

KUBE SUKAlAYA 1 (Desa SUkaraja Kecamatan SUkamara) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 SUPARDI Ketua Desa Sukaraja 
2 RUSMAYADI 5ekretaris Desa Sukaraja 
3 RAHMAN WAHID Bendahara Desa Sukaraja 
4 SATU Anggota Desa Sukaraja 
5 MUHAMMAD REDA Anggota Desa SUkaraja 
6 NURDIN Anggota Desa Sukaraja 
7 DIDI Anggota Desa SUkaraja 
8 SUDIR Anggota Desa Sukaraja 
9 ENJO HARTONO Anggola Desa Sukaraja 

10 NOSON Desa Sukarafa 

KUBE SUKAlAYA 2 (Desa SUkaraja Kecamatan Sukamara) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 EKO JOKO PURWANTORO Ketua Desa Sukaraja 
2 RUDI HARTONO 5ekretaris Desa Sukaraja 
3 SIMON Bendahara Desa Sukaraja 
4 ESON Anggota Desa Sukaraja 
S ROBINSON MAUKAUNG Anggota Desa Sukaraja 
6 ONGKUN Anggota Desa Sukaraja 
7 IKUS Anggota Desa Sukaraja 
8 M. SUBUR Anggota Desa Sukaraja 
9 
10 

SAPARUDIN 
UDIN HUSNI = Desa SUkaraja 

Desa Sukaraia 
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KUBE SUKA lAVA 3 (Desa SUkaraja Kec:amatan Sukamara) 

No Nama labatan dalam 
kepenouNSiln 

ALAMAT 

1 BUDI Ketua Desa Sukaraja 
2 RUDI SUHADA MUSTAPA 5ekretalis Desa Sukaraja 
3 tAU Bendahara Desa Sukaraja 
4 NANANG JUHAIDIR Anggota Desa Sukaraja 
5 PRABONO Anggota Desa Sukaraja 
6 AU Anggota Desa Sukaraja 
7 IPUN Anggota Desa Sukaraja 
8 DESMAN Anggota Desa Sukaraja 
9 GADANG Anggota Desa Sukaraja 
10 ADRIANUS AMAT AnOoota Desa Sukarala 

KUBE MUNTAJ MANDIRI 1 (Desa Pangkalan Muntai Kecamatan c;ukamara) 

No Nama labatan dalam 
kepenguNSiln 

ALAMAT 

1 SYAHRIL Ketua Desa Pangkalan Muntai 
2 SURYA 5ekretalis Desa Pangkalan Muntal 
3 SUMIYATI Bendahara Desa Pangkalan Muntai 
4 JANIM Anggota Desa Pangkalan Muntai 
5 SAMSIAR Anggota Desa Pangkalan Muntai 
6 SUGIAN Anggota Desa Pangkalan Muntai 
7 GUSTITARU Anggota Desa Pangkalan Muntai 
8 SUKiRMAN Anggota Desa Pangkalan Muntal 
9 MIS'AN Anggota Desa Pangkalan Muntai 
10 BAWEL AnCiOOta Desa Pamkalan Muntal 

KUBE MUNTAJ MANDIRI 2 (Desa Pangkalan Muntal Kecamatan Sukamara) 

No Nama Jabatan dalam 
kepenoul'1lllln 

ALAMAT 

1 RUSMAN Ketua Desa Pangkalan Muntal 
2 JANI 5ekretal1s Desa Pangkalan Muntal 
3 RUSlAN Bendahara Desa Pangkalan Muntai 
4 SAMSURI Anggota Desa Pangkalan Muntai 
5 SUKRI Anggota Desa Pangkalan Muntai 
6 WANG Anggola Desa Pangkalan Muntal 
7 SAMPURNA Anggota Desa Pangkalan Muntal 
8 IPI Anggota Desa Pangkalan Muntal 
9 RANDAMNIAH Anggola Desa Pangkalan Muntai 
10 smMUWARNI Desa Panakalan Muntai 
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KUBE MUHTAI MANDIRJ 3 (Desa Pangkalan Muntal Kecamatan SUkamara) 

No Nama Jabatan dalam 
kepengul1l5lln 

ALAMAT 

1 MASRUN Ketua Desa Pangkalan Munlai 
2 TARKAN ISKANDI 5ekretaris Desa Pangkalan Muntal 
3 AHMAD KURNIAWI Bendahara Desa Pangkalan Munlai 
4 HAWA UNAFSIYAH Anggola Desa Pangkalan Munlai 
5 HAPSAH Anggola Desa Pangkalan Munlai 
6 RUSU Anggota Desa Pangkalan Muntai 
7 MASKUR Anggola Desa Pangkalan Munlai 
8 PEKO Anggola Desa Pangkalan Muntai 
9 HERMAN Anggola Desa Pangkalan Munlai 
10 RIYAH Anoaola Desa Panakalan Munlal 

KUBE MUHTAI MANDIRJ 4 (0Ma Pangkalan Muntal Kecamatan Sukamara) 

No Nama Jabatan dalam 
kepengul1lAn 

ALAMAT 

1 MAJERAN Ketua Desa Pangkalan Munlai 
2 TASRIPIN 5ekretaris Desa Pangkalan Munlal 
3 AHMAD SAINI Bendahara Desa Pangkalan Munlai 
4 ARNIAH Anggota Desa Pangkalan Muntai 
5 JARNI Anggola Desa Pangkalan Muntai 
C RUSMIU Anggota Desa Pangkalan Muntai 
7 NURIYAH Anggota Desa Pangkalan Munlai 
8 YUSRAN Anggola Desa Pangkalan Munlal 
9 
10 

SElAN 
BURHANSYAH z:= Desa Pangkalan Muntai 

Desa Panakalan Munlai 

KUBE MUHTAI MANDIRJ 5 (Desa Pangkalan Muntai Kecamatan SUkamara) 

No Nama Jabatan dalam ALAMAT 
kepengurusan 

1 GUm MAJEKUR Ketua Desa Pangkalan Munlai 
2 KARNADI 5ekretaris Desa Pangkalan Muntal 
3 HERWAN Bendahara Desa Pangkalan Muntai 
4 ANUAR Anggota Desa Pangkalan Munlal 
5 ASPARI Anggota Desa Pangkalan Muntal 
6 MUSTOFA Anggota Desa Pangkalan Muntal 
7 DAYAN Anggota Desa Pangkalan Munlai 
8 SARWANI Anggota Desa Pangkalan Muntai 
9 WIUYAH HARTONO Anggota Desa Pangkalan Muntai 
10 MURJANI Desa Pall<lkalan Muntal 
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KUBE TUNAS NIBUNG 1 (Desa Pulau Nibung Kecamatan lelal) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

AlAMAT 

1 ]AU RAHMAN Ketua Desa Pulau Nibung 
2 SUTOMO 5ekretaris Desa Pulau Nibung 
3 SYAHROL M Bendahara Desa Pulau Nibung 
4 FAHROJI Anggota Desa Pulau Nibung 
5 D1DIAHMADI Anggota Desa Pulau Nibung 
6 JURAINI Anggota Desa Pulau Nibung 
7 HENDRA SURlANSYAH Anggota Desa Pulau Nibung 
8 HABIBI Anggota Desa Pulau Nibung 
9 KAMAROWJDIN Anggota Desa Pulau Nibung 
10 ROZl AnOOota Desa Pulau Nibuno 

KUBE TUNAS NIBUNG 2 (Desa Pulau Nibung Kecamatan lelai) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 HARKANI Ketua Desa Pulau Nibung 
2 BUSTANIL ARlFIN 5ekretaris Desa Pulau Nlbung 
3 SYAHWANI Bendahara Desa Pulau Nibung 
4 IKSAN Anggota Desa Pulau Nibung 
5 NORELANWAR Anggota Desa Pulau Nibung 
6 HAMDANI Anggota Desa Pulau Nibung 
7 MISRAN Anggota Desa Pulau Nlbung 
8 ADIARSA Anggota Desa Pulau Nibung 
9 MUHAMMAD HAMDANI Anggota Desa Pulau Nibung 
10 DARMANSYAH Aniiaota Desa Pulau Nibun<l 

KUBE TUNAS NIBUNG 3 (Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

AlAMAT 

1 ADANG Ketua Desa Pulau Nibung 
2 PlAT SURIATNA 5ekretarls Desa Pulau Nibung 
3 ACEP HIDAYAT Bendahara Desa Pulau Nibung 
4 WAWAN RlDWAN Anggota Desa Pulau Nibung 
5 WANG ODRl Anggota Desa Pulau Nibung 
6 WANG WITARSA Anggota Desa Pulau Nlbung 
7 KADI Anggota Desa Pulau Nibung 
8 ASEPSOPIAN Anggota Desa Pulau Nibung 
9 AOE SUPRIATNA ~ Desa Pulau Nibung 
10 WAGlMAN Desa Pulau Nibuno 
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KUBE TUNAS NIBUNG 4 (Desa Pulau Nlbung Kecamatan lelal) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 KAMARUDIN Ketua Desa Pulau Nibung 
2 MUHAMMAD AMIR 5ekretaris Desa Pulau Nibung 
3 SUKIRNO Bendahara Desa Pulau Nibung 
4 AKHMAD MWARI Anggota Desa Pulau Nibung 
5 AHMAD Anggota Desa Pulau Nibung 
6 ASNAWI Anggota Desa Pulau Nibung 
7 AHMAD PEDRO Anggota Desa Pulau Nibung 
8 SUDIRMAN Anggota Desa Pulau Nibung 
9 SARDI Anggota Desa Pulau Nibung 
10 MUKHUS AnOaota Desa Pulau Nibuna 

KUBE TUNAS NIBUNG 5 (Desa Pulau Nlbung Kecamatan lelai) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 MASHUR Ketua Desa Pulau Nibung 
2 AHMAD MUBAROQ 5ekretaris Desa Pulau Nibung 
3 ASNAH Bendahara Desa Pulau Nibung 
4 All MAULANI Anggota Desa Pulau Nibung 
5 SUPARDI Anggota Desa Pulau Nibung 
6 AHMAD EFFENDI Anggota Desa Pulau Nibung 
7 NURAINI Anggota Desa Pulau Nibung 
8 MUHAMMAD YUSUF Anggota Desa Pulau Nibung 
9 BASTANI Anggota Desa Pulau Nibung 
10 BERHASAN AnOOota Desa Pulau Nibuna 

KUBE TUNAS NIBUNG 6 (Desa Pulau N(bung Kecamatan lelal) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 EDI SUTlKNO Ketua Desa Puiau Nlbung 
2 AGUNG PRAYOGO 5ekretarls Desa Pulau Nlbung 
3 KAMAWDIN Bendahara Desa Pulau Nibung 
4 HUSNI Anggota Desa Puiau Nibung 
5 EFENDI Anggota Desa Pulau Nibung 
6 RUDIHARTONO Anggota Desa Puiau Nlbung 
7 USMAN DALEK Anggota Desa Pulau Nlbung 
8 TAlUDIN NOOR Anggota Desa Puiau Nibung 
9 MARJAN Anggota Desa Pulau Nibung 
10 KOMIDIT Desa Pulau Nlbuna 
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KUBE PANTAI BARU 1 (Desa SUngai Baru Kecamatan Jelai) 

No Nama Jabatan cIalam 
kepengul1lSlln 

ALAMAT 

1 AHMADI Ketua Desa Sungai Baru 
2 MUHAMMAD JUNAIDI 5ekretaris Desa Sungal Baru 
3 RUSMlAll Bendahara Desa SUngai Baru 
4 M. EFENDI Anggota Desa SUngai Baru 
5 MUHAMMAD HATTA Anggota Desa Sungai Baru 
6 HAMDI Anggota Desa SUngai Baru 
7 AHMIDI Anggota Desa SUngal Baru 
8 SAUU Anggota Desa SUngai Baru 
9 MATDRIANI Anggota Desa SUngai Baru 
10 RIDUANSYAH AnOOota Desa Sunaai Baru 

KUBE PANTAI BARU 2 (Desa Sungal Baru Kecamatan lelai) 

No Nama labatan cIalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 AHMAD SAYUDI Ketua Desa SUngal Baru 
2 RASYAll 5ekretaris Desa Sungal Baru 
3 HAUPUL Bendahara Desa SUngai Baru 
4 MUUYONO Anggota Desa SUngal Baru 
5 AU MULHAKlM Anggota Desa SUngai Baru 
6 MAHDALENA Anggota Desa Sungal Baru 
7 NURHAYAll Anggota Desa Sungai Baru 
8 MUHAMAD DANI Anggota Desa SUngal Baru 
9 ASMlAll Anggota Desa Sungai Baru 
10 YORDANIAH Desa Sunaai Baru 

KUBE PANTAI BARU 3 (Desa Sungai Baru Kecamatan Jelai) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 BUDI HARTOYO Ketua Desa Sungai Baru 
2 SUNARDI 5ekretarls Desa Sungal Baru 
3 ANANG DARSOL Bendahara Desa Sungai Baru 
4 MUHAMMAD SUHAIMI Anggota Desa Sungai Baru 
5 HAMSIAH Anggota Desa Sungal Baru 
6 ASNAll Anggota Desa SUngal Baru 
7 MUHAMMAD EFENDI Anggota Desa Sungai Baru 
8 ARSAN Anggota Desa Sungal Baru 
9 SINIWAll Anggota Desa SUngal Baru 
10 HADIAH Desa Sunt:lal Baru 
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KUBE SAHATI BERSAMA (Desa SUngal Bundung Kecamatan lelal) 

No Nama Jabatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 MUHAMMAD SAINI Ketua Desa Sungai Bundung 
2 SAIRJL BAHRI 5ekretaris Desa Sungai Bundung 
3 AHMAD DARMANI Bendahara Desa Sungal Bundung 
4 AMAT Anggota Desa Sungai Bundung 
5 NORHAYATI Anggota Desa SUngai Bundung 
6 SUPIANTO Anggota Desa Sungal Bundung 
7 ABDULHAK Anggota Desa SUngal Bundung 
8 ABDUL MUHIS Anggota Desa SUngal Bundung 
9 
10 

SUMARNO 
HAMDAN ~;taota 

Desa SUngal Bundung 
Desa Sunoal Bunduna 

KUBE BINA USAHA (Desa Sungal Bundung K;amatan lelai) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 FATHUR RAHMAN Ketua Desa Sungai Bundung 
2 ABDULHAKAM 5ekretaris Desa Sungal Bundung 
3 SYAIFUDIN Bendahara Desa SUngai Bundung 
4 M. SADRIDIN AINI Anggota Desa SUngai Bundung 
5 AUBUN Anggota Desa SUngal Bundung 
6 NURHAYATi Anggota Desa SUngal Bundung 
7 TONO PURWANTO Anggota Desa Sungai Bundung 
8 HADRIANSYAH Anggota Desa SUngai Bundung 
9 HANAPI Anggota Desa SUngal Bundung 
10 ANANG TARMUI AnQQota Desa Sunaai Bunduna 

KUBE KARYA BERSAMA (Desa Sungal Bundung Kecamatan lelal) 

No Nama Jabatan dalam 
kepengunlSiln 

ALAMAT 

1 SUGIANTO Kctua Desa SUngal Bundung 
2 RUDIHARJO 5ekretaris Desa SUngai Bundung 
3 RODIEF DAF! Bendahara Desa Sungai Bundung 
4 SUGIARTO Anggota Desa SUngai Bundung 
5 SUTRISNO Anggola Desa SUngai Bundung 
6 TARYONO Anggola Desa SUngal Bundung 
7 NANANG HAMIDIN Anggota Desa SUngai Bundung 
8 NUIUANAH Anggota Desa SUngaI Bundung 
9 ABOULBASIR Anggota Desa SUngal Bundung 
10 MUHAMMAD SORA Desa SUnaai Bunduna 
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KUBE HARAPAN BERSAMA (DeN Sungal Raja Kecamatan lelal) 

No Nama Jabatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 ABDUL WAHAB Ketua Desa SUngai Raja 
2 AHMAD MUUYADI MUHLAN 5ekretaris Desa Sungai Raja 
3 USMANTORO Bendahara Desa Sungai Raja 
4 MUHAMMAD HATIA Anggota Desa Sungai Raja 
5 SUPRIYONO Anggota Desa Sungai Raja 
6 RUSLAN EFFENDI Anggota Desa SUngai Raja 
7 ABDUL BASIT Anggota Desa SUngai Raja 
8 HALlDAH Anggota Desa SUngai Raja 
9 BAHRANI Desa SUngai Raja 
10 SUHIRMANSYAH ~~ota Desa Sunoai Raja 

KUBE MAll: BERSAMA (Desa Sungal Raja Kecamatan lelai) 

No Nama labatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 M. JAiLANI Ketua Desa Sungai Raja 
2 ABDULSAMAD 5ekretarls Desa Sungal Raja 
3 SYAHRUNI Bendahara Desa Sungai Raja 
4 AlMAH Anggota Desa SUngai Raja 
5 F1RMANSYAH Anggota Desa Sungal Raja 
6 ISMANTO Anggota Desa SUngal Raja 
7 RWAINI Anggota Desa Sungai Raja 
8 ARlANSYAH Anggota Desa SUngal Raja 
9 ABOULAMIN Anggota Desa SUngai Raja 
10 SUDERMAN Aniioota Desa Suooai Raia 

KUBE CEMARA INDAH (DeN Sungal Raja Kecamatan lelai) 

No Nama Jabatan dalam 
kepengurusan 

ALAMAT 

1 MUKHLASIN Ketua Desa SUngal Raja 
2 SULHANUDDIN 5ekretaris Desa Sungal Raja 
3 VANTO Bendahara Desa Sungal Raja 
4 ABDULGANI Anggota Desa SUngai Raja 
5 DARMANI SAMAN Anggota Desa SUngal Raja 
6 ASMAWI Anggota Desa SUngai Raja 
7 MASMURAH Anggota Desa Sungal Raja 
8 MATNUH Anggota Desa SUngal Raja 
9 AHMAD KOMARUDIN Anggota Desa SUngai Raja 
10 BAMBANG HARTONO AnOOota Desa Suooal Raia 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41638.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Lampiran 4 

HASIL WAW ANCARA DENGAN DINAS SOSIAL 

Nama 

labatan 
Walctu 

: HUSNI THAMRIN(lNFORMAN I) 

: Kepala Bidang Sosial Disnakertrans Kab. Sukamara 
: lumat, 24 Mei 2013 

P Apaka tahun 2012 kita mendapal bantuak KUBE pak? 

1 Tahun 2012 kita mendapalkan (bantuan) Pedesaan di Kabupalen Sukamara. 
P Berapa kelompok pak? 

1 Kalau nggak salah itu 15 kelompok, kalau nggak salah. 
P Desa Natai Sedawak 7 kelompok? 

1 Iya, Desa Kartamulia 8 kelompok. 
P : Dalam data, Desa Kartarnulia 7 kelompok. 

1 : 000... 7juga. 
P : Sukaraja ? 
1 : Sukaraja iya. Sukaraja 3 kelompok. 
P :Dasar Hukum pelaksanaan program ini apa pak? 

1 Dasar Hukum pelaksanaan program sarna aja, seperti biasa Dasar Hukumnya kita 
menggunakan Undang-undang RJ Nomor 13 Tahun 2011lentang Penanganan Fakir 

Miskin. 
P Kalau Undang-oodang Nomor I I Tahoo 2009 masih dipakai pak? 
1 Yang 2009 iya, masih dipakai itu. Sebenarnya banyak Undang - undangnya : 2003, 

2004,2009,2011 dan ini yang lerakhir 2012. 

P Iya, nanti saya pinjam ootuk di fotocopy ya pak. Kalau PP nya ada nggak, pak ? 
I : PP tentang Peraturan. PP... Peraturan Pemerintah Daerah maksudnya, ya ? 
P Yang saya maksud Peraturan Pemerintah. Atau apa peraturan yang paling rendah 

yang menjadi dasar pelaksanaan bantuan KUBE ini? 

I Peraturan yang paling rendah disini, Pemerintah. 
P Peraturan Menteri SosiaInya, ada pak ? 

I Ini ada. Keputusan Menteri Sosial RJ Nomor 79 Tenlang Pelaksanaan Pemberian 
Bantuan Sosial Bagi Keluarga Masyarakal Miskin. 

P Dinas Sosnakertrans Sukarnara sudah berapa tahoo pak menyalurkan ? 
I Kita anggap 3 taboo ini lah. Tahoo 2011, 2012, dan 2013. 
P Sebelwnnya (sebelum tallUn 201 I), dinas apa yang menangani ? 
I Kalau dulu, sebelumnya kalau nggak salah kan BLT. 

P ladi ini pengganti BLT, pak ? 
I Yaa... boleh dikatakan ini pengganli. Pengganli BLT. Cumaperbedaannya, BLT 

diiaksaoo!cJm oleh Pemerintah. Kalau nggak salah Pemerintah menyalwkannya 
pada masyarakat. Nah kaIau KUBE itu berbentuk kelompok usailayang bersama 
yang melalui rekeningkelompok masing-masing. ladi tanpa melaui Dinas gitu, dari 
pusat langsoog kepada kelompok masing-masing. 

P ladi dananya dari pusat langsung ke kelompok? 
I Iya, dari pusat langsung ke kelompok. ladi yang pembelanjaan, maupoo lain 

sebagainya itu daTi kelompok semua. Dari Dinas hanya membantu ootuk 
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memfasilitasi pennasalaban seperti pembuatan proposal terus pertanggung jawaban 
keuangan. 

P Jadi dinas memfasilitasi dan membantu? 
I Iya. Namun yang mencarikannya itu semua dari masyarakat, nab itu bedanya dari 

BLT kemarin. 
P Menurut Iiteratur yang kami baca, itukan Kegiatan Bantuan Sosial Ekonomi 

Produktif. Yang dikembangkan itu dapat berupa bidang Pertanian, Petemakan, 
Perikanan, Perdagangan dan Industri Rumah Tangga dan lain-lain. Kalau untuk 
KUBE di Sukamara pak, diarahkan kemana ? 
Ada Pertanian, Petemakan, Industri Rumab Tangga seperti membuat kerupuk 
amplang, Pembuatan Kecubung, dan lain sebagainya. 

P Industri Kreatif? 
I Ya, industri kreatif juga ada. Juga ada sembako, terus Keramba ikan. kami 

ituhanya menyalurkan kepada masyarakat, dan memberikan sosialisasi pada 
masyarakat itu, babwa bantuan ini bukan dari Pemerintah Daerah untuk 
mengarahkannya, namun apa yang kemauan dari masyarakat itu sendiri. 

P Jadi, Kelompok KUBE ituyang menentukan maunya sendiri? 
I Dari dana yang 20 juta itu, maunya apa. Usaha apa gitu. 
P Satu KUBE 20 juta ? 
I Iya. Satu Kelompok. 
P Apa boleh satu kelompok dua kegiatan? Misalnya, petemakan dengan sembako 

umparnanya? 
I Tidak bisa. Harus satu.Satu jenis dulu, nanti kalau satu jenis itu sudah berkembang, 

seandainya ternak sapi, dia sudab punya sarnpai IO ekor mereka mau menjual, mau 
merubah usaha kepada usaha yang lain, silahkan. 

P Jadi sifatnya boleh nambab bidang lain. 
I Nambab bidang lain, usaha pokoknya, yang lainnya adalab cabang. 
P Lalu dalam menentukanjenis usaha yang dikembangkan itu, apakah Dinas 

memberikan arahan, bimbingan atau bagaimana? 
I Araban dan bimbingan ya pastilab. Kami cuma sekedar mengarahkan, tapi 

keputusan adalab dipihakmereka.Kami tidak dapat memaksakan bahwa ini harus 
sapi, harus temale, harus ini, harus ini, kami tidak bisa. 

P Lalu latar belakangnya, kenapa sukamara bisa dapat bantuan, kan ini program 
pusat? Latar belakangnya bagaimana? 

I Latar belakangnya, ya kegesitan kIta lab. Bagaimana caranya agar kita 
mendapatkan ini, dengan data-data yang sudah kita siapkan. Data apapun yang 
diminta oleh Pemerintah, terutama Pernerintah propinsi, walaupun hanya 
dalamjangkawaktu 3 atau 4 ban, kami siap.Dengan data itu, Kami siap mengantar 
kesana (provinsi). Nab itu latar belakangnya. 

P Kalau Tujuannya program ini pak? 
I Tujuannya adalab untuk merubab daripada nasibmereka yang boleh dikatakankita 

di dalam data masyarakat miskin. Kami tidak hanya berdasarkan dari data kami 
sendiri,namun juga berdasarkan dari statistikdan data lain dari pusat, yang 
sudahvalid. 
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P Data apaitu? 
I Tentang data fakir miskin. Jadi data itu kami ferivikasi lagi, istilahnya kami data 

ulang lagi kepada masrayakat-masyarakat yang ada. Kadang-kadang kan data itu 
sudah tidak begitu valid. Kadang-kadang saat didata orangnya memangdisitu, 
memang benarorangnyakurang mampu. Tetapi dalam kekurangan mereka itu 
sekarang sudah bangkit dan berhasil. Jadi di dalam pendataan u)angatau 
ferivikasiorang tersebut tidak bisa diikutsertakan lagi,terpaksa kamialihkan kepada 
orang yangbenar-benar membutuhkan. 

P Jadiyangmendapat ini adalah orang yang kurang mampu, sehingga mereka yang 
mendapat bantuan ini untuk meningkatkan apa pak? 

I Meningkatkan usaha dan kreatifitas mereka, biar mereka itu bisa setara 
denganyanglainnya. 

P Kalaumanfaatnya kelihatan belum, pak ? 
I Sebagianmemang kita lihat sampaisaat sekarang ini manfaatnyasebagian sudah ada 

kelihatan, tapi sebagianjuga memang adayang gagal. 
P Kalau manfaatnya itu dari segi apa pak ? Apakah segipeningkatan pendapatan atau 

apa? 
I Terutama meningkatnya pendapatanrnereka, bagi mereka yangdulunyabelum 

begitu ada usahayang sebenar - benarnya,merekasekarang sudah punya usaha. 
Walaupun usahanya itu cuma mengelola sapi, tapi kan kelihatannya sudah ada 
berkembang gitu. Yang kelihatan sudah berkembang di sini usaha dipeternakan. 

P Apakahbisadiceritakan alurpeluncuranbantuan modalKUBE ini? Mulai dari pusat, 
pusat rnengalokasikan propinsi, propinsikekabupaten? 

I Sebenarnya begini, dana itu melalui pusat ke kita. 
P Tidak melewati propinsi, pak ? 
I Propinsi melalui data daripada kita, mereka mengusulkan data itu kepada pusat, 

pusat menerbitkan, mengeluarkan dana Iangsung. 
P Maksud saya proses pengusulannya.Berarti dari kita usulannya ke propinsi? 
I Dari kita ke propinsi, propinsi ke pusat, pusat lalu menetapkan dan 

mengeluarkanuangnya langsung dari pusat. 
P Apakah Gubemur membuaat aturan pak ? 
I Kalau aturan yang berupa darisana nggak ada. 
P Jadi Langsung pakai petunjuk dari Mensos? 
I Langsung pakaipetunjuk Mensos. Mereka menyalurkan kekita. Seperti 

begini,Dinsos propinsi teros larinya kesini. 
P Ada berapa personil di dinas ini yang menangani program KUBE bapak? 
I Ketika pendataan karni mengerahkan, semua staf.7 orang, termasuk saya. Yang 

membuat kewalahan saat pendataan, tapi untuk pengelolaan kelapangan hanya 2 
orang aja.Kasinya dengan Kabidnya. Yang bertanggung jawab penuh 
disitu,kalauyang lainnya kan tetap dibantu star. Staf dibantu oleh pendamping 
kecamatan. Pendamping kecamatan danpendamping desa. Begitulah keadaannya. 

P Pada saat melakukan pendataan kepada keluarga fakir miskin dan tidak mampu. 
Kriteria apa yang digunakan? 
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1 Kriteria kita memang ada, kriterianya berdasarkan data dariBPS. BPS kan punya 
standar minimum. Yang penghasilan dibawah sekian, saya lupa datanya. 

P Apakah data ini di cek ke lapanganpak ? 
1 Dari awalkami mendapatkan data dari BPS, BPS propinsi kalau ndak salah. Data 

apa itu, namanya lupa saya itu. Jadi seandainya kecamatan Sukamara akan 
mendapat bantuan, dari mereka sudah keluar. Data Sukamara itu. 

P Sudah ada namanya ? 
1 Namanya sudah ada dikirim mereka, rekap nama-nama orangnya. 
P Kalau kita kroscek umpamanya temyata data ini kurang tepat? 
1 Dikroscek kembali, kroscek ulang. Takutnya ada yang sudah meninggal dunia, 

ataupun orang ini dulunya miskin sekarang sudah kaya. Kalau seandainya keluarga 
ini sudah meninggal dunia kemungkinan kita lihat dari keturunannya. Kita Iihat 
keluarganya, rumahnya dimana, keadaannya bagaimana, pendapatannya sehari-hari 
berapa. 

P Kalau data yang dari pusat itu tidak sesuai dengan dilapangan, boleh tidak 
kabupaten mengusulkan ? 

1 Seperti saya katakan tadi, bahwa data itu belum tentu valid dari mereka, jadi yang 
validnya nantl data itu kami kirim lagi yang dari kamL Kami lampirkan data dari 
mereka, dengan alasan keterangan orang ini meninggal, sudah kaya, sudah 
mampugitu lah. Kami ganti dengan orang yang ini, dsb. Namun berdasarkan data 
ini, propinsi juga melihat kesini apakah benar data yang dari kami. 

P Pusat memperbaiki? 
T Va. BerdasarlGm data itu tadi, data yang valid. Data itu sudah dikirim ke Propinsi, 

propinsi mengirimkan ke pusat. 
P Lalu, dalam mereka menjalankan bidang usaha mestinya kan ada bimbingan, 

bimbingan administrasi, bimbingan manajemen dan seterusnya. Apakah ada 
bimbingan semacam itu pak? 

1 Bimbingan administrasi, maupun manajemen dan lain sebagainya itu melalui 
pendamping. Pendamping desa dan pendamping kecamatan. Pendamping desa dan 
kecamatan membuat semacam laporan triwulan maupun per bulan untuk keadaan 
kegiatan tersebut. Bagaimana mereka melaksanakan di lapangan. 

P Kalau pendamping Icecamatan seperti apa, pak ? 
1 Untuk sukamara untuk tahun 2012 saya lupa namanya,lcebanyakan. 
P Kalau pembina kabupaten siapa, pak ? 
I Pembina kabupaten untuk tahun 2012 itu mas Chandra. 
P Pendampingan itu berapa lama di laksanakan? 
1 Sebenamya pendampingan itu selamanya. lnsentif pendamping ditanggung selama 

satu tahun. Terus ditambah dengan dana sharing dari dinas sosial kabupaten selama 
1 tahun. Jadi berjumiah 2 tahun yang ditanggung. Tapi pendampingan itu tetap 
seterusnya. 

P Jadi dana sharing dari kabupaten tu hanya untuk dana pendampingan? 
1 Insentif pendampingan dengan dana sosialisasi. Sharingnya dari kabupaten cuma 

itu aja. Untuk sosialisasi itu maksudnya untuk mergadakan pendataan yang 
pertama, yang Icedua peninjauan Ice lapangan, yang Icetiganya melalcsanalcan 
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sosialisasi kepada KUBE bersangkutan, memberikan pemahaman, pengarahan dan 
sebagainya, kami ambil narasumbemya dari propinsi dan didampingi oleh kami 
sendiri dari Dinas Sosial. 

P Kalau SOPnya ada nggak pak ? 
I Standarisasi pelaksanaan kegiatan, maksudnya ? 
P Apakah provinsi atau pusat membuat SOP? 
I Maksudnya standarisasi pembelanjaan? 
P Bukan. Pelaksanaan kegiatannya, kan ada petunjuknya, misalnya sosialisasi sekian 

kali, evaluasi sekian kali. Apa lengkap disini aja Ouknis)? 
I Disini hanya ada ootuk pembinaan dan itu memang tidak ada standamya. Rasanya 

itu tidak ada. Tapi disini ada melaksanakan pertemuan minimal sebulan sekali. 
P Moogkin itu SOPnya pak? 
I ltu maksudnya kepada KUBE yang bersangkutan, bukan kami. 
P 000... jadi KUBEnya melakukan pertemuan. 
I Ya. Pertemuan antar mereka itu minimall bulan sekali. Jadi mereka bisa membuat 

laporan dan sebagainya, keadaan temak mereka. 
P Laporannya lancar pak? 
I Ya. Alhamdulillah, kalau seandainya memang diminta propinsi dalam satu taboo 

itu lancar dari KUBE - KUBEnya. 
P Saya baca dari Iiteratur ini. Apakah Pemda melakukan penghimpunan dana dari 

masyarakat dan dunia usaha dalam mendukoog pembinaan KUBE? 
I Tidakada 
P Jadi mumi dari pemerintah saja. Lalu, laporan. Berarti laporannya itu kan dari 

Bupati pak ya, alas nama Bupati kepada Gubemur dan Kemensos, itu berapa kali 
pak dalam setahun ? 

I Laporan 4 kali dalam setabun, per triwulan. 
P Apakah ada rekanan atau pengusaha yang dijadikan partner? 
I Untuk sementara ini kita berum adaKami memang pernah saat sosialisasi kemarin 

di propinsi, mengusulkan kepada mereka yang punya usaha seperti lahan sawit dan 
sebagainya yang berada di daerah kita untuk bisa membantu usaha kita ini pada 
masyarakat, namoo jawaban dari perusahaan belum ada petunjuk dan juknis dalam 
hal ini. 

P Lalu LKM (Iembaga keuangan mikro) yang dilibatkan ada? 
I Tidak ada. Kalau Perbankan, BRI yang dilibatkan dalam setiap pelatihan. 
P Lalu kalau kelembagaan lokal, peran RT, RW, Lurah itu bagaiamana pak ? 
I Peran RT dan Lurah itu hanya dalam pendataan. Setelah itu tidak ada lagi 

keterlibatan mereka. Pendampingan tidak ada, pemantauan juga sudah ada dari 
pendamping desanya. 

P Kalau LKM tadi pak, dia tidak terlibat kama memang tidak ada LKMnya atau 
mereka memang tidak mau terlibat? 

I Mikro, maksudnya? 
P seperti jenis-jenis kelompok pengelola keuangan, misalnya koperasi? 
I Nggak ada. Memang 'lggak ada, kama inikan memang istilahnya bantuan langsung 

kepada masyarakat. Jadikan ndak ada melibatkan yang lain. 
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P Apakah di propinsi pemah diadakan sosialisasi? 

I Kalau untuk di propinsi ada, itu melalui dana propinsi, dana sharing mereka. 
P Berapa kali, pak ? 
I Kalau sosialisasi di propinsi satu kali. Satu kali untuk pembina. 
P Jadi pendamping-pendamping dibawa kesana ? 
I Pendamping kecamatan, pendamping kabupaten langsung ke propmsl. Kalau 

pembina itu atas nama kepala dinas.Kalau pembina, ada kegiatan sendiri. 
P Pembina sosialisasi sendiri ? 
I Pembina dia terdiri atas kepala dinas sosial, (sosnakertrans)kab terns ditambah 

denganBRI, terns BAPPEDA, dan ditambah dengan kepala desa. 
P ltu masuk dalam kategori pembina. Lalu kalau untuk pendamping ada lagi 

sosialisasinya ? 

I Untuk pendamping soaialisasinya ada, tersendiri. Pendamping ke propinsi, 
pendamping kabupaten, pendamping kecamatan dan pendamping desa 

P Setiap kelompok ada pendampingnya pak? 
I nggak ada. Setiap kelompok nggak ada pendamping, Cuma desa aja 
P Berarti satu pendamping itu bisa menangani 5 sampai 6 kelompok. 
I Iya. 5 sampai 6 kelompok. 
P Untuk tingkat kabupaten,apakah ada lagi sosialisasinya? 
I Tingkat kabupaten ada.Kalau tingkat kabupaten itu langsung kepada 

KUBEnya.Ketua, bendahara, sekretaris. 3 orang itu yang kami panggil untuk 
soaialisasi. 

P Kecamatan? 
I Kecamatan tidak ada sosialisasi.Kecamatan masuknya di pendamping yang 

pertama tadi. Kecamatan masuknya di pendamping desa. Pendamping kabupaten, 
pendamping kecamatan, pendamping desa disitu tennasuk sosialisasinya jadi 2 kali 
dalam I tahun penerlmaan. 

P Oke. Narasumbemya dari ? 
I Narasumbemya dari propinsi. Ditambah dari dinas (kabupaten). 
P Metode Sosialisasinya? 
I Metodenya tentang pelaksanaan KUBE. 
P Ada diskusi pada saat sosialisasi ? 
I Ada diskusi didalamnya. 
P Materi apa saja yang disampaikan ? 
I Materinya mengenai veriftkasi KUBE tahun 2012, bimbingan teknis sosial, 

operasionalpendampingan sosial, hanyamenjelaskan bagaimana caranyauntuk 
pengelolaankeuangan tersebut dan pertanggung jawabannya, disitulah yang 

disosiaiisasikan 
P Oke. Kan harns ada komitmenldukungan dari semua SKPD terutama yang terkait. 

Misalnya kalau petemakan berarti Dinas Pertanian dan petemakan, kalau perikanan 
dengan Dinas Perikanan, kalau industri-industri tadi dengan Dinas Peridustrian. 
Apakah ada komitmen dari SKPD-SKPD itu, pak ? 
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Memang kami pembinaannya sewaktu ada keluhan-keluhan dari masyarakat itu, 
sepertinya seandainyatemaknya ada mengalami sakit, mereka kita arahkan untuk 
menghubungi PPL yang ada disana. 

P Dinas-dinas tadi pemah diundang dalam sosialisasi ? 
I Waktu pembukaan semua dinaskita undang. 
P Pembukaan saja? 
I Iya. Dalam pembukaan, namun dalam sosialisasinya mereka sudah tidak mengikuti 

lagi. 
P Apakah KUBE-KUBE itu menandatangani kontrak, pak ? 
I Tidak. Mereka mempunyai proposal. seperti gini bentuknya. Ini dasar pengajuan 

miskin, maksud dan tujuannya, terus disini programnya KUBE tadi terus ditambah 
dengan nama-nama anggotanya. Terus disini mereka menandatangani surat 
pemyataan. 

P Iya. Yang isinya ? 
I Yang isinya seluruh anggota KUBE siap menerima bantuan KUBE fakir miskin 

tabun (misalnya) 2012 dari Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Tengah. Yang kedua 
seluruh anggota KUBE beljanji akan memanfaatkan dana bantuan yang diterima 
untuk dibelanjakan sesuai usulan yang tertuang dalam proposal. mereka kan 
mengusulkan, merencanakan apa yang direncanakan dari awal tadi. 10 orang sudah 
rapat menentukan bidang usaha mereka Terus yang ketiga apabila kami 
membelanjakan barang-barang tidak sesuai dengan usulan yang tertuang dalam 
proposal kami akan siap mengembali, mengganti dan mempertanggung jawabkan 
serta menyetor ke kas negara sesuai per?turan perundang-undangan yang berlaku. 

P Apakah ada pelatihan bagi mereka ? 
I Pelatihan untuk kelompok KUBE hanya dalam sosialisasi tu aja. 
P Jadi belum pemah dan tidak ada pelatihan pak? 
I Kalau dari dinas kami memang untuk itu tidak ada. Kalau dari dinas lain saya tidak 

tabu. 
P Bagaimana dengan laporan kelompok, wajib ya pak?Dan bagaimana selama ini. 

lancar pak? 
I Lancar. 
P Menurut bapak apa kendala dari pelaksanaan KUBE ? 
I Kendalanya memang banyak, terutama untuk bersatu, itulah yang susah.Daiam 

kelompok, dalam kebersamaan pengelolaan/merawat temak. ltu kendala yang 
terutama. Yang kedua, kendalanya, keahlian mereka dalam bertemak, misalnya 
cara pengobatan sapinya, mereka tidak memahami bagaimana caranya betemak, 
ataupun bagaimana mengeIola keramba ikan, keahlian mereka masih terbatas. 

P Apakah tidak ada pelatihan dari dinasterkait pak? 
I Dari dinas terkait tidak ada pelatihan menunjangkegiatan tersebut karena memang 

tidak ada juknisnya, tidak ada petunjuk dari sana bahwa sasaran program ini hams 
dilatih dulu. 

P Dari sekian kelompok, 35 kelompok tadi pak? Apakah seduah ada yang berhasil 
menurut sepengetahuan dinas? 
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Untuk tahun 2012 kita anggap kalau mereka yang temak sapi boleh dikatakan 

sudah berhasi1. Mereka yang dulunya 4 ekor sekarang sudah ada 5 sampai 6 ekor. 

P Kelompok mana yang paling baik ? 

I Memang untuk daerah sukamara, menurut hasil pantauan, kita Iihat yang baik 

sedawak (Desa Natai Sedawak). 

P Desa Kartamulia belum ya? 

I Kartamulia belum, kita memantaunya sarnpai itu aja. Kalau di daerah Sukarajajuga 

belum, daerah anujuga belum. 
P Faktor apa yang sangat membantu dalam pelaksanaan KOBE. 
I Faktor yang membantu didalam pelaksanaan dinas ya terutama pendarnping 

P Apakah pendamping aktif semua pak? 

I Pendarnpingnya aktif. Dari pendarnping desa, kecamatan, pendamping kabupaten. 
Pendarnping kabupaten terus ditambah pendamping kecamatan dan desa. ltulah 

yang membantu untuk pembinaan ini. 
P Harapan dinas untuk KOBE ini kedepan? 

I Harapan dinas memang tidak terlalu muluk-muluk ya. Harapan Dinas itu, 
mengharapkan kepada masyarakat yang sudah diberikan bantuan itu supaya dapat 

mengelola dari dana yang memang sudah sebenamya minim sarna sekali 20 juta 
untuk 10 orang, bisa memanfaatkan maksimal mungkin dengan proposal yang ada, 

yang telah diajukan pada karoL Harapan karoi, dari proposal yang ada dia bisa 

membelanjakan walaupun dana itu tadi sangat minim sekali. Harapannya supaya 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

P Oke Terimakasih. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41638.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Lampiran 5 

HASIL WAWANCARA ANGGOTA KUBE 

Nama : CHANDRA SUSILO,S.Sos(INFORMAN 2) 
labatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial & Penanggulangan Kemiskinan 
Waktu : lumal, 24 Mei 2013 

P Kalau boleh tau, pak Chandra di Dinas Sosial menjabat sebagai apa ? 
I Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. 
P Baik, pak. Kalau saya tidak salah ingat tadi, setelah saya mewawancarai Kabid 

SosiaI, katanya bapak juga sebagai petugas pendamping tingkat kabupaten untuk 
KUBE tahun 2012. 

I Iya. 
P Latar belakang kebijakan program KUBE di sukamara ini. Apakah ada faktor lain 

selain dari faktor kemiskinan, pak ? 
I Kalau latar belakang, memang pada dasarnya kita mengambil dari data kemiskinan 

yang sudah ada dari BPS, yang kedua kita lihat dari faktor tingkat kesibukan dan 
perkeJjaan. ltu yang melatar belakanginya. 

P Terus kalau tujuannya dari kegiatan KUBE ini apa pak? 
I Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan baik dari anggota KUBE maupun 

pribadi yang lebih utama adaIah untuk membantu perekonomian keluarga, untuk 
meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. 

P KaIau manfaatnya, pak ? 

I Mafaatnya KUBE ini agar kelompok-kelompok yang mendapatkan bantuan ini bisa 
mengembangkan dan memanfaatkan bantuan yang didapat sesuai dengan proposal 
yang diajukan untuk menjalankan KUBE sesuai dengan keinginan yang telah 
ditetapkan bersama. 

P LaIu mengenai sasaran pak, untuk tahun 2012 itu desa mana yang mendapat 

bantuan KUBE? 
I Di kecamatan Permata Kecubung, yaitu Desa Ajang, Desa Laman Baru , Desa 

Semantun, Desa Nibung TeJjun, dan Desa Natai Kondang. 

P Kalau di Natai Sedawak itu pak, tahun berapa? 
I ltu di Natai Sedawak tahun 2012. Tahun kemaren. 
P Saya ingin tau tahapan pak, mengenai proses awal yang dilakukan sebelum 

kelompok usaha bersama ini dibentuk ? 

I ltu biasanya kita diberi tahu oleh pihak propinsi untuk melakukan pemetaan, 

mencari warga masyarakat yang kurang mampu untuk dibentuk kelompok­
kelompok sesuai dengan jumlah yang diminta dari propinsi. 

P Pemetaan yang bapak maksud itu, kegiatan mendata itu ya pak? 

I Va. ltu pemetaannya. 

P Berarti dari propinsi atau dari pusat itu belum ada data sebelumnya? 
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Kadang mereka sudah ada sebagian datanya, sedikit tapi tidak komplit. Kemudian 
kita disuruh cek ulang dengan veriftkasi data ootuk menentukan keakurasian data 
tersebut. 

P Yang melakukan pendataan siapa ? Dari dinas, atau dinas menugaskan orang lain 
atau bagaimana? 
Kalo dari dinas ya kita sendiri yang turun, bersama staf-staf yang lain. Terns 
dibantu aparat-aparat desa setempat yang mendapatkan bantuan KUBE itu. 

P Oke, dalam pelaksanaan implementasi bantuan KUBE ini pak, apakah ada SOP 
atau standar operasi system yang dibuat dalam pelaksanaan program ini ? 

I Ada dari pusat langsoog, dari propinsi ada buku juknis pelaksanaan kegiatan 
penanggulangan kemiskinan perdesaan Kalimantan Tengah taboo 2012 ini, jadi 
kita mengacu dari petunjuk yang sudah ada. 

P Apa saja kegiatan pengelolaan dan pengembangan kelompok usaha bersama yang 
disediakan oleh dinas ? Maksud saya jenis-jenis usahanya pak, bisa untuk apa saja 
bantuan itu ? 
Kalo jenis usaha, bisa dari sektor pertanian, perikanan atau perkebooan, terns 
peternakan. ltu bisa dikembangkan. 

P Siapa yang menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan. Kelompok sendiri, 
atau dari dinas, atau darimana pak ? 

I Biasanya kita beri kesempatan mereka ini, rapat intern kelompok KUBE, jadi 
mereka menentukan sendiri jenis usahanya, maooya apa gitu. 

P Dengan memberikan bantuan kepada KUBE itu. perubahan apa yang diinginkan 
dari program ini. Terhadap kelompok penerima bantuan? 

I Agar setiap kelompok ataupoo orang per orang yang ada didalam situ 
bisameningkatkan ke tarafhidup yang lebih baik. 

P Berapa besar bantuannya? 
I Kalo taboo kemarin itu 20 juta, kemoogkinan tabun ini kalau nggak salah ya sarna 

20 juta per kelompok. 
P Kalau perkembangannya pak ? Menurut pandangan dinas sosial, selaku pelaksana 

dari kebijakan ini,bagaimana perkembangannya di taboo 2012? 
I Kalau ootuk perkembangan kayanya masih belurn begitu kelihatan. Soalnya masih 

dalam tahap pengelolaan dan pengembangan, jadi kalo ootuk yang kemajuan yang 
lebih banyak gitu kayanya belum. Karena kalo ootuk temak itukan perlu waktu 
yang cukup lama ootuk mengembangkan sampai dia melahirkan dan besar gitu. 

P Kalau di taboo 2012, bulan berapa diloocurkan ? 
I Kalau tidak salah bulan Me~ sekitar Me~ J~ Juli itu. 
P Anggap saja dari juli. Apakah sampai sekarang belurn kelihatan 

perkembangannya? Misalnya kalau dia temak,bertambah besar, kelompoknya 
beIjalan baik atau bagaimana, itu belurn kelihatan, ya? 

I Kalau untuk ternak, sudah ada yang melahirkan,ada yang 2, adayang 1. 
Kemoogkinan bisa ada yang lebih. 

P Dari sekian desa yang mendapat bantuan KUBE, desa mana yang cukup baik 
rerkembangannya, yang bisa dilihat ? 
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I Kalau untuk temak yang tahun 2012 itu, Mungkin desa natai sedawak atau 
kartamulia. 

P Dalam hal pelaksanaan, apakah Dinas Sosial menggandeng pihak laindalam 
pelaksanaan pemanfaatan bantuan KUBE ini? 

I Untuk tehnisnya, dari awal biasanya seperti BAPPEDA itu pemah dilibatkan juga, 
BRI, camatnya, kepala desa dan aparat-aparat yang lain. 

P Kalau pendamping pak, apa saja kegiatannya selama dia menjalankan tugas 
pendampingan? 

I Pendamping itu tugasnya membantu apabila kelompok mengalami kesulitan baik 
dari pengelolaan, verifikasi dan pembuatan laporan, masalah komunikasi dengan 
dinas terkait. Jadi tugas pendamping inimembantu kelompok itu untuk 
melaksanakan tugas-tugas yang memungkinkan kelompok ini melaksanakan tugas. 

P Berapa lama masa tugas pendamping? 
I Biasanya kalo dari propinsi itu sekitar 6 bulan. 
P Kalau kemaren bulan Juli, artinya saat ini sudah habis masa tugas pendamping? 
I Iya. 
P Berarti KUBE 2012 tidak ada pendamping lagi? 
I Bukan begitu, yang saya maksud dari segi honorariumnya. Kalo tugas-tugasnya 

apabila masih diperlukan, diminta laporan, mereka tetap mengeljakan. 
P Bagaimana keaktifan Pendamping tingkat desa saat ini? 
I Sebenamya mereka sering komunikasi dengan kita.Terkadang jika ada 

permasalahan mereka minta petunjuk dengan kita. Kadang menyampaikan 
perkembangan terhadap KUBE-KUBE tersebut. 

P Apakah selamaanggota KUBE mendapat pelatihan menjalankan usahanya? 
I Kalo untuk menjalankan usaha, kayanya belum ya. Yang ada itu cuma sosialisasi 

pemanfaatan bantuan aja. 
P Oke. Kalau gitu kita bicara sosialisasi sekarang. Sosialisasi di tingkat mana saja 

dilaksanakan? 
I Pertama di Palangkaraya, di propinsi. 
P Pesertanya, pak? 
I Pesertanya dari Dinas Sosial, Bank BRI, Camal, Kepala desa yang bersangkutan. 
P Kalo pendamping? Ikut ya? 
I 000... itu beIum. ltu tahap ke-2. 
P KaIau di tingkat Kabupaten, sosialisasinya? 
I ltu biasanya dilaksanakan di kecamatan yang mendapatkan bantuan. ltu khusus 

untuk para anggota KUBE 
P Pada saat sosialisasi di tingkat propinsi, apa saja yang disampaikan? 
I Biasanyajuknis, mereka menjelaskan petunjuk teknis bagi pendamping. 
P KaIau ditingkat kabuparen,materi sosialisasinya? 
I Hampir sarna dengan ini, cuman itu lebih ke pengelolaan. 
P Kalau di tingkat kabupaten dan kecamatan,siapa pesertanya? 
I Kalau ndak salah dari 10 orang itu 3 yang diundang, Ketua, sekretaris, Bendahara. 
P Pematerinya dari mana? 
I Narasumbemya dari palangkaraya, dari Propinsi. 
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P Kira-kira peserta mengerti isi materi yang disampai itu ? 
I Kalo mengerti kayanya mengerti. Kama yang saya lihat waktu itu sosialisasi itu 

sudah cukup jelas dan terarah yang disampaikan, tergantung penangkapan peserta 
saja. 

P Apakah untuk pendamping kabupaten, kecamatan, dan desaada peJatihan untuk 
mereka? 

I Ada. ltu sebenarnya panggiJan tahap ke-2 nya, di propinsi. Jadi untuk pembina, 
pendamping kabupaten, pendamping kecamatan dan pendamping desa. 

P Hal-hal apa saja pak yang disampaikan ? 
I ltu tentang pelaksanaan petunjuk teknis dilapangan bagi pendamping. 
P Kira-kira faktor apa yang menjadi kekuatan atau pendukung bagi berhasilnya 

pelaksanaan KUBE di sukamara. 
I Yang pertama ituadanya kepedulian atau perhatian dari instansi terkait, yang ada 

hubungannya dengan bantuan itu. Yang kedua faktor keinginan para anggota 
KUBE untuk memajukan dan memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya, saya 
kira itu yang lebih penting. 

P Bagaimana di dalam peJjalanannya, apakah ada anggota KUBE yang 
mengundurkan diri ? dari kelompok? 
ltu biasanya dari kelompok itu membuat surat pernyataan mengundurkan diri, 
kemudian itu boleh digantikan dengan orang yang terdekat disitu. Boleh 
keluarganya, tapi khusus yang tidak mampu. Keluarga tidak mampu atau keluarga 
terdekat atau yang jauh atau orang lainboleh menggantikannya. 

P Yang mundur berarti hak - hak nya hiJang ya pale? 
I Iya, itu pasti, kita pastikan hak-haknya hilang, dia tidak dapat apa-apa. 
P Sekarang tentang keluarga miskin. Standar jawa dengan standar kita di kalimantan 

kan beda. Tentu Dinas Sosial Sukamara punya standar sendiri untuk menentukan. 
Gambaran wnumnya pak, bagaimana standar keluarga miskin itu, yang dipakai 
oleh Dinas Sosial Sukamara? 

I Memang ada perbedaannya di jawa dengan disini. Kalau di Sukamara, kita melihat 
yang pertama itu dari tingkat pendapatan per bulan atau per hari. Jadi disitu 
standarnya kita melihat faktor kemiskinan itu. 

P Mereka kan wajib membuat laporan Bagaimana mekanisme pembuatan sampai 
kepada penyampaian laporan yang diIakukan oleh KUBE, pak ? 

I Yang pertama, biasanya ada surat dari propinsi. Mereka meminta agar penyaluran 
bantuan itu diJaporkan. Dimulai dari kelompok, pendamping kecamatan, dan 
kabupaten. Jadi dari kita memerintahkan ke kelompok KUBE untuk membuat 
laporan. Kemudian dari kelompok KUBE itu diserahkan ke pendamping desa. 
Kemudian pendamping desa membuat lagi laporan dan disampaikan ke kita. Kita 
merekap semuanya, kita bikin laporan kemudian kita sampaikan ke propinsi. 

P Berapa kali dalam setahun yang wajib membuat laporan? 
I Minimal 2 kali. 
P Selarna ini bagaimana keaktifan mereka membuat laporan? 
I Untuk yang 2011 Japorannya sudah selesai. 
P Yang 2012 ? 
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I Iya. 2 kali. 
P Personil di dinas yang khusus menangani KUBE ini, berapa orang pak? 
I Jumlah nya 7 orang, dibantu oleh seksi-seksi yang lain. Kita berkerja sarna disitu. 
P Apakah daJam menentukan target atau kelompok yang akan menerima bantuan ada 

campur tangan dari alas, dari pimpinan umpamanya atau dariyanglebih alas lagi. 
I Biasanya kita langsung terjun ke lapangan. Kerja sama dengan aparat desa. Jadi 

kita minta bantu, kan mereka lebih tabu. 
P Apakah sebelum menetapkan itu dinas sosial koordinasi dulu ke atas, ke Sekda 

umpamanya atau Bupati gitu? 
I Tidak. Kita ini sudah punya data masalah itu, jadi kalo ada kekurangan tinggal 

nyari kekurangan itu. 
P Selama pelaksanaan kegiatan, dari 2011, 2012 sampai sekarang ini, hambatan yang 

dirasakan itu apa? 
I Hambatan yang dirasakan itu dari segi pengelolaan.Pengelolaan jenis usahanya, 

karena para anggota KUBE ini, mereka banyak bekerja hari-harian. Jadi 
pengelolaan usaha agak kurang. Kurang kerjasarnanya dalampengelolaan. 

P Tidak folrus gitu, ya ? 
I Tidak folrus untuk mengelola itu, jadi kita kesulitan disitu. Untuk pengawasan 

masalah itu. 
P Terakhir, pak. Harapan bapak kedepan untuk kebijakan program bantuan KUBE 

ini, khusus di sukamara bagairnana? 
I Harapannya kita dari dinas sosial itu, saya rasa sarna lah dengan harapan dinas 

sosial yang lainnya. Dengan adanya bantuan ini, dibarapkan dapat membantu 
meningkatkan perekonomian, baik dari kelompok maupun orang per orang di 
dalam kelompok itu. Paling tidak dia meningkatkan kehidupan ekonomi 
keluarganya sendiri. Saya kira itu. 

P Oke, pak. Terima kasih alas waktunya, saya kira itu saja yang saya tanyakan. 
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Lampiran 6 

RASIL WAWANCARA ANGGOTA KUBE 

NAMAKUBE : MAJU BERSAMA 3 (DESA NATAl SEDAWAK) 
(INFORMAN 3) 

JENIS USAHA : TERNAK SAPI 
TGL WAWANCARA : 24 Mei 2013 (pukuf 15.30 WIB) 
NAMA ANGGOTA : SURYADI 

P Bapak kelompok berapa? 
I Kelompok 2. 
P Kelompok 2, bapak ketuanya? Bapak Umpi ya? 
I Bukan. Saya Suryadi. 
P Disini bapak tertulis kelompok 3.0ke, Bapak tahunya ada bantuan untuk KUBE ini 

darimana? Infonnasi dari mana? 
I Pertama kali infonnasi dari pak Hengki. 
P Pak Hengki tu...? 
I Pak Hengki ini kalau tidak salah Ketua Pendamping. 
P 000.... Pendamping desa. LoyolaHengki itu ya? 
I Ya. 
P KUBE ini kan menambah waktu, merepotkan. Kenapa bapak bisa mau ikut juga? 
I Kama kan kita, kaIau kita sekarang ada kegiatan sore-sore baiknya kita meluangkan 

waktu untuk apa, bepelihara, betemak. 
P 0 gitu, sebelurn jadi anggota KUBE, bapak kelja apa ? Dulunya. 
I Dulu saya RT. 
P 000... RT. Kalo sehari-harinya pak, keljanya ? 
I Saya Tani. Tani di belakang rumah mah. Tanam sayur apa. 
P Kalo, mohon maaf kalo penghasilan ? Sebelurn masuk KUBE, bapak. ltu taninya 

tani apa pak ? 
I Tanam sayur mah, banyak. Kacang panjang. 
P Hasilnya dijual ke pasar ? 
I Jua1 ke orang yang, apa, penampung-penampung. 
P Berapa tahun pak, sudah ? 
I Kalau yang ibaratnya betanam itu, aku baru setahun lebih ja, baru. 
P Sebelum itu ? 
I SebeIum itu kan aku masih keJja kayu. Ikut nyensor. 
P 000... keJja kayu gitu. Ya oke, sekarang kan dilarang kan ya, makanya jadi Tani. 

Selama setahun pale, pengalaman setahun jadi Tani, rata-rata bapak penghasilan 
berapa, pak ? 

I Sebulan ? Ndak nentu, kadang-kadang ada 750, ada sampai 900, itu ndak tentu. 
P KUBE ni kan usahanya sapi pak ya, berarti belum ada hasil pak, ya ? 
I Be/urn. 
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P Tapi perkembangannya gimana? 

[ Lumayan Jab. ltu kan disini kan kalau dilihat kemaren kami kawinkan. Kama kan 3 
tu kan kalaujadi melabirkan yang 3. Yang namanya kelompok ne 10, orangnya 10, 

sapi kan hanya dapat 4, maksudnya tu giliran. 

P Sapi itu bapak beli sendiri, atau dan bantuan itu sudah berupa sapi ? 
I Bantuan, beli sendiri. Hanya bantuannya kan hanya uang. 

P Bantuan uang. 

I Uang kan Jewat BRI 

P Terus bapak beli sendiri sapinya ? 
I Beli sendiri. 

P Carl sendiri ya, pak. Sekarang sudah kawin, sudah bunting? 

I Arnun aku kemaren sarna si Nani, bilangnya dab kawin kalo, sudah itu katanya, 

kama dia itu masalab sapi sudah pandai, dah ada pengalaman, katanya sudah 
kawin. I bulan kemaren dikawinkan, sapi yang laki-Iakinya minjam sarna Nani tu. 

P Berarti sapi kelompok bapak betina semua, 4 ekor? 

I Ada I laki-Iaki. Tapi belum pandai kawin. 
P Kesulitan ndak pale, pelihara sapi itu ? 
I Kendalanya ini aja, sekarang kan parit tu sudah pada bersih. Dulu kan enak carl 

makannya, kalo sudah bersih tu susah. 
P Jadi kendalanya carl makannya. Tapi kalau masalah cara pelihara sapi sudah tau ? 

I Tau. Ya kasih minurn itu kan. Hanya, hanya beratnya I tidak ada pemeriksaan 

entah sapi ini sehat atau tidaknya. 

P Dinas ndak pemab meriksa ? 
I Iya. Kok dan dulu tu kok kenapa kaya gini. Hanya diberi bibit tapi ndak ada itunya. 

Nggak ada misalnya diperiksa... 

P : NggaJc dibina. 
I : Ndak diapakan misalnya sapinya. 

P : Orang dinas pemah kesini ? 

I : Ndak pemab 
P Selama berapa bulan ini ? Sudab berapa bulan bapak dapat bantuan ini ? Ada 

setahun? 

I Belurn. Belurn setahun 

P Belurn setahun ya. Kan 2012 pak ya, bulan berapa pak itu ? 
I Bulan delapan. Apa bulan berapa itu... 
P Bulan delapan, berarti barn hampir 9 atau 10 bulan pak ya. Berarti urnur sapi di 

bapak tu sudah kurang lebih segitu ? 
I :Ya. 
P Kalau pendarnping pemah datang ? 

I NggaJcjuga. 
P NggaJc pemab datang ? 
I NggaJc pernah. Sebenamya kan ketua kelompok pendamping tu kan apa keluhan 

warga itu., harusnya didekati. Kan dia perantaranya kan. 

P Jadi selama ini bapak, kelompok bapak ada keluhan apa tidak ? 
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Ya... keluhannya itu aja, sapi ini cari nunputnya agak susah, tidak seperti dulu. 
Cari nunputnya. 

P Waktu itukan bapak kan diminta membentuk kelompok. Kenapa langsung pilih 
usaha sapi? 
Nah... inilah namanya sosialisasi tidak jelas,sebenarnya kalo kemaren diberitau 
bahwa ada bantuan dari, umpamanya dari propinsi sekian. Nah kita bentuk 
kelompok ataupun mengajukan mau nanam apa, apa kelompok petani atau 
kelompok ikan atau kelompok apa temak gitukan enak. Ini nggak, langsung sapi. 

P 0 jadi pada saat sosialisasi, langsung disebut sapi. 
I Dari ketua pendampingnya ini ndak ada disebutkan ini dapat untuk apa, betanam, 

atau untuk kelompok pelihara ikan. 
P Jadi langsung diarahkan ? 
I Atau perkebunan kan seperti itu kan, entah sawit entah apakah kare!. 
P Bapak kan pemah bertani ya? Sebelum petani kerja kayu. Berarti, keahlian bapak 

bukan di petemakan? 
I Namanya kita kurang pengetahuan, pembinaan itu tidak ada. Langsung aja kita 

ambil sapi. 
P Tapi sekarang berjalan 
I Berjalan 
P Apakah bapak yakin sapi itu akan berhasil? 
I Ya. Moga-moga berhasil. Yang namanya belajar, sampai 

yang mengundurkan diri. 
P Anggota bapak? Berapa orang ya'1g mundur? 
I Yang mundur sudah 4 orang. 

ternan-ternan banyak 

P Kan mereka dapat bantuan I orang 2 juta? Kalau mundur itu gimana? 
I Begini. Dalam kelompok sudah ada pertemuan. Kita itu kan kerja gotong royong, 

berkelompok. Sepakat bergiliran, I hari siapa, I hari siapa. Nab, dibuat janji 
begini, bila kita berhenti di tengah jalan, kita tidak bisa tarik duitnya. Karena kita 
sudah beli barang (sapi). Duitnya sudah tidak ada, apa yang mau digantikan. 
Tergantung kita aja, yang mau berhenti itu, tinggal pengertian kita aja, seperti apa 
jika ada orang yang bebannya agak terberat ya kita kasih saja Waktu itu ada juga 
yang keluar, dikasih, tapi tidak sepenuhnya Sekedar meringankan beban dia saja, 
saat dia bekelja beberapa bulan. Kalau kita cukupi sampai 2 juta, tekor kita 

P Kenapa dia berhenti pak? 
I Kendalanya, mencari rumput, makanan itu. Mereka tidak sanggup. 
P Tapi kan kalau mundur, rugi dia. Duitnya hHang. 
I Makanya sebelum mereka mundur itu, kita katakan, rugi endak? Karena kita tidak 

mengganti se full-fullnya, tapi hanya sekedar itu saja, meringankan beban dia saja. 
P Apakah bimbingan tidak pemah ada? 
I lya, tidak pemah. Di Sedawak sana yang mundur sampai 5 orang. Ada yang 7 

orang, kelompoknya hanya tinggal 3 orang. Kelompok Pak Kades tinggal 3 orang 
saja 

P Kelompok siapa itu? 
I Kelompok pak kades. 
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P Pak Kades masuk kelompokjuga? 
I Ya, waktu itu kan dia mencalon. Sapi itu datangnya pas waktu pencalonan. 

Sebelum Pak Kades dilantik sapi sudah datang. 
P Siapa yang membeli sapi? 
I Ketua dan anggota kelja sarna membelinya. Kita kan dititipi uang lewat BRI, 

uangnya ada 20 juta. Nah kita beli sapi. Transportnya berapa, kita hitung, ongkos 
orang meneari, berapa biayanya, kita kasih uang rokok, jadi dihitung semua. 

P Lalu, mengenai laporan. Kan kelompok wajib membuat laporan? Bapak bisa 
membuat laporannya? Atau tidak pemah bikin? 

I Tidak pemah bikin. 
P Pada saat sosialisasi apakah disarnpaikan kewajiban membuat laporan? 
I Kan begini, kalau tidak salah dengar, dalam setahun entah berapa kali 

pemeriksaan, dicek, umpamanya apakah sapinya kurus, apakah cacingan, mungkin 
dari dinas-dinas memberi tahu, mereka yang tau bagaimana caranya. Ini tidak ada 
(tidak pemah diperiksa). 

P Siapa yang memberi pengarahan saat sosialisasi? Darl mana? 
I Utusan darl Palangka (Provinsi), itu aja. 
P Tapi belum mengerti? 
I Belum mengerti.Yang disampaikan oleh beliau cuma begini, uang ini tunai, tidak 

boleh dipotong atau dikurangi oleh siapapun, satu ribu pun. Kalau sampai ada 
pemotongan, laporkan. 

P Apakah saat masuk kelompok ada uang pendaftaran? 
I Ga ada 
P Pemah diadakan pelatihan? Dinas datang memberi pelatihan cara betemak sapi 

yangbaik? 
I Gapemah? 
P Kewajiban anggota kelompok apa pak? 
I Ya eari rumput itu, bikin kandang. Beli seng, kan perlu biaya, itu iuran. Diluar 

yang 20 juta itu. 
P Jadi kalau ada keperluan lain, anggota iuran pak ya? 
I Iya. Iuaran. 
P Cara carl umpannya bagaimana? 
I Bergantian, besok ada 2 orang, besoknya lagi 2 orang. 
P Apa harapan bapak dengan peDgalaman iDi. Tidak ada bimbingan, tidak ada 

kunjungan dinas. Harapan bapak apa? 
I Saya harap agar dinas jangan tabu beres aja, tolong lah teljun ke lapanagan, dilihat 

ini. Nanti kalau bantuan ini habis percuma, saki!, tidak berhasil, kan kasihan 
bantuan itu cuma-cuma. Jadi sia-sia. Tolong dilihat apa kekurangannya, apakah 
sakit sapi iDi. Contohnya kan yang lain-lain banyak yang agak kurus. 

P Punya bapak'! 
I Lumayan lah, yang namanya kita itu memperhatikan makanannya, minurnnya. 
P Itu aja pak yang ingin saya tanyakan, terima kasih waktu yang diberikan. Kita foto­

foto dulu sebentar. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41638.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Lampiran 7 

HASIL WAWANCARA ANGGOTA KUBE 

NAMAKUBE : MAJU BERSAMA I (DESA NATAl SEDAWAK) 
(lNFORMAN 4) 

JENIS USAHA : TERNAK SAPI 
TGL WAWANCARA : 24 Mei 2013 (pukul 17.00 WIB) 
NAMAANGGOTA : SAlMAN 

P Kelompok berapa sampean, pak ? 
I KUBE I kalau nggak salah. 
P Bapak siapa namanya ? 
I Saiman. 
P Berartj bapak bendahara? 
I Bendahwa? 
P Lupa denganjabatanbapak ini. 
I : Dulu katanya wakiI. Jadi, bendahara? Yang megang duit saya yo? 
P Dulu bapak taunya ada bantuan KUBE itu darimana, pak ? 
I ltu dari pemerintah. 
P Diajak apa tau sendiri? 
I Ya itu dulukan ada pendataan kelompok. 
P Yang mendata siapa? 
I Yang mendata si Loyola Hengki. 
P Loyola Hengki itu sebagai apa? 
I Pendamping. 
P Sebelum di KUBE ini bapak kerjanya apa? 
I Saya? Ya tani. 
P Tani apa pak ? 
I Ya tani. Sawit barn-barn ini aja. 
P Berapatahun bapakjadi tani? 
I Saya dulu kerja kayu juga. Selepas jadi kabupaten, saya tani. 
P Berarti berapa itu, sekitar I I tahun. 
I Iya. 
P Berhasil pak? 
I Yang nyata buat makan ya,,,, 
P Cukup? 
I Ya, kurangpun nggak begitu lab, kalau cukup sib belum. 
P Pada saat bapak jadi tani, mohon maaf pale, penghasilan bapak kira-kira per bulan? 

1juta, 1,5 juta, 2 juta ? Rata-rata•.• 
I Nggak nentu ya. Per bulan kalau dipukul rata 2 juta nggak mungkin dapat 
P Tapi pernah dapat 2 juta? 
I Kadang-kadang ya lebih, kadang-kadang yakurang.... Namanya orang tani tu 

pasang surutnya kan nggak nentu. 
P Berarti rata-rata 2 juta ya? 
I Ya, sambil kerja-kerja apa dah pokoknya. Namanya nggak mutlak kesitu. Tapi 

yang diutamakan ya itu. 
P Lalu setelah menjadi anggota KUBE, tetap jadi tani? 
I Saya? Ya tetap tani. 
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P	 Tadikan dapat bantuan KUBE. Satu kelompok dapat berapa pak? 
I	 Duit itu 20 juta. 
P	 Lalu dibelikan sapi? 
I	 Dibelikan sapidapatnya 4. 
P	 Darimana ceritanya kok langsung diputuskan beli sapi gitu? 
I	 Nah... itu dulukan gini, ngajukan dari sini kan udah bentuk kelompok ya.ltukan 

terusan ngajukan permintaan sapi. Katanya ada yang buat ikan, ada lain-lain. Lah 
sini terus mengajukan, kelompok sini I, 2 sampai 8 kalau nggak salah itu sapi 
semua. 

P	 Menentukan sapi itu gimana ceritanya?Kesepakatan atau diarahkan dari.... 
I	 Kesepakatan, itu kelompok. 
P	 Pemah dikunjungi, oleh dinas? 
I	 Kalo dinas setahu saya sihbelum. 
P	 Pendamping pemah datang? 
I yah.... sering dia datang itu. Sering Iihat-lihat. Nanya-nanya sama ketuanya 

mungkin. Saya tidak tahu. 
P Terus kalau sosialisasi pemah pak, ya? 
I Pemah 
P Yang disampaikannya apa aja, pak? 
I Yaa.. Masalah kelompok bersama itulah. 
P Terus, apakah ada biaya yang dikeluarkan selama di kelompok itu ? 
I Maksudnya dari.... 
P Kelompok. Anggota kelompok. 
I Anggota kelompok, kayanya belum ada. 
P Kan beli sapi, membuat kandang. Nah... dana kandangnya itu darimana? 
I Dana kandangnya itu gotong royong. Rumahnya itu kan sudah ada, terus gotong 

royong membuat pagar. Ya kalau membelinya itu, yang ngeluarkan biaya cuma 
beli gararn, buat minum. 

P	 Hambatannya apa pak, dalam berkelompok ini ? Yang dirasa menghambat. 
I	 Hanya ya... waktu-waktu sekarang itu ndak ada. 
P	 Kalo dulu? 
I	 Kalo dulu kan, yang lain sudah dapat sapi, kenapa kok saya belum. Padahal sudah 

ngajukan berapa kali, nggak pemah dapat. Saya terusan pemah, terus mas nani 
pemah, terus ujang tiga kali kalo nggak salah. Waktu bantuan-bantuan itu. 

P	 Harnpan bapak? Dengan adanya bantuan KUBE ini ? 
I	 Ya... mudah-mudahan ini sukses. Syukur-syukur diperhatikan, ditambahi lagi ya. 
P	 Beli sapinya sudah berapa bulan? 
I	 Ada 7 bulan, 8 bulan lebih. 
P	 Yang sudah dewasa apa anaknya yang dibeli. 
I	 Yang dewasa ya nggak dapat lah. 
P	 Tapi sudah bisa kawin ? 
I Ada yang sudah kawin, kan yang laki-Iaki itu saya milih yang besar. Harganya aja 

hampir 6 jutaan. Kalo yang udah kawin itu, 2 kalo nggak salah. 
P Sudah bunting? 
I Sudah. Tapi berapa bulannya itu yang kurang tau, namanya sapi dilepaskan. 

Kayanya sudah hamil yang 2 itu. 
P	 Kalo bimbingan dari dinas tidak ada pak, ya? 
I	 Bimbingan untuk ? 
P	 Carn pelihara sapi yang baik itu begini, supaya cepat bunting, cepat gemuk, gitu... 
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I ltu kayanya belurn ada. Nggak ada Tapi ya sedikit-sedikit k.n o.v. tlllll1OllIl.h 

pemah ngangon sapi. Nggak sepenuhnya. Lampiran 8 
P ltu aja pak, yang saya tanyakan pak. Terima kasih atas infonnasinya. 

BASIL WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KOBE 

NAMAKUBE : MAJU BERSAMA 4 (DESA NATAl SEDAWAK) 
(lNFORMAN 5) 

JENIS USAHA : TERNAK SAPI 
TGL WAWANCARA : 25 MEl 2013 (pukul 07.00 WIB) 
NAMA ANGGOTA :]AELANI 

P	 Bapak kelompok berapa? 
I	 4 
P	 Siapa namanya pak? 
I	 ]aelani 
P	 Bapak masih ingat kapan bergabung ke dalam kelompok KUBE? 
I	 Wab, tidak ingat, sudah lupa. 
P	 Sudah ada berapa bulan kim-kira? 
I	 8 bulan, tahun 2012 pak 
P	 Cerita awalnya seperti apa? 
I Nab, saya tidak tahu ceritanya. Tiba-tiba kawan datang memberi tahu, Ini ada bantuan 

sapi katanya. 
P Bapak kan punya pekerjaan lain. Kalau dikasih bantuan sapi, itukan menambah 

waktu. Kenapa ceritanya kok mau, kok tertarik? 
I Va, semua kawan kan sarna-sarna ada pekerjaan, sarna-sarna diluangkan lah 

pekerjaannya. Kan kita tidak sendiri aja, tapi berkelompok. 
P	 Satu kelompok berapa orang pak? 
I	 Dulu berapa orang ya?..... Kalau tidak salah 10. 
P	 Bapak di sini sebagai bendahara ya? 
I	 Ya 
P	 Waktu itu Bapak didata? Ada yang mendata ke rwnah-rwnah atau bagaimana? 
I	 Tidak ada 
P	 ]adi Iangsung ditunjuk. Kelompok sudah ada, begitu ya? 
I	 Ya 
P	 KaIau pemilihan ketua kelompok, bagaimana? Apakah ada rapat, pemilihan, atau 

langsung..... 
I	 ltu sudah langsung jadi. 
P	 Pemah ada pertemuan dalam kelompok? 
I	 Ada, dalam satu keompok kita rapat. 
P	 Bapak diundang waktu sosialisasi di Gawi Barinjam? 
I	 Aku tidak ikut, ketua nya aja 
P	 Lalu, pada saat masuk, diminta uang pendaftaran enggak? 
I	 Tidak ada 
P	 Bapak keJja sehari-harinya apa? 
I	 ltu, menangkat sarnpah, tenaga kontrak di Dinas PU. 
P	 Sudah berapa tahun pak? 
I	 Barn tiga bulan 
P	 Sebelumnya apa kerjaannya? 
I	 Nyinso (kerja kayulsekarang sudah masuk iIIegalloging) 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41638.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



P	 Pak, inikan 10 orang? Semuanya aktifya? Ada yang keluar enggak? 
I	 Anggota ada yang tidak aktif, tapi tidak keluar. 
P	 Ada berapa pak, yang tidak aktir? 
I	 orang 5 
P	 Jadi, hanya 5 orang aja yang ngurus sapi ini? 
I	 Va, 5 orang. Kami membikin kandang gotong royong 
P	 Terns, yang tidak aktif itu, bagaimana? Sapi ini kan milik bersama? 
I	 Biar pun dia tidak aktif, barang itu milik bersama. Harns dibagikan nanti. 
P	 Sesuai jerih payahnya? 
I Iya. Walaupun ketua memutuskan untuk tidak memberi mereka (yang tidak aktif) 

bagian, tetap tidak bisa, mereka harns tetap dapat bagian). Walaupun tidak aktif. 
P Kenapa mereka tidak aktifpak? 
I Yah, mak:lum lah pak. Kadang-kadang orang itukan pemikirannya tidak sama. Tapi 

maklumi aja kan begitu. 
P	 Ada kerepotan lain, atau karena tidak yakin dengan keberhasilan? 
I	 Kemungkinan begitu. 
P	 Jadi, pesimis ya? 
I	 Kemungkinan begitu. 
P	 Bapak kan bendahara ya? Diajarin enggak pak cars membuat Japoran? 
I	 Tidak. Karena sebagai bendahara, kita citunjuk, kita tabu. Tidak dirapatkan. 
P	 Waktu mengambil duit ke bang, siapa? 
I	 Berdua, ketuanya dengan saya. 
P	 Bantuan KUBE ini kan bisa untuk macam-macam, bisa untuk dagang sembako, 

peternakan, perikanan, perkebunan. Lalu kelompok bapak memilih beternak sapi, 
kenapa? 

I	 Terns terang aja, memang kita tidak pemah rapat, tidak tabu. Tiba-tiba aja datang. 
Makanya di batin saya, kok saya tiba-tiba jadi bendahara. Saya ini kan larl sana lari 
sini, ke hutan (sibuk, jarang di tempat). Kok bisa? Bukan tidak mau. Tapi kan 
harusnya ditanya dulu, kamu mau enggak jadi bendaharanya? Harusnya carl orang 
yang netap, saya ini orang "Hat'. 

P	 Tapi sapinya ada? Berapa ekor pak? 
I	 Ada, tinggal2, hahaha..... Mati I. 
P	 Semula berapa? 
I 4. mati I.
 
P Benutitinggal3?
 
I Tinggal2
 
P Mati lagi?
 
I Hehehe,.... matinya kenapa? Dimana matinya? Mungkin masuk di saku, (istilah yang 

digunakan untuk mengatakan 1 ekor sapi tidak diketabui rimbanya)? 
P Kan 4 ekor? Mati I, harnsnya tinggal3? Sekarang.....? 
I 1 nya dimana? Makanya jangan kambing hitamkan saya bendahara. Waktu itu 

kutanya si Hengki (pendamping desa)•....• katanya tidak masalah. Biar diserahkan ke 
ketuanya saja, dia yang tanggung jawab, beodahara tidak perlu tanggung jawab. 

P	 Jadi kelompok tidak pemah membuat pertemuan? 
I	 Kemaren udah, yang dipanggil itu 5 tidak datang. Cuma 5 yang datang. 
P	 Bicara apa saja daIarn pertemuan itu? 
I	 Membicarakan sapi itu,.... 
P	 Kapan rapatnya? 
1	 Waktu sapi belum datang rapat. Waktu sudah datangjuga, bildn kandang. Cari makan 

sapioya. 
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P Kalau anggota yang aktif, kewajibannya apa? 
I Cari nJJIIput, memeliharanya, membakar-bakar sampah. Kalau sudah malam. 
P Bapak yakin usaha ini ada manfaatnya? 
I Memang yakin sih. 
P Sapinya sudah beranak pak, atau belum? 
I Sudah beranak I 
P Ada pendampingan pak? Pendamping desa pemah datang? 
I Pemah. 
P Apa yang dilakukannya pak? 
I Ditanya juga,..... ada enggak katanya ke sana-ke sana (maksudnya ke kandang) 
P Kalau dari dinas? 
I Dari dinas tidak pemah. 
P Berarti dinas tidak pemah memberikan pelatihan? Umpamanya, bagaimana merawat 

sapi, mengobati sapi kalau sakit Tidak ada? 
I Tidak ada. 
P Kalau sapi yang tidak diketahui tadi, sudah dikasih tahu pendamping apa belum? 
I Ya sudah. 
P Apa kata pendamping? 
I Ya gitu-gitu aja. 
P Bap'\k kan tidak ahli di sapi ya? 
I Ya 
P Gimana pak melihara sapi itu? 
I Ah,.... lumayan lah kalo melihara sapinya. Susah-susah gampang. 
P Bagaimana perkembnangan sapinya? 
I Ya bagus belum I tahun lebih sudah beranak. Yang I nya hamil? 
P Kalau berkelompok ini kan pasti ada hambatannya. Dari segi apa pak hambatannya? 
I sering adu mulut.... tentang cari umpan, hehehe berdebat 
P Tidak berbagi jadual pak? Misalnya hari ini si A, hari ini si B, begitu? 
I Tidak mau, orangnya keras. 
P Siapa yang sadar merawat, gitu aja? Daripada bertengkar? 
I Ya, daripada sapinya mati kelaparan. Kan rugi, sapi sudah di depan mata. 
P Kalau dari sisi administrasi, hambatannya? Misalnya harus bikin laporan. Kan dinas 

biasanya minta itu? 
I Tidak jadi hambatan. 
P Bisa aja membikin pak ya? Yang penting ada contoh? 
I Ya. 
P Terakhir pak, apa harapan bapak dengan adanya bantuan KUBE, saling tidak kompak 

dalam keIompok, kemudian ada yang tidak aktif, kemudian tidak aktifuya dinas 
membina, harapan bapak apa? 

I Harapan saya, dinasnya supaya turon, kontrol. Tanyakan barang yang ini I itu. 
P Untuk anggota yang tidak aktif, apakah ketua tidak pemah ada upaya untuk 

pendekatan? 
I Tidak ada pendekatan. Kadang-kadang untuk gotong royong saja, tidak ada 

pemberitahuan. 
P Jadi, yang tidak aktif, dibiarkan? 
I Iya. 
P Terima kasih pak. 
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Lampiran 9 

BASIL WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KUBE 

NAMAKUBE : MAlU BERSAMA 2 (DESA NATAl SEDAWAK) 

(lNFORMAN 6) 
JENIS USAHA : TERNAK SAPI 
TGL WAWANCARA : 25 ME120I3 (pukul 09.00 WIB) 
NAMA ANGGOTA : JAINURI 

P Nama Lengkap ? 
I Jainuri 
P Kapan Pian (Anda) mulai Bergabung dalam KUBE? 
I Bulan puasa yang dulu, ..... Wah lupa. Bulan berapa itu? 
P Pas bulan puasa ya? 
I Ya (Akbir Bulan Juli 2012) 
P Bagaimana cerita awalnya? 
I Wah, untuk cerita awalnya tidak tahu pak, langsung diambil KTP oleh Ketuanya. 
P Ketuanya Siapa? 
I Umpi 
P langsung diminta KTP? 
I Va, kami berikan KTP, rupanya untuk bantuan sapi Tau-tau dapat bantuan sapi. 
P Sewaktu diajak gabung, langsung tertar.k masuk (kelompok), kenapa? 
I Namanya dibantu pemerintah, tidak diambil kan sayang. Jadi dicoba dulu, terserah 

bagaimana kelanjutannya..... 
P Ketika diajak bergabung pertama kali, apakah diminta uang pendaftaran? 
I Tidak ada 
P Anda di kelompok sebagai apa ? 
I Bendahara. 
P Penunjukan itu melalui rapat ya? 
I Tidak 
P Tidak rapat Jadi langsung ditunjuk begitu aja? 
I Langsung ditunjuk begitu aja, aku ditunjuk bendaha. Anen Sekretaris. 
P Lalu, ide berusaha ternak sapi itu dari mana? Melalui rapat? 
I Memang sudah begitudari awalnya, tidak ada rapat. Langsung membuat petemakan 

sapi. Sebenamya, kalau kita ditanya sejak awal, kita tidak mampu untuk beternak sapi 

ini. 
P Mampunya apa? 
I Yab, seperti kebun, itukan nyaman ngurusnya. 
P Waktu itu kan dibantu Rp. 20.000.000,­ satu kelompok, untuk 10 orang, tidak ada 

rapat, tau-tau betemak sapi begitu aja ya? 
I Iya, Sapi. 
P Seandainya boleh memilih, akan memilih apa? 
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I Memang tidak boJeh dipilih itu (sudah ditentukan sejak awal) 
P Seandainya boleh memilih ? 
I Seandainya boleh memilih, maunya berusaha kebun karet. Kan sesuai dengan 

dananya Bisa beli tanah. 
P Kalau sapi, belum pemah pelihara sebelumnya? 
1 Belum pak 
P Lalu, apakah ada sosialisasi waktu itu? 
I ada, kaJau berhasil itu kan, ... umpama tahap pertama ini dapat 20 juta ..... kalau 

berhasil dengan 20 juta ini, bisa dapat (bantuan) 60 juta. Kalau berhasil lagi, bisa 
dapat 100 juta (.... kalau tidak salah begitu). 

P Padahal, kalau adajanji-janji begitu, seharusnya termotifasi ya? 
1 Tapi, pelayanannya ini tidak maksimal, .... pemeriksaan-pemeriksaan sapi tidak ada, 

kalau kurang vitamin dlI juga tidak diperhatikan. Jadi, susah, kami tidak mengerti. 
P Dalam sosialisasi kemaren apa aja yang dijelaskan? 
1 ya, begitu-begitu aja. 
P Tentang pembuatan laporan, misalnya, apakah diajarkan? 
1 Enggak ada 
P Tentang bagaimana mengelola dana yang baik, itu juga tidak diajarkan? 
1 Tidak ada Pokoknya dana itu tidak bisa dikurangi. Kandang pun dibuat sendiri, dana 

dari iuran peserta. 
P Sebagai bendahara, apakah anda dikasih tahu eara menyusunnya? 
1 Enggak 
P Sudah pemah diminta dinas (untuk membuat) laporannya? 
1 Belum pemah. 
P Eee , dari 10 orang anggota,apakah semuanya aktifl 
1 Kami hanya 8 orang (yang aktif). Soalnya sudah mengundurkan diri 2 orang sejak 

awal. 
P Tidak sanggup? 
1 Ya. kami sudah coba cari lagi penggantinya. Banyak yang tidak mall. katanya tidak 

sanggup karena sibuk. 
P Bagaimana membagi keIjanya? 
1 Dulu itu, dibuatjadual bergantian. 2 orang tiap hari. 
P Cari umpan (rumput makanan temak)? 
I Semula begitu, karena tidak mampu untuk carl makan temaknya, akhimya 

dirundingkan, dan diputuskan temaknya dilepaskan, daripada sapinya kurus 
P Jadi tidak perlu carl umpan Iagi nih? 
I Sudah tidak lagi. Sudah sekitar 2 minggu ini. 
P Berapa ekor sapinya? 
I 4 ekor 
P Sampai sekarang masih 4 ekor ? 
I Ya, 4 ekor. Cuma ada yang sakit satu, yang paling keeil. 
P Apakah sudah ada yang beranak? 
1 Mungkin baru bunting I ekor. Yang besar. 
P Sehari-harinya keIja apa? Selain mengurus sapi? 
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I Tidak menentu. Apa aja dikeljakall, yang penting cocok. Sekarang ini Jagi nebas 

(membersihkan lahan). 

P Sebelumnya kelja kayu ya? Nebang pohon (sekarang tennasuk ellegalloging) 
I Dulu, 

P Dengan adanya bantuan KUBE ini, apakah bapak merasakan ada manfaatnya? 
I Sekarang sih belum. 

P Tapi kedepan. apakah yakin ada manfaatnya? 

I Kalau sapinya tidak mati, yakin. Sapi kan bisa beranak. 
p Apakah ketua kelompok pemah mengajak pertemuan? 
I Pemah. Misalnya kita perlu dana, kami rapat. 
P Mengenai kewajiban anggota, bagaimana mengatumya? 
I Dulu pemah dibuat peljanjian, misalnya, kalau tidak mencari makan temak sehari 

dikenakandenda uang Rp. 30.000.-. 
P Apakah denda itu beljalan efektif? 
I Pemahjalan. Tapi banyak yang membangkang (hahaha) ..... 

P Padahal itu hasil rapat ya? 
I Ira, sudah sepakat. Misalnya Kaya uang bulanan. dulu kami sepakat uang buJanan Rp. 

20.000,-/buian. Hanya 2 bulan yang jalan, karena tidak jalan. jadi dibatalkan. 
P Pendamping pemah ke sini? 
I Tidakpemah 

P Menjenguk-jenguk pun tidak pemah? 
I Dulu orang dinas pemah datang I kali..... saya lupa namanya. ... 

P Dari provinsi? 
I Orang Sukamara, ..... Pak Tamrin, pemah I kali ke sini. pemeriksaan. 

P Apa katanya? 
I Katanya, nanti ada peninjauan pak lagi. dari pusat. Tapi sudah berapa bulan ini tidak 

.ada. 
P Trus. dari dinas, pemah megadakan pelatihan enggak, untuk kelompok ini? 

I Enggak pemah. 
P Membimbing bagaimana mengelola uang. Dilatih? 
I Enggak pemah 
P Bagaimana merawat sapi yang baik, dilatih? 

I Enggak pemab, pokoknya pertemuan hanya pemah I kal~ di Gawi Barinjam itu (saat 
sosialisasi) 

P Kalau mengenai keterampilan, apakah dari 8 orang yang aktif itu, memang ada yang 
biasa mengurus sapi? 

I Heem, ... bum semua, terns terang aja, buta semua (tidak tabu sarna sekali). Dari nol 
P Tidak pernah dikasih obat? 
I Tidak pernah. Soalnya tidak pernah dikasih araban. obat sapi yang bisa bikin gemuk 

apa? Tidak tabu. 

P Selama berkelompok di KUBE. kemudian melakukan usaha temak sapi. hambatannya 
apa? 

I 
P Kalo kelompok, kompak enggak, yang 8 orang itu? 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41638.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I Enggak kompak, susah. 
P Ketua enggak pemah ngasili araban? 
I Walaupun dikasih araban, tetap aja, ... istilah karyawannya itu pembangkang. 
P Mungkin karena mereka merasa bukan bidangnyauntuk merawat sapi. Jadi itu 

hambatanya? 
I Ya 
P Terakhir, Dari cerita kita semuatadi, harapannya ke depan apa? 
I Harapan ke depan semoga berhasil dengan baik? 
P Dengan Dinas apa harapannya? 
I Kalau berhasil itu kan dinas pemahjanji, umpama keluar lagi (bantuan), bisa nambah­

nambah modal. Tapi kelihatannya lambat, soalnya sapi itu membeli dari yang kecil. 
Anak (salah membeli dulu ternan di sebelahnya menyela) 

P Empat-empatnya kecil? 
I Yang I nya besar. ltu yang sudah hamil 
P Yang 3 belum ya? Yan!' 1 malah sakit ya? 
I Ya, kalo yang 2 itu besar. 
PYa,..... begitu aja. Terima kasih alas informasinya. 
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Lampiran 10 

BASIL WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KUBE 

NAMAKUBE : MAJU BERSAMA 8 (DESA NATAl SEDAWAK) 

(lNFORMAN 7) 
JENISUSAHA : TERNAK SAPI 
TGL WAWANCARA : 25 MEl 20 I3 (pukul 07.45 WIB) 

NAMA ANGGOTA : ARBANI dan JOKO 

P Mas Joko dan Mas Arbani, sejak kapan bergabung di KUBE ini? 

I Kalau sampai hari mya haji ini, satu tabun 

P Bagaimana awal ceritanya, bisa membentuk KUBE ini? 

I Awal ceritanya, di RT Natai Sedawak ini memang ga ada cerita. Alih-alih ada datang 
dari Dinas Sosial (kalo tidak salah). Pendampingnya, Loyola Hengki. Beliau 

mengajukan usulan sapi untuk kelompok, tidak untuk pribadi. Nab, setelah itu 

meluncur lah dana (bantuan) sebesar 20 jt per kelompok. 
P Yang mendata itu siapa? 
I Pendamping (Loyola Hengki) 

P Mas Joko kan keIja di kontmk Dinas PU ya. Pembersihan selokan. Kalau Mas Arbain 

keIjaapa? 

I Sama ama aja 

P Kalau diberi bantuan begini kan menambah waktu (keIja)? Tidak apa-apa ya? 
Sanggup? 

I Sanggup. KeIja di Dinas PU masuk Jam 12. Jam 5 (sore) pulang. 

P Jadi, mengurus sapinyajam bempa? 

I Pakai jadual. Cam keIja mencari rumputnya. 
P Setabu saya bantuan KUBE itu bisa untuk usaha bidang apa saja. Misalnya untuk 

sembako, untuk perikanan, petemakan, perkebunan. Bagaimana cerita awalnya, kok 

langsung milih usaha temak sapi? 

I Awalnya saya tidak tabu akan mendapat bantuan KUBE, betemak sapi ini. Maksud 
saya itu kalau dapat di rolingkan/diganti ke usaha lain, rencananya saya ingin betemak 
ayam. Tapi saat kami mpat di gedung Gawi Barinjam, sarna Pak Tamrin dan 

narasumber dari Palangka Raya, usaha ini tidak dapat dirubah \agi. Soalnya proposal 

sudah masuk ke atas. Sebabnya sejak awal KUBE itu mengajukan sapi semua. 

P Kemaren ikut sosialisasi dimana? 
I Di Gedung Gawi Barinjam 

P Pembicaranya dari.....? 

I Dari Provinsi, Pak Kamo. 
P Apa saja yang disarnpaikan saat sosialisasi itu? 
I Masalah pengembangan sapi itu aja. Kalau masalah lain-Iainnya tidak ada 

P Cam membuat laporan tidak dikasih tau? 
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I tidak, itukan sebenamya masalah pembuatan \aporan di Sedawak ini kan sebenamya 
ada pendamping (Loyola Hengki), kalo mengajukan lagi kan harns beliau yang 
ngajukan. 

P Apakah dinas mewajibkan kelompok membuat laporan. Sudah pemah membuat 
laporan atau belum? 

I Belum pemah membuat laporan. 
P Belum pemah diminta laporannya? 
I Belum. Pemah 2 kali kontrol dari Pak Kamo dengan rombongan. Cuma mengontrol­

ngontrol gitu aja. Kelompok KUBE 8 punya kami itu diacungi jempol oleh beliau itu. 
P Kenapa? 
I Awal-awalnya sapi itu keeil, perkembangannya berhasH, sudah beranak satu. Malah 

ini sudah bunting yang tiga itu. Makanya saya mengajukan ke Kades, kalo bisa 
tolonglah buatkan proposal. Kami ingin mengajukan tossa, supaya mengangkut 
rumput enak kelanjutannya. 

P Nab, dari 10 orang anggota kelompok, aktif semua ya? 
I Awal mulanya, peJjanjiannya harns aktif rutin mengaret (eari makan temak). Setelah 

perrengah peJjalanan, beliau tidak mampu. Akhimya mengundurkan diri. 
P Berapa orang yang mengundurkan diri? 
I Yang mengundurkan diri 4 orang. 
P KaJau yang mundur itu bagaimana? Berarti dia tidak dapat bagian? 
I Tidak dapat. Pesan dari dinas, tidak boleh mengeluarkan anggota, kecuali 

mengundurkan diri. Bagi yang mundur, haknya hHang. Dulu kami membuat 
peJjanjian dalam rapat, kalau seandainya (anggota) tidak dapat ngarit (cari lIII'l!an), 
terkena potongan 20 ribu, untuk ongkos minyak dengan rokok aja sebenamya. Nab, 
kalau dihitung-hitung kan dalam I tabun sudah lebih daripada modal yang 2 juta. 
Beliau yang mengundurkan diri, bukan kami yang mengeluarkan. Daripada membuat 
beban ternan. 

P Kenapa katanya, kok mundur? 
I Tidak mampu, tidak mampu meneari rumputnya. 
P Berarti tidak sesuai dengan bidang minatnya ya? 
I Iya. 
P Mas Joko dan Arbani, dengan adanya KUBE ini, apakah ada manfaatnya? 
I KUBE ini memang sungguh bennanfaaL 
P Apakah selama berkelompok, ketua pernah mengajak mengadakan perremuan? 
I Ada 
P Berapa kaIi? 
I Dalam satu kelompok ini, kami masih ikatan satu keluarga aja. Jadi kaIau ada 

persoalan, mudah saja mencari solusinya. Misalnya kalau kita sepakat iuran, eukup 
kumpuikan uangnya ke bendahara. Entah untuk beli tali, beli garam, dlJ. 

P Apa kewajiban anggota menurut ketua itu ? 
I Fokusnya kaIau untuk sapi, terutarna itu makan aja. Jangan sampai teriambat. 
P Apakah pendamping pemah datang? 
I Pemah, kontrol. 
P Apa saja yang disampaikan? 
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Nah, kalau beliau itu, tidak ada yang disampaikannya, Cuma berpesan agar sapi itu 
jangan sampai dipeljual belikan. ltu aja. 

P Kalau dari Dinas Sosial kita, pemah turon? 
I Kalau dari dinas sosial tidak pemah turon. Tapi kalau yang dari provinsi ada. Baru­

bam ini malah pemah turon, Pak Kamo dengan rombongan. 
P Apa yang disampaikan? 
I Nah, ini masalahnya. Setiap beliau datang, kelompok kami tidak ada di tempat. Yang 

ada Cuma pendamping desa aja. 
P Apakah dinas memberikan pelatihan? Misalnya pelatihan cara memelihara sapi yang 

baik, kotorannya bisa dikelola menjadi pupuk? 
I Tidak pemah 
P Jadi tidak ada nilai tambah selain dari harga sapi? 
I Terkecuali pribadi kelompok kami aja yang mengelola untuk pupuk itu. 
P Pendamping tidak pemah ngajarin membikin laporan? 
I Tidak pemah. 
P Kalau dari 6 orang, siapa yang paling paham masalah merawat sapi? 
I Bagi kami, untuk merawat sapi, sebetulnya kami serahkan ke lorang, pak Ie saya 

untuk merawat, memasukkan, memberi makan. Tugas kami cuma cari rumput. Wajib 
lah kami membantu, karena sapi kami kan. 

P Trus, selama dalam kelompok, hambatan-hambatannya apa aja yang menjadi 
Kendala? 

I Kalau dalam kelompok itu, teros terang aja tidak ada kendala. Yang menjadi kendala 
kami 1 aja. Kalau sapi birahi, kami kewalahlll" mencari sapi jantannya. ltu aja kendala 
kami. 

P Kalau dalam hal kekompakan kelompok? Ada kendala enggak? 
I Enggak ada. 

P Artinya yang 6 itu kompak ya? 
I Ya 
P Kalau dalam membuat laporan, ada kendala enggak? 
I Ada kendala. Kami percayakan saja ke pendamping untuk membuat laporan. Kan 

beliau sudah pemah ditatar kernana-mana, beliau lebih paham daripada kami. 
P Terakhir, apa harapannya kepada dinas yang tidak turon memberikan pelatihan, tidak 

adanya sapijantan, kemudian melihat perkembangan selama ini. Apa harapannya? 
I Kalau harapan kami, walaupun orang dinas tidak turon, seperti kata Pak Kamo 

sosialisasi di Gedung Gawi Barinjam, masalah dana setiap tabun itu tetap ada 
luncuran. Semoga pendamping dapat mengajukan lagi usulan bantuan biar cepat 
keluar \agi. Katanya kan kalau berkembang, yang awal mulanya 20 juta, tabun ini 
keluamya bisa 30 juta. 

P Oke, itu aja yang mau ditanyakan, terima kasih alas waktunya. 
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Lwnpiran II 

RASIL WAWANCARA ANGGOTA KUBE 

NAMAKUBE : MAJU BERSAMA 5 (DESA NATAl SEDAWAK) 
(lNFORMAN 8) 

JENIS USAHA : TERNAK SAPI 
TGL WAWANCARA : 28 MEl 2013 (pukul 08.00 WIB) 
NAMA ANGGOTA :MUHTAR 

P Bapak nwnanya siapa, pak ? 
I Pak Muhtar 
P Kelompok 4 pak, ya? 
I 5 
P Awal muladibentuknya, didata atau bapak membentuk kelompok sendiri? Atau 

bagaimana? 
I Didata 
P Oleh siapa, pak? 
I Oleh Pendamping. 
P Dari Dinas nggak ada, mendata itu? 
I Nggakada. 
P Dari pendamping aja? 
I Ira. 
P Bapak ketua kelompok ya, pak ? 
I lya. Saya ketuanya. 
P Dilokasi ini saya lihat ada beberapa kandang nih? Ada berapa kelompok di sini? 
I 3 Kelompok. 
P Kelompok siapa saja, pak? 
I Kelompok ya, Sudar. 
P Sudar. Sudar itu siapa? Sudar yang tadi itu pak, ya? 
I ltu pak Kades. 
P Pak Kades itu? 
I Pak Kades kan bukan ketua. 
P Sebagai apa pak Kades disini? 
I Pak Kades, bukan, istrinya aja yang disitu. 
P 000.... Nama istrinya, di kelompok 3 ini pak, ya ? Siapa namanya, pak ? 
I Kelompok 3, bu Mami. 
P Jadi ada 3 kelompok. Berarti kalo ngumpul sapinya, banyak pak, ya? 
I Jumlah sapinya disini ada 50 an dengan anaknya. 
P Berarti ada sapi luar yang gabung disini ? 
I Sapi dulu itu sapi jatah. Darl Dinas Petemakan. 
P Bapak sebelum di KUBE ini keJjaan sehari-harinya apa, pak ? 
I Tani aja. 
P Tani sayur ? 
I Sayur-sayur. 
P Sebelum bantuan datang, apakah ada sosialisasi dari Dinas ? 
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I Tidak ada. 
P Pertemuan di Gawi Barinjam, bapak ikut ? 
I Sayaikut. 
P ; Apa saja yang disarnpaikan? 
I ; Tentang pemeliharaan, supaya bisa bemasil begini. 
P Mengenai bantuan tidak dijelaskan? 
I Mengenai bantuan tidak ada. 
P Tidak dikasih tau disitu? 
I Tidak. Cuma dikasih tau 20 juta dalam I keIompok, 10 kelompok. 
P Mengenai cara laporan dikasih tau? 
I Mengenai cara laporan itu belum ada. Memang ada ditanya, minimal katanya 

sekali setahun. Kalo bisa katanya 2 kaH setahun, pemeriksaan. 
P Waktu sosialisasi pale, berapa lama sosialisasinya? I hari, 2 hari? 
I Nggak. Cuma sehari itu aja. 
P Sampai jam berapa, pak ? 
I Kira-kira sampai jam 12. 
P Setelah sekian lama beljalan,apa manfaat yang dirasakan dari kegiatan ini? 
I Alhamdulillah, manfaatnya tu ada, ada kemajuan. Pertama berkembang, Kedua itu 

misainya kelompok kami ini mau kelja sarna, itu jadi manfaatnya. 
P Bantuan itu kan berupa duit pak. Bagaimana ceritanya kok langsung punya ide 

pelihara sapi. ltu melalui rapat kelompok apa bagaimana? 
I Memang idenya dulu itu ya khusus ke sapi. Ada juga ke kolam ikan, artinya 

memelihara ikan, curna sudah ada anjuran dari anu. . 
P Dinas? 
I Dinas. Uang ini tidak bisa dipake mengeloJa kolam, tambak gitu. Tidak bisa 

dipakai mengeIola tambak. Bisa katanya, cuma tambaknya boon dulu. bam uang 
ini dipake. Misainya umpamanya, makanannya, urnpannya, bibitnya. 

P Anggota kelompok bapak kan 10 orang, aktif semua pak ya? 
I Nggak. 
P Berapa orang yang tidak aktit'l 
I 4 orang. 
P Mundur atau tidak aktif pak ? 
I Memang dia mengundurkan diri. 
P Kalau kewajiban anggota kelompok yang aktifapa pak? 
I Va itu, anggota semua harus angkut kayu, kita kumpulkan kayu. Ayo kita perlu 

kayu untuk kandang. 
P Sapi pribadi bapak berapa? 
I Pribadi sebenarnya nggak ada, saya itu bantuan semua. 
P Bantuan dari dinas lain itu, ya? 
I Iya. Cuma udah berkembang, artinya anak beranak sudah. 
P Jadi berapa banyak itu, ya? 
I Alhamdulillah, kama ada juga sapi orang masuk, dimasukkan kesini, saya 

memeliharanya. Jadi sapi itu sekarang sudah ada 10 ekor lebih. Diluar dari 
kelompok. 

P Apakah pendamping pemah meninjau ke lokasi? Atau ke rurnah bapak gitu, 
memberi pembinaan? 

I Nggak pemah. 
P Kalo dari Dinas? 
I Dinaspun tidak ada juga. 
P Kalau pelatihan pale, pemah ada pelatihan nggak ? 
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I Nggak ada. 
P Mengenai keterampilan, pak. Kalo melihat cerita bapak tadi, ada orang-orang nitip, 

bantuan dari lain sudab beranak pinak. Kalo bapak saya yakin sudab terampil 
memelihara. Kalo anggota bapak? 

I Sarna saja mereka itu. Kama tiap sore turon, kasih minum sapi, kasih hidupi 
apinya, jadi mereka itu gantian terns. 

P Kalo yang mundur tadi, pak. Kenapa sebabnya? Ngasih tau nggak dia? 
I Sebabnya dia mundur gini, kami ajak gotong royong kemaren, banyak alasan. 

Tidak sanggup lab, anu lab... 
P Apa dia sibuk keljaan lain, ya? 
I Ya, mungkin gitu. 
P Atau tidak mau pelihara sapi? 
I Sibuk kelja yang lain kali, atau mungkin itu anunya. Jadi diajak kemaren gotong 

royong tidak ada yang mau, diajak kemaren banyak alasan. Saya sibuk. Jadi belum 
gotong royong kedua orang nggak mau, gotong royong ketiga tidak pemah anu. 
Jadi ada kemaren, beli tansi ini. Kan kami beli tansi, kawat besi ini, kawat beduri 
ini. 

P luran pak, ya? 
I Iya, sarnpai ke belakang. Jadi kita patungan. Soalnya berapa kelompok itu harus 

beli sekian, lima gulung ini, satu kelompok ini. Tapi mereka memang tidak mau. 
P Bagaimana cara bapak supaya anggotanya aktif, yang 6 orang itu? 
I Caranya itu ya, kita beri motivasi, kalo sapimemang bukan jangka pendek. 
P Jangka panjang. 
I Iya. Jangka panjang.Itu pun tergantung dari Tuhan. Bukannya apa-apa, karena sapi 

itu sarna dengan kita, bemyawa juga. Siapa tau besok lusa misalnya ada yang mati, 
kan itu semua tergantung dari Tuhan. Pengalaman aya duJu, saya dulu cuma punya 
I ekor bantuan dari petemakan, 1 ekor aja, Sekarang ini sudah 10 ekorlebih. 

P Jadi bapak memberikan motifasi kepada mereka? 
I Iya. Sudah 5 ekor sekarang pak, dari yang I ekor itu. Itu yang 5 itu sudah bunting 

semuapak. 
P Kalo hambatan bagaimana, pak ? Dalam hal berkelompok ini pak, hambatannya. 
I Hambatannya itu, ya... kadang-kadang itu mereka ini tidak memahami lab artinya, 

tidak kompak. Jadi mau di kasih tahu terns. Kalau besok gotong royong, kadang­
kadang itu, inilah, itulab. 

P Ada yang datang, ada yang enggak. Gitu pak ya ? 
I Iya. Tapi kami maklum itu, yang tidak datang. Misalnya, kalo dia tidak datang, 

menyumbang kue lab, menyumbang minuman lab. Mereka beri minuman itu 
sarnpai sekotak, ngirim kue, ngirim rokok. 

P Terakhir, apa harapan bapak, dengan adanya bantuan modal KUBE inikedepan? 
I Harapan sayaitu pak, ya... mudah-mudahan lab sarnpai bisa menyekolahkan anak 

nanti. 
Baik pak, terima kasih atas waktunya, 

I Iya.Iya. 
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Lampiran 12 

HASIL WAWANCARA ANGGOTA KUBE 

NAMA KUBE	 : MAJU BERSAMA 7 (DESA NATAl SEDAWAK) 
(lNFORMAN 9) 

JENIS USAHA : TERNAK SAPI 
TGL WAWANCARA : 28 MEl 2013 (pukul 09.15 WIB) 
NAMA ANGGOTA : MURAT 

P Bapak Kelompok berapa pada KUBE? 
I Kelompok berapa ya? 
P Nama bapak siapa? 
I Murat. 
P Murat, kelompok 7. Dalam data ini Ketuanya Yanto. Bapak anggota, Nuryamami 

ini... istrinya Kades ya? 
I Ya. Seperti si anu itu, yang di kampung jawa. ltu kan sudah beberapa kali dapat 

du)unya, masih dapat juga. Coba bayangkan, di sedawak ini, terus terang saya 
ngomong, pilih kasih. 

P Yang pilih kasih siapa ? 
I Pejabat disini lah. Petugas disini yang pilih kasih. Yang sudah dua kali dapat masih 

bisa dapat. Yang belum, malah tidak dapat. Padahal yang dapat 2 kali, 3 kali bukan 
pribumi asH sini, orang pendatang. Maaf saya ngomong, tidak menyinggung. Saya 
ini kan orang pribumi disini, kenapa dibedakan. Itu bukan salah dari atasan, tidak, 
salah dari bawahan ini. 

P Ini kan kelompok KUBE, bapak tahu kelompok KUBE itu. 
I Tidak tahu. Tidakn pema.1t dibilangkan (dikasih tau). 
P Tapi. nama bapak ada di kelompok ini. 
I Maka dari itu,tadi sampean nanya, saya kelompok berapa, saya tidak tahu. 
P Ketua kelompok Yanto, sekretarisnya Sahman, bendaharanya Sudarsono. 

Sudarsono itu yang PNS. Kemudian Muhammad Hasfi, Wati. Beli, Gumi, Konok, 
bapak, Murat. Bapak tidak tahu ya? 

I Tidak tahu. Coma nama yang ada, maka dari itu kagel. Kelompok berapa, saya 
tidak tahu, tidak pemah dikasih tahu. Dan ketua kelompoknya siapa, saya tidak 
pemah dikasih tahu. 

P Inikan KUBE, Kelompok Usaha Bersama. Mendapat bantuan, satu kelompok 20 
juta. Lalu 20 juta itu dibelikan sapi 4 ekor, dipelihara bersama-sama. Bapak tidak 
tahu? 

I Tidak tahu. Cuma nama. 
P Bapak tidak pemah diundang rapat ? 
I Tidak. Saya berani berhadapan (dikonfrontasi) dengan pengurus-pengurusnya, saya 

mau bHang, kenapa saya tidak diberi tahu, cuma nama saya saja yang ada disitu. 
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P Tapi nama ada. 
I Kalausaya bHang di depan orang banyak, mungkin nanti mereka malu, saya teros 

terang saja, demi Tuhan saya tidak. 
P Bapak kenai dengan Loyola Hengki? 
I ltu menantu keponakan saya. 
P Nah... dia itu yang mendata pak. 
I Yanto dengan Hengki itu menantu keponakan saya. 
P Masa' Bapak tidak tahu? 
I Demi Tuhan, berani sumpah, hanya yang Maha Kuasa yang tahu. Saya tu apa 

adanya.Dulu memang Hengki menyampaikan. Ngah (Pak), angah mau ikut tidak. 
Kelompok sapi. Cuma bantuan ini ada 20 juta, Cuma di belikan sapi....Aku ni, 
pertama-tama kalau dikelompokan seperti itu bukanapa-apa, karena mengurus 
sapinyabersama aku tidak mau. Tapi kalau secara pribadi aku mau. 

P Kalau berkelompok ? 
I Kalau berkelompok aku bukan tidak mau, nanti kan aku mengelolanya karena aku 

tidak ada keljaan lain, aku yang rugi. Nanti yang lain tidak kerja. ladi aku yang 
jadi tumbalnya. 

P Saya baca anggota kelompoknya ya pak? Yanto, yanto ni sapa? 
I Yantodisitu. Adik ipar. 
P Sahwan? 
I Sahwan disana, keluarga saya juga. 
P Sudamo? 
I ltu keponakanjuga. 
P Sudamo PNS ya. Muhammad Hasfi? 
I Keluarga sayajuga. 
P Wati? 
I Tidak tahu. 
P Beti? 
I Beti,.... anak yang baru 12 tahun itu. 
P Gumi? 
I Gumi istri Simar. 
P Konok? 
I Masih keluarga juga. 
P Nuryamami? 
I ltu istri pembakal (Kades). 
P Masih keluarga bukan? 
I Keponakan. 
P Saya kim bapak tahu, makanya kami nanya-nanya ke sini. 
I Tidak tahu, maka itu aku kaget. Kalau bantuan dari sana itu tidak masalah, kukira 

itu dari Bank. 
P Dikira ngutanglpinjaman dari Bank? 
I Iya, ngutang dari Bank. 
P ladi bapak ibu tidak mau, karena dikirang ngutang ? 
I lya. Dikira ngutang. Kita ini takut berhutang dengan pemerintah. 
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P Bagaimana cam menjelaskannya waktu itu? 
I Nab, itulah. Penjelasannya kurang. 
P ladi salah paham gitu ya? 
I Salah paham. Dan mereka tidak menjelaskan. Coba dia bilang, Bang, ini bantuan 

tunjangan dari pemerintah, dari atasan, curna masuk Bank. ladi kita mengambil 
dananya di Bank. Nah, kita kanjelas. 

P Waktu itu tidak dijelaskanbegitu? 
I Tidak jelas. Saya kim menandatangani mengajukan pinjaman di Bank. Akhimya 

dapat pinjaman uang 20 juta, dibelikan sapi. Saya tu takutnya begini pak, terus 
terang saja nanti yang kita hindari itu begini, sapinya tidak berkembang. 

P Terus? 
I Terus jaminannya tanda tangan saya. langankan 20 juta, sedangkan mencari uang 

I juta, namanya kita di Bank itu kalau urnpamanya barang ini tidak berhasil berarti 
kita punya hutang biarpun sedikit, apalagi sampai 20 juta. 

P Nab sekarang... sebenamya bukan seperti gitu. ltu bantuan daTi pemerintah kepada 
kelompok sebesar 20 juta melalui Bank. ladi Bapak-bapak bukan berhutang di 
Bank. 

1 Nah... seandainya dijelaskan kita ini bukan berhutang di Bank,saya mau. 
P ladi, gotong royong tidak pemah diajak? 
I Tidak pemah. Selama ini karoi bicara itu tidak pemah. 
P Semua anggota kelompok gotong royong. 
1 ladi,saya mohon maaf ya, dalam masalah ini saya tidak diajak pun tidak masalah. 

Saya sudah punya sapi sendiri, jadi saya mau perkembangkan punya saya sendiri. 
P Terima kasih pak. 
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Gambar 1. Potret Rumah Miskin di Desa Natai Sedawak 
tetapi tidak mendapat bantuan KUBE 

Gambar 2. Potret Rumah Miskin di Desa Natai Sedawak 
tetapi tidak mendapat bantuan KUBE 
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Gambar 3. Potret Rumah Miskin di Desa Natai Sedawak 
tetapi tidak mendapat bantuan KOBE 

Gambar 4. Potret Rumah Miskin di Desa Natal Sedawak 
tetapi tidak mendapat bantuan KOBE 
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Gambar 5. Rumah Kediaman Tasripin
 
Anggota KUBE Maju Bersama 1
 

Gambar 6. Rumah Kediaman Ali Wardana
 
Ketua KUBE Maju Bersama 4
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Gambar 7. Rumah Kediaman Muhtar (Daeng)
 
Ketua KUBE Maju Bersama 5
 

Gambar 8. Rumah Kediaman Jaelani
 
Bendahara KUBE Maju Bersama 4
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Gambar 9. Rumah Kediaman Ponidi 
Ketua KUBE Maju Bersama 8 

." 

Gambar 10. Rumah Kediaman Nuryamami (istri Kades) 
Anggota KUBE Maju Bersama 7 
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Gambar 11. Papan Nama KUBE Maju Bersama 2 
Yang sudah roboh karena tidak terurus 

Gambar 12. Kandang Sapi milik KUBE Maju Bersama 2 yang sudah kosong 
Menurut warga sekitar, sapi tersebut dipindang ke tempat lain 
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Gambar 13. Kandang dan Padang Penggembalaan temak
 
Milik KUBE Maju Bersama 3
 

Gambar 14. Temak Sapi milik KUBE Maju Bersama 3
 
Sudah beranak 1 ekor, jwnlah saat ini 5 ekor
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Gambar 15. Bersama Pak Muhtar di Lahan KUBE Maju Bersama 5 
Di lahan ini bergabung 4 KUBE, luas penggembalaan 60 Ha 

Gambar 16. Temak Sapi di lahan KUBE Maju Bersama 5
 
Jumlahnya mencapai 40 ekor
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Gambar 17. Bersama Pak Subandi angota KUBE Maju Bersama 8 
Temak sudah dikandangan dan tertata dengan baik 

Gambar 18. Pak Subandi memberi makan temak sapi 
Kebutuban pakan temak dipenubi dengan carn mengarit 
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Sukamara, 10 Oktober 2012 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

: Penting 
: 1 (satu) lembar 
: Pennohonan Data Penyaluran KUBE 

di Kabupaten Sukamara 

Kepada 

Yth.	 Kepala Dinas Sosnakertrans
 
Kabupaten Sukamara
 

di -


Sukamara 

Dalam rangka penyelesaian Mata Kuliah "Tugas Mandiri" pada semester 

3 dan persiapan penyusunan Tesis Program Pasca Sarjana (PPs) Jurusan 

Magister Administrasi Publik (MAP) pada semester 4, kami bermaksud 

melakukan penelitian dengan tema/judul DAMPAK KEBIJAKAN 

PEMBERIAN BANTUAN MODAL KUBE (KEL01vlPOK USAHA 

BERSAMA) TERHADAP PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN 

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN 

SUKAMARA 

Sehubungan dengan rencana penelitian tersebut bersama ini kami mohon 

ijin/dukungan untuk memperoleh data penunjang terkait kebijakan penyaluran 

KUBE tersebut, yaitu berupa : 

1.	 Dasar hukwn kebijakan penyaluran KUBE 

2.	 Juklak dan Juknis penyaluran KUBE 

3.	 Data kelompok yang telah memperoleh bantuan modal KUBE di 

Kabupaten Sukamara 

4.	 Data/laporan perkembangan terakhir penyaluran bantuan KUBE 

5.	 Data-data penunjang lainnya 

Demikian pennohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan perkenannya 

kami haturkan terima kasih. 
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Telp.021.7415050, Fax. 021.7415588
 

BIODATA 

Nama : MAT SALEH 

NIM :017982014 

TempatdanTanggalLahir 

RegistrasiPertama 

RiwayatPendldikan 

RiwayatPekerjaan 

: Semarang, 30 April 1975 

: 2011.2 

: - SDN Mendawai 3 Sukamara, tulus tahun 1989 
- SMPN 1 Sukamara,lulus tahun 1992 
- SMAN 1 Mentaya Hulu, lulus tahun 1995 
- Fakultas Pertanian Unpar, lulus tahun 2000 

: - PNS Kab. Sukamara Tahun 2003 
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